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Tentang LGSP
Local Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang mendukung tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua sisi, yaitu pemerintah
daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar pemerintah
meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kepemerintahan di bidang
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan meningkat kemampuannya dalam
memberikan pelayanan yang lebih baik serta mengelola sumber daya. Dukungan kepada DPRD
dan organisasi masyarakat adalah untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat melakukan
peran-peran perwakilan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan.

LGSP bekerja di lebih dari 60 kabupaten dan kota di Indonesia di sembilan provinsi: Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Buku ini terwujud berkat bantuan yang diberikan oleh United States Agency for International
Development (USAID) berdasarkan nomor kontrak No. 497-M-00-05-00017-00 dengan RTI
International, melalui pelaksanaan Local Governance Support Program (LGSP) di Indonesia.
Pendapat yang tertuang di dalam laporan ini tidaklah mencerminkan pendapat dari USAID.

Program LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS), Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan
organisasi masyarakat dalam wilayah provinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United
States Agency for International Development (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional
berkolaborasi dengan International City/County Management Association (ICMA), Democracy
International (DI), Computer Assisted Development Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media
Law and Policy Centre (IMLPC). Pelaksanaan Program dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan
berakhir Tanggal 30 September, 2009.

Untuk informasi lebih lanjut tentang LGSP silakan hubungi:

Local Governance Support Program 
Bursa Efek Indonesia 
Gedung 1, lantai 29 
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 
Jakarta 12190, Indonesia 
 

Telepon    
Fax           
Email        
Website    
 

: +62 (21) 515 1755 
: +62 (21) 515 1752 
: info@lgsp.or.id 
: www.lgsp.or.id 
 

 

Dicetak di Indonesia.
Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID).
Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau
diubah dengan syarat disebarkan secara gratis.
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ABSTRACT

This module provides systematic steps and guidance for facilitators to support local council (DPRD)
members in analysing local budgets (APBD). The module focuses on the three basic requirements
for local councils to make effective budget policy:

1. Local council members should be oriented towards promoting budgets that encourage public
welfare;

2. Local council members should have the necessary knowledge to make appropriate budget
allocation proposals for the key areas of  healthcare, education and local economic development;

3. Local council members should have the analytical skills necessary to provide meaningful
critical input to local budget development, and to monitor budget implementation.

The module covers these three main aspects and is made up of  14 sessions. In the first session,
participants learn about the strategic role of  local councils, including the role and responsibility of
council members in the budgetary process. The following 10 sessions use pre-prepared budget
documents to allow the training to focus on improving the ability of  council members to analyze
their local budget in terms of  revenues, expenditures and costs.

The final three training sessions depend on the conditions prevailing in the particular district or
city,  and are therefore optional. They focus on how to analyze budget policy in the areas of
education, healthcare, and local economic development.

The module provides facilitators and trainers with three types of  training support: general facilitation
procedures for each session; teamwork activities; and a method to present the related information.
Since the sessions utilize the case study approach, the materials for each session should be prepared
in advance so that the budget and policy issues will mirror those in the training participant’s locality.
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ABSTRAKSI

Modul ini merupakan panduan langkah-langkah sistematis dalam aktifitas lokakarya analisis APBD
untuk anggota DPRD. Kehadiran modul ini diharapkan mampu menjawab tiga kebutuhan dasar
bagi efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam proses kebijakan anggaran daerah, yaitu:

1. Anggota DPRD memiliki sikap dan perilaku yang produktif  mendorong APBD yang
mensejahterakan masyarakat daerah.

2. Anggota DPRD memiliki pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk
mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan anggaran yang menjawab permasalahan public,
seperti kesehatan, pendidikan and pengembangan ekonomi lokal.

3. Anggota DPRD memiliki keterampilan teknik analisis untuk memberikan masukan-masukan
kritis terhadap kebijakan anggaran  daerah dan memantau secara umum penyusunan anggaran
daerah.

Muatan modul ini terbagi ke dalam tiga kelompok materi dasar pelatihan yang disajikan ke dalam 14
sesi pelatihan. Pada sesi 1, peserta didorong untuk menyadari posisi strategis DPRD, sekaligus
peran dan tanggung jawab anggota DPRD dalam proses kebijakan anggaran daerah. Pada 10 sesi
berikutnya, dengan berbagai kelengkapan dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peserta,
fasilitasi diarahkan pada materi-materi teknis analisis APBD. Pada intinya, sesi 2 sampai 11 ini
memusatkan pokok bahasan pada analisis pendapatan daerah, analisis belanja daerah dan pembiayaan
daerah.

Pada kelompok materi ketiga, melalui pokok bahasan pada sesi 12 sampai 14, proses pelatihan
difokuskan pada analisis anggaran sektoral pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi
lokal. Pokok bahasan pada tiga sesi terakhir ini tentu sekedar pilihan yang bisa disesuaikan dengan
kondisi daerah masing-masing peserta.

Modul lokakarya ini memandu fasilitator untuk melaksanakan tiga prosedur aktifitas pokok. Ketiganya
mencakup prosedur fasilitasi setiap sesi, aktifitas kerja kelompok, dan penyajian referensi pengetahuan
yang diperlukan. Ketiga elemen pelatihan tersebut dikolaborasi sedemikian rupa untuk mencapai
suatu pendekatan belajar “studi kasus”. Oleh karena itu, materi-materi pada setiap sesi sangat
menekankan pada kontekstualisasi permasalahan kebijakan APBD masing-masing daerah asal peserta.
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KATA PENGANTAR

Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi pemerintah
Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for International Development (USAID).
Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisasi,
masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis dan meningkatkan
kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan
bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai
tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara
demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media
dan organisasi masyarakat, yang tersebar di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara,
Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Salah satu tujuan utama dari LGSP adalah memperkuat DPRD tingkat Kabupaten/Kota dan
mengembangkan kapasitas anggotanya untuk menjadi lebih efektif, partisipatif  dan transparan dalam
menjalankan fungsi-fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan
pengawasan pemerintah. Melalui pelatihan, bantuan teknis dan penyelenggaraan acara-acara tata
pemerintahan, program penguatan Legislatif  mampu memperkuat kapasitas DPRD dalam membina
hubungan yang baik dengan konstituen, sekaligus mampu menyusun kebijakan dan pengawasan
pemerintah daerah dalam mekanisme demokratisasi lokal.

Modul lokakarya analisis APBD ini disusun berkaitan dengan proses penguatan DPRD sebagai
lembaga yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah. Penyajian modul ini
bersumber dari serangkaian praktek-praktek terbaik (best practice) analisis anggaran daerah yang telah
dilaksanakan anggota DPRD bersama tim asistensi LGSP. Melalui pelatihan analisis anggaran, anggota
DPRD diarahkan untuk mampu terlibat secara aktif  dan berarti dalam melaksanakan fungsi
penganggaran daerah.

Berdasarkan best practice pula, modul ini disajikan dalam tiga kategori muatan dasar lokakarya, yaitu;
(1) Peran anggota DPRD dalam proses kebijakan anggaran daerah, (2) teknis analisis pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah, dan (3) analisis anggaran sektoral pendidikan, kesehatan dan
pengembangan ekonomi lokal. Ketiga komponen muatan modul demikian berorientasi pada realitas
kebutuhan kerja anggota DPRD, khususnya bagaimana mendorong politik anggaran yang berbasis
peningkatan pelayanan publik daerah. Buku ini diterbitkan atas kerjasama konsultan Ismail Amir
dan Madekan Ali dengan LGSP melalui tim Governance, khususnya Legislative Strengthening Specialist.

Juli 2009

Judith Edstrom 
Chief of Party, 
USAID – LGSP  
RTI International 
 

 Hans Antlov 
Governance Advisor, 
USAID – LGSP 
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SINGKATAN DAN AKRONIM

BL : Belanja Langsung
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah
BPD : Bank Pembangunan Daerah
BTL : Belanja Tidak Langsung
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
EPPD : Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
KUA : Kebijakan Umum Anggaran
OTSUS : Otonomi Khusus
PAD : Pendapatan Asli Daerah
Panggar : Panitia Anggaran DPRD
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP : Peraturan Pemerintah
PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPJU : Pajak Penerangan Jalan Umum
RKA : Rencana Kerja Anggaran
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
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PENGANTAR PENGGUNAAN MODUL

Penyusunan Modul
Modul ini disusun oleh para praktisi analisis kebijakan anggaran daerah berdasarkan pengalaman
dalam: (1) analisis anggaran daerah bersama dengan organisasi masyarakat warga, (2) memberikan
bantuan teknis kepada anggota DPRD di beberapa daerah, dan (3) beberapa pelatihan dan lokakarya
tentang analisis anggaran daerah yang diikuti oleh anggota DPRD dari beberapa daerah LGSP yang
diadakan di Yogyakarta dan Medan pada bulan Juli 2008.
Secara garis besar modul ini terdiri dari empat Pokok Bahasan, yaitu; (1) peran DPRD dalam
penganggaran daerah, (2) analisis pendapatan daerah, (3) analisis belanja daerah, (4) analisis
pembiayaan daerah, dan (5) Analisis Anggaran Sektor Pelayanan Publik.

• Pokok Bahasan (1) terdiri dari satu sub pokok bahasan yaitu pada Sesi 1: Peran DPRD dalam
Penganggaran Daerah.

• Pokok Bahasan (2) terdiri dari 4 sub-Pokok Bahasan, yaitu: Sesi 2: Struktur dan Potensi Pendapatan
Daerah, Sesi 3: Trend Pendapatan Daerah Lima Tahun Terakhir, Sesi 4: Jenis dan Obyek
Pendapatan Daerah, dan Sesi 5: Proyeksi Pendapatan Daerah.

• Pokok Bahasan (3) terdiri dari 5 sub-Pokok Bahasan, yaitu: Sesi 6: Struktur Belanja Daerah, Sesi
7: Trend Belanja Daerah 5 Tahun, Sesi 8: Pertumbuhan Belanja dan Belanja Perkapita, Sesi 9:
Belanja Antar Urusan, Program dan Kegiatan, dan Sesi 10: Identifikasi Potensi Pemborosan
Anggaran Belanja

• Pokok Bahasan (4) terdiri dari 1 sub-Pokok Bahasan, yaitu: Sesi 11: Analisis Pembiayaan Daerah.
• Pokok Bahasan (5) atau pokok bahasan terakhir, terdiri dari 3 sub-Pokok Bahasan, yaitu: Sesi

12: Analisis Anggaran Kesehatan Daerah, Sesi 13: Analisis Anggaran Pendidikan Daerah, dan
Sesi 14: Analisis Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Daerah.

Pendekatan Modul
Peserta pelatihan atau lokakarya ini adalah para anggota DPRD yang mempunyai fungsi
penganggaran. Modul ini menggunakan pendekatan “Studi Kasus”, yang dimaksudkan agar bisa
memfasilitasi peserta untuk berpartisipasi secara penuh dan produktif. Modul ini menyediakan
pendekatan praktis dalam analisis anggaran, diantaranya melalui praktek analisis secara langsung.
Untuk itu modul ini dilengkapi dengan Lembar Kerja sebagai media praktek analisis anggaran
secara langsung. Modul ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh good practices maupun bad practices
yang ditulis berdasarkan pengalaman para penyusun modul, selama bekerja bersama DPRD di
beberapa daerah. Contoh-contoh ini dimaksudkan sebagai bahan diskusi antar peserta sehingga
peserta bisa berbagi informasi, pengalaman, dan pemahaman dalam proses dan hasil analisis anggaran
antar-daerah untuk menarik pembelajaran –lesson learn.

Struktur Modul
Modul ini terdiri dari dua bagian utuh, yaitu bagian satu dalam bentuk buku dan bagian dua dalam
bentuk compact disk. Bagian satu dimaksudkan sebagai pegangan atau panduan bagi fasilitator
dalam memfasilitasi forum pelatihan atau lokakarya. Bagian in terdiri dari pengantar materi, tujuan,
pokok bahasan, alokasi waktu, metode pembelajaran, alat bantu pembelajaran, media pembelajaran,
dan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran juga dipaparkan bagaimana cara menggunakan
media-media pembelajaran yang ada di bagian dua.
Bagian kedua terdiri media-media pembelajaran, yaitu; Bahan Bacaan (BB), Lembar Presentasi
Fasilitator (LPF), dan Lembar Kerja (LK). Bahan Bacaan (BB) merupakan media bantu belajar
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dalam bentuk naskah makalah atau laporan yang sesuai dengan pokok bahasan sesi. Lembar Presentasi
Fasilitator (LPF) adalah media bantu belajar yang berupa materi tayangan yang dimaksudkan sebagai
bahan presentasi atau penjelasan bagi fasilitator dalam memandu kelas/forum. Lembar Kerja (LK)
adalah form/tabel/marik yang akan digunakan oleh peserta dalam melakukan praktek analisis
anggaran.

Penggunaan Modul
Modul ini disusun untuk pelatihan/lokakarya analisis anggaran selama empat hari pelatihan atau 24
jam belajar. Modul ini dimaksudkan sebagai panduan dan fasilitasi dalam pelatihan/lokakarya analisis
anggaran daerah dengan alur partisipasi yang menekankan partisipasi peserta. Fasilitator harus
menguasai dengan baik panduan fasilitasi yang ada di Bagian 1 (dalam bentuk buku) maupun materi-
materi pembelajaran yang ada di Bagian 2 (dalam bentuk compact disk). Pada semua sesi, dua
bagian modul ini akan digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Dalam proses fasilitasi
dijelaskan kapan dan bagaimana penggunaan materi-materi pembelajaran yang ada di bagian 2.
Untuk itu fasilitator dituntut untuk menguasai proses fasilitasi sekaligus materi pembelajaran.

Persiapan
Pendekatan Studi Kasus yang digunakan dalam modul pelatihan ini akan berjalan efektif  dan
produktif  dengan beberapa prasyarat, yang berkaitan dengan persiapan fasilitator maupun peserta.

Persiapan Fasilitator:
1. Mempersiapkan format-format analisis sebagaimana pada LK dalam bentuk softcopy program

Excel atau sejenisnya, untuk mempermudah peserta memasukkan data-data anggaran sebelum
pelatihan.

2. Menggandakan dan mendistribusikan semua BB dan LK baik dalam bentuk softcopy maupun
hardcopy kepada semua peserta. Hal ini sebaiknya dilakukan sebelum pelatihan dimulai.

3. Sebelum pelatihan, meminta kepada peserta untuk membawa berbagai dokumen kebijakan daerah
terkait penganggaran daerah 3-5 tahun terakhir, diantaranya RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA,
RKA/DPA SKPD, R/APBD).

4. Kalau memungkinkan, meminta kepada peserta agar melakukan input data APBD sesuai format-
format LK dalam modul ini, sebelum pelatihan dimulai. Daerah-daerah yang sudah menggunakan
melakukan entry data APBD di dalam software analisis APBD (SIMRANDA), bisa langsung
memanfaatkan fasilitas software untuk menghasilkan format-format Lembar Kerja seperti yang
ada di modul ini.

Persiapan Peserta:
1. Melakukan koordinasi yang baik dengan staf  Sekretariat Dewan (SEKWAN) untuk bisa

membantu menyediakan dokumen-dokumen anggaran daerah, yang akan digunakan dalam
pelatihan/lokakarya.

2. Melengkapi diri dengan berbagai dokumen, baik yang diminta oleh fasilitator, maupun data-
data lain terkait daerahnya seperti: Data Statistik Daerah edisi terbaru, maupun produk hukum
daerah terkait pelayanan dasar publik.

3. Menyelesaikan input data APBD sesuai LK yang diberikan Fasilitator sebelum pelatihan dimulai.

Pada bagian akhir lokakarya, fasilitator hendaknya memberi kesempatan kepada peserta untuk
menyusun rekomendasi atas kebijakan anggaran daerahnya.

x
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PERAN DPRD DALAM
PENGANGGARAN DAERAH

PENGANTAR

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah fungsi
penganggaran daerah. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui
atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif  menjadi APBD. Fungsi
ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran
daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang
APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan
kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD.

Dari perspektif  politik, orientasi dasar dari peranan DPRD dalam penganggaran daerah saat ini
berhadapan dengan isu-isu krusial pemerintahan daerah, diantaranya berkaitan dengan:
penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di bidang
pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Dalam situasi
demikian, anggota DPRD selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan pemerintahan
daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan
mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah.
Ethos dan hasil kerja anggota DPRD demikian akan meningkatkan kapasitas modal politik yang
memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.

Untuk itu, melalui proses fasilitasi pada sesi 1 ini, peserta akan mendapatkan serangkaian pokok
bahasan yang berkenaan langsung dengan peran anggota DPRD di dalam penganggaran daerah.
Diharapkan di akhir sesi 1, terjadi peningkatan kapasitas anggota DPRD terutama pada aspek
kesadaran atas tanggung jawab mereka untuk mewujudkan anggaran daerah yang transparan,
akuntabel dan partisipatif. Dengan ditegakkannya ketiga prinsip penganggaran ini, kebijakan anggaran
pada akhirnya akan mampu berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah.

TUJUAN

Setelah sesi ini, peserta diharapkan mampu:
1. menjelaskan kerangka kebijakan anggaran daerah;
2. menjelaskan anggaran daerah yang berpihak pada masyarakat miskin; dan
3. menjelaskan peran dan fungsi DPRD dalam kebijakan anggaran daerah.

POKOK BAHASAN
Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, maka sesi ini akan membahas beberapa pokok bahasan
sebagai berikut:

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah
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1. Fungsi kebijakan anggaran dalam tata pemerintahan daerah;
2. Kebijakan anggaran dalam upaya pengentasan kemiskinan; dan
3. Peran dan fungsi DPRD dalam kebijakan anggaran daerah.

ALOKASI WAKTU
Alokasi waktu untuk sesi ini adalah 120 menit.

METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah Singkat
2. Tanya Jawab.
3. Diskusi Kelompok.
4. Simulasi Kasus.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN
1. Flip Chart.
2. Whiteboard.
3. Spidol.
4. LCD Projector.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. BB 1 : “APBD dan Problema DPRD”.

2. LPF 1 – A : Slide “Kerangka Kebijakan Anggaran dalam Tata Pemerintahan Daerah”.

3. LPF 1 – B : Slide “Kebijakan Anggaran dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”.

4. LPF 1 – C : Slide “Peran dan Fungsi DPRD dalam Kebijakan Anggaran Daerah”.

5. LK 1 : Matriks Proses dan Problematika Penganggaran Daerah.

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (Waktu: 5 menit)
Ucapkan salam kepada para peserta lokakarya dan ajaklah peserta untuk mewujudkan iklim
sosial yang diinginkan selama lokakarya dengan suasana informal dan santai. Karena itu,
mintalah mereka bersikap senyaman mungkin dan berpartisipasi dengan sikap yang
mereka anggap produktif   selama  sesi 1. Jelaskan tujuan dan harapan yang ingin dicapai dari
sesi 1 ini dan informasikan juga pokok bahasan dan metode pembelajaran yang akan
digunakan. Berikan wawasan singkat perihal agenda, alokasi waktu dan alur kegiatan.

2. Posisi Anggaran (Waktu: 10 menit)
Mulailah masuk ke materi lokakarya dengan brainstorming mengacu pada pertanyaan kunci:

“Apa arti penting APBD bagi Saudara-saudara? Mengapa?”

Beri waktu pada peserta untuk mencurahkan pendapat, seiring dengan itu fasilitator menulis
kata kunci setiap jawaban pada Flip Chart/Whiteboard.

3. Kerangka Kebijakan Anggaran (Waktu: 30 menit)

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah
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Setelah terkumpul sejumlah jawaban/pendapat, tayangkan LPF 1 – A: Slide “Kerangka
Kebijakan Anggaran dalam Tata Pemerintahan Daerah”.

Sampaikan penjelasan berkenaan dengan isi LPF 1 – A, sambil memberikan apresiasi pada
daftar jawaban peserta dengan melihat kesesuaiannya dengan filosofi dan fungsi anggaran.

(Catatan: dipandang penting agar fasilitator mempertimbangkan alokasi waktu, ketersampaian materi, dan
pengembangan diskusi partisipatif).

Jika semua isi slide sudah dikupas, ajukan pertanyaan kunci kepada peserta:

“Apakah ada hal lain yang mungkin belum disinggung dalam slide ini?”

Berilah waktu bagi peserta untuk menanggapi pertanyaan fasilitator.

Buatlah kesimpulan atas materi dengan melakukan telaah ulang terhadap respon-respon yang
berkembang dan dapatkan sejumlah konsensus tentang Kerangka Kebijakan Anggaran dalam
Tata Pemerintahan Daerah.

4. Kebijakan Anggaran dalam Pengentasan Kemiskinan (Waktu: 60 Menit)
Lanjutkan proses fasilitasi ke tahap selanjutnya dengan mengacu pada pertanyaan kunci
berikut:

“Bagaimana penganggaran daerah mampu memecahkan problem kemiskinan masyarakat?”

Beri waktu pada peserta untuk mencurahkan pendapat, lakukan klarifikasi seperlunya, dan
fasilitator menulis kata kunci setiap jawaban pada Flip Chart/Whiteboard.

Berdasarkan daftar temuan/pendapat/jawaban diatas, fasilitasi pembentukan Kelompok
untuk membahas temuan-temuan dengan menggunakan LK 1. Matrik Proses dan
Problematika Penganggaran Daerah. Alur diskusi yang akan dilaksanakan adalah:

• Mintalah peserta membentuk  kelompok yang masing-masing berisi 6-8 orang (tergantung
banyaknya peserta).

• Mintalah setiap kelompok melakukan diskusi terfokus untuk mengisi LK 1: Matrik
Proses dan Problematika Penganggaran Daerah.

• Ingatkan peserta untuk mengakomodasi atau memperhatikan hasil temuan curah
pendapat terdahulu pada matrik yang telah disediakan.

• Berilah penjelasan singkat cara mengisi setiap kolom matrik, alokasi waktu, dan presentasi
setiap kelompok.

• Setelah semua kelompok menyelesaikan matrik, persilakan masing-masing kelompok
untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan menunjuk juru bicara.

• Setiap satu presentasi selesai, berikan kesempatan kepada peserta  untuk memberi
tambahan, tanggapan dan pertanyaan. Berilah  waktu  secukupnya kepada mereka.

• Sambil memandu presentasi kelompok, fasilitator mengembangkan satu matriks sintesis
dari setiap ide dan temuan kelompok.

(Catatan: Apabila waktu dan kondisi peserta tidak memungkinkan adanya diskusi kelompok, Fasilitator
bisa menggunakan metode metaplan untuk mengisi matrik).

Bila  semua  presentasi kelompok selesai, tampilkan matrik hasil sintesa fasilitator di depan
peserta. Usahakan mendapatkan kesepakatan-kesepakatan dari para peserta.

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah
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Lakukan penguatan pemahaman peserta (reinforcement) terhadap implikasi problematika
penganggaran daerah terhadap permasalahan kemiskinan di daerah.

Tayangkan LPF 1 – B: Slide “Kebijakan Anggaran dalam Upaya Pengentasan
Kemiskinan”. Sampaikan penjelasan LPF 1 – B dengan menekankan keterkaitannya dengan
hasil sintesis matrik terutama pada Kolom Dampak kepada Masyarakat.

5. Peran DPRD dalam Kebijakan Anggaran (Waktu: 10 menit)
Setelah setiap Slide dalam LPF 1 – B dibahas bersama peserta. Ajak kembali peserta untuk
menyimak hasil sintesis matrik, terutama pada kolom Peran DPRD. Ajukan pertanyaan:

“Bagaimana peran DPRD dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di daerah?”

Berikan peserta untuk memberikan jawaban. Catat jawaban peserta, kemudian lakukan refleksi
terhadap berbagai pendapat yang muncul dengan menayangkan LPF 1 – C:  Slide “Peran dan
Fungsi DPRD dalam Kebijakan Anggaran Daerah”.

6. Penutup (Waktu: 5 menit)
Simpulkan sesi ini dengan memberikan penekanan hal-hal yang penting. Pastikan  hal-hal  penting
benar-benar diperhatikan peserta.

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah



5

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

BB - 1

APBD DAN PROBLEMA DPRD
Oleh: Nur Achmad Affandi*

Tema pembangunan tahunan DIY selama periode Renstrada 2004-2008 berkisar pada: Penguatan ekonomi
daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dan kebijakan yang berpihak
pada rakyat demi mewujudkan masyarakat yang kompetitif.

Selayaknya tema tersebut mengandung substansi: 1) Pembangunan diprioritaskan pada penguatan ekonomi
daerah (berbasis pada ekonomi rakyat). 2) Orientasinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terukur
berupa: peningkatan pendapatan, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan kecerdasan, bukan sekadar
diberi bantuan. 3) Upaya-upayanya harus dalam bentuk pelayanan yang semakin baik dan kebijakan yang
berpihak pada rakyat.

Mencermati permasalahan yang dihadapi rakyat DIY, selayaknya melalui programnya antara lain: 1)
Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui sektor pertanian dan peternakan, perikanan dan
kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, dengan melakukan rekayasa untuk
keberpihakan dan subsidi langsung (dalam bentuk modal) kepada rakyat miskin. 2) Peningkatan kesempatan
kerja, peningk atan kapasitas usaha (khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil), dan peningkatan investasi.
3) Revitalisasi pertanian (agro industri) dan pedesaan. Harus ada kebijakan advokasi untuk petani, sehingga
meringankan biaya produksi, menjamin pemasaran, dan meningkatkan pendapatan petani. 4) Peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan secara sungguh-sungguh, khususnya untuk kelompok
rakyat miskin.

Tahun ini (2008) adalah tahun akhir masa bakti Kepala Daerah (Gubernur) untuk periode 2003-2008, dan
sekaligus tahun berakhirnya Renstrada Propinsi DIY tahun 2004-2008. Logikanya, di tahun 2008 ini Pemprov.
DIY akan sungguh-sungguh (mati-matian) berjuang dan berusaha keras untuk melaksanakan program dan
kegiatan sesuai tujuan/sasaran yang tertuang dalam Renstrada tersebut, sehingga nantinya dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik (memenuhi tujuan/sasaran).

Semuanya itu, mestinya tergambar dalam KUA dan PPA 2008. Namun demikian, apalah arti sebuah KUA
dan PPA jika hanya dipandang sebagai dokumen, bukan sebagai pedoman langkah untuk menuju kepada
suatu tujuan/sasaran yang terukur (sesuai tujuan otonomi daerah), yakni kesejahteraan rakyat dan peningkatan
daya saing masyarakat. Jika kenyataannya adalah demikian, maka perumusan KUA dan PPA hanyalah menjadi
ritual rutin (tetapi dilaksanakan bertele-tele) yang tidak bernilai manajerial (karena tidak diposisikan benar-
benar sebagai sebuah planning yang harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis berupa program
dan kegiatan yang sesuai untuk mencapai tujuan/sasaran), dan juga tidak bernilai politis, karena tidak mengikat
bagi Pemprov. DIY dan pejabatnya (eksekutif  dan DPRD) untuk melaksanakan dan mengawasinya.

Pembahasan KUA, PPA dan RAPBD di DPRD dilakukan dalam beberapa tahap yang melibatkan berbagai
alat kelengkapan dewan, seperti Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan komisi-komisi. Berbagai masalah
yang dihadapi DPRD dalam bidang anggaran, antara lain: 1) Lemahnya dukungan data dan akses ke sumber
data yang dapat membantu DPRD dalam membuat Kebijakan Umum APBD, PPA, dan pengawasan program.
Data-data yang menjadi basis kebijakan lebih didasarkan pada data yang bersumber dari eksekutif. 2) Kaburnya
hubungan antara anggota DPRD dengn konstituensinya menyebabkan lemahnya akuntabilitas anggota
dewan secara individual.

Tanggung jawab lebih bersifat kolektif, sehingga kurang tajam dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya
secara perorangan. Bagi sebagian anggota DPRD, tidak ada perasaan bersalah jika tidak hadir dalam rapat
pembahasan APBD. 3) Terjadinya alineasi DPRD dari kegiatan administrasi pemerintahan daerah sehari-
hari, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap day to day administration yang dilakukan
oleh birokrasi Pemda.

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah
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Akibatnya anggota DPRD kurang tahu kondisi aktual pemerintah daerah. 4) Rendahnya pemahaman sebagian
anggota (kecenderungannya mayoritas) terhadap berbagai aturan serta pengelompokan (nomenklatur)
anggaran dalam APBD menyebabkan anggota DPRD tidak detail dalam melakukan pembahasan. 5) Sering
mepetnya waktu, bahkan terlambat cukup lama penyerahan RAPBD dari Eksekutif  kepada DPRD
menyebabkan sempitnya waktu pencermatan (baik di Komisi maupun di Panitia Anggaran), sehingga
menyebabkan mundurnya penetapan APBD. 6) Buruknya manajemen rapat di DPRD, sehingga baik proses
maupun hasil menjadi tidak terstruktur dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga pembahasan menjadi
tidak fokus, berlarut-larut, dan bahkan ahistoris. 7) Rendahnya pressure dan assistensi dari masyarakat akan
mengurangi kepekaan anggota DPRD terhadap efektivitas anggaran, yang menyebabkan tidak tepat sasaran.
DPRD dalam kondisi tersebut akan lebih merupakan partner bagi eksekutif  dibanding sebagai unsur
pengimbang.

Akibat selanjutnya adalah mengedepannya pengaruh musyawarah dibandingkan oposisi, yang kemudian
menyebabkan banyaknya nuansa kompromistis dalam menjalankan fungsi penganggaran. Sritua Arief  (1998)
menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang pembuat keputusan kebijaksanaan pembangunan dapat
menelorkan kebijaksanaan yang jitu tanpa mengetahui teori secara solid dan tanpa mengetahui penemuan-
penemuan empiris di negara-negara lain mengenai kebijaksanaan pembangunan dan masalah-masalahnya.

Mengadopsi paparan Dunn (1994), proses pembuatan kebijakan dapat digambarkan sebagai serangkaian
tahap yang saling bergantung, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi
kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dengan merujuk pada pendapat di atas, maka transparasi kebijakan
publik mensyaratkan adanya kemampuan (kapasitas) untuk dapat memahami kerangka berpikir dan mengikuti
proses lahirnya sebuah kebijakan.

Menyangkut kesiapan DPRD, sejujurnya perlu disampaikan bahwa belum sepenuhnya siap. Hal ini disebabkan
oleh sedikitnya 2 hal, yakni: Pertama, menyangkut komitmen, kapasitas intelektual dan kepekaan sosial para
anggota, yang Kedua, menyangkut kepentingan politik yang belum sepenuhnya diorientasikan untuk
kepentingan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan individu atau kelompok/partainya. Untuk itulah perlu
penataan di lingkungan DPRD, baik menyangkut personalianya, kelembagaan dan manajemennya (oleh
pimpinan dewan).

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan DPRD senantiasa menuntut pimpinan dan anggotanya untuk dapat
melaksanakan pekerjaan dengan komitmen politik yang kuat kepada rakyat, dukungan kemampuan intelektual,
manajerial, dan kreativitas yang tinggi. Untuk itu, dalam waktu yang sama, ia harus dapat menjadi politisi
atau negarawan, sekaligus intelektual yang kreatif  yang berperilaku baik dan didukung dengan modal sosial
(hubungan sosial) yang baik pula. Artinya, anggota DPRD dituntut untuk memenuhi unsur kapabilitas,
kredibilitas dan akseptabilitas.

Hal ini bukan masalah/kendala, karena bisa diperoleh dengan dukungan laptop, internet, komunikasi intensif,
kunker, bimbingan teknis (bintek), penyediaan staf  ahli, dan sebagainya, yang semua itu sudah cukup tersedia
(baik sarana, program, anggaran, maupun dasar hukumnya). Lalu masih kurang apalagi? Selamat berbenah,
dan berjuang untuk rakyat. q-o (2865-2008)

*) Nur Achmad Affandi, Wakil Ketua Komisi B (Bidang Ekonomi & Keuangan DPRD Propinsi DIY,
sebagaimana dimuat pada Harian Kedaulatan Rakyat, 24 Januari 2008.

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah
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LPF 1 - A
Kerangka Kebijakan Anggaran dalam Tata Pemerintahan Daerah

       aerah
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LPF 1 - B
Pro Poor Budget: Kebijakan Anggaran dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah
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LPF 1 - C
Peran dan Fungsi DPRD dalam Kebijakan Anggaran Daerah

Sesi I : Peran DPRD dalam Penganggaran Daerah
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STRUKTUR DAN POTENSI
PENDAPATAN DAERAH

PENGANTAR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah  yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD. Oleh karena itu APBD merupakan kerangka kebijakan publik untuk mewujudkan rencana
dan program-program yang telah ditetapkan, didalamnya memuat struktur yang terdiri dari
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Struktur anggaran merupakan bentuk pengelompokan komponen-komponen anggaran agar mudah
untuk dibaca dan dianalisis. Struktur APBD diatur  dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya
yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007. Peraturan ini menggantikan PP No. 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Kepmendagri No.
29 Tahun 2002. Tidak ada perbedaan yang subtansial antara struktur pendapatan yang lama dengan
struktur pendapatan yang baru. Pada struktur pendapatan daerah yang lama terdiri dari PAD, Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Demikian juga struktur pendapatan yang
baru berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 yang membedakan hanya pemisahan antara Pendapatan
dari Propinsi dan Dana Perimbangan.

Pengenalan dan pemahaman yang baik  terhadap struktur pendapatan daerah akan membantu peserta
pelatihan untuk mengenali potensi pendapatan daerahnya. Dalam pokok  bahasan ini peserta diajak
untuk mengenali kelompok, jenis dan obyek pendapatan daerah. Semua pokok bahasan tersebut
akan menjadi pengetahuan dasar untuk membaca dan menganalisis lebih mendalam tentang
pendapatan daerahnya masing-masing.

TUJUAN
1. Peserta mengenal format dan  struktur pendapatan daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun

2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Permendagri  Nomor
59 Tahun 2007.

2. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai kelompok, jenis dan obyek pendapatan daerah.
3. Peserta mengetahui potensi pendapatan daerah berdasarkan proyeksi dalam dokumen APBD

tahun terakhir.

POKOK BAHASAN
1. Format dan Struktur Pendapatan Daerah.
2. Kelompok, Jenis dan Obyek Pendapatan Daerah.
3. Potensi Pendapatan Daerah.

Sesi II : Struktur dan Potensi Pendapatan Daerah
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ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu pada sesi ini adalah 30 menit.

METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah.
2. Curah Pendapat.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN
Beberapa alat bantu dalam proses pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut:
1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN
1. LPF 2 – A : Format dan Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP Nomor  58

Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta
perubahannya Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

2. LPF 2 – B : Rincian pendapatan daerah berdasarkan kelompok, jenis dan obyeknya.
3. LK 2 : Ringkasan pendapatan daerah tahun terakhir.

PROSES PEMBELAJARAN
1. Pembukaan (Waktu: 5 menit)

Setelah bertegur sapa sebentar, sampaikan kata pengantar tentang pentingnya mengenali format,
struktur dan potensi pendapatan daerah sebelum melakukan analisis pendapatan lebih mendalam.
Jelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta waktu yang dibutuhkan, minta peserta untuk
mempersiapkan komputer/laptop masing-masing.

2. Format dan Struktur Pendapatan Daerah (Waktu: 5 Menit)
Tayangkan LPF 2 – A tentang Format dan Struktur Pendapatan Daerah pada LCD Proyektor.
Berikan penjelasan singkat tentang pengertian dan sumbernya.

3. Kelompok, Jenis dan Obyek Pendapatan Daerah (Waktu: 5 Menit )
Setelah menjelaskan LPF 2 – A, fasilitator menayangkan LPF 2 – B tentang Rincian Pendapatan
Daerah berdasarkan kelompok, jenis dan obyeknya. Berikan penjelasan singkat tentang pengertian
dan sumbernya.

4. Potensi pendapatan daerah berdasarkan proyeksi APBD tahun terakhir (Waktu: 15 Menit)
Ajaklah peserta untuk membaca dan mengidentifikasi berbagai jenis pendapatan di daerahnya
pada tahun terakhir berdasarkan hasil entri data peserta. Minta peserta untuk membuka hasil
entry data yang telah mereka kerjakan di LK2: Ringkasan Pendapatan Daerah Tahun
Terakhir. Ajukan pertanyaan kunci:

1. Berapa total pendapatan daerah? Bersumber dari kelompok dan jenis pendapatan apa saja? dan masing-
masing berapa besaran nominalnya?

2. Identifikasi pada masing-masing kelompok pendapatan, jenis pendapatan apa saja yang kontribusinya
paling besar?

Sesi II : Struktur dan Potensi Pendapatan Daerah
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Ajak peserta untuk melihat perbandingan pendapatan antar daerah. Ajak mereka untuk
mengidentifikasi berbagai masalah-masalah yang muncul, baik dalam perencanaan maupun dalam
pengumpulan pendapatan daerah. Diantaranya tentang kemungkinan perencanaan mark
down,praktek korupsi pedapatan, dll.

Sampaikan kesimpulan-kesimpulan penting sesi ini, terutama berkaitan dengan kondisi
pendapatan daerah berdasarkan hasil entry data yang dilakukan oleh peserta.

5. Penutup (5 Menit)
Sampaikan pentingnya memahami format, struktur dan potensi pendapatan daerah sebagai bekal
untuk analisis pendapatan  yang lebih mendalam.

Sesi II : Struktur dan Potensi Pendapatan Daerah
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LPF 2 - A
Pendapatan Daerah (Format dan Struktur)

Sesi II : Struktur dan Potensi Pendapatan Daerah
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LPF 2 - B
Pendapatan Daerah (berdasarkan Kelompok dan Jenis)

Sesi II : Struktur dan Potensi Pendapatan Daerah
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LK 2 
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN . . . . . . TAHUN . . . . . . 

Uraian Jumlah 
PENDAPATAN DAERAH   
Pendapatan Asli Daerah   
- Pajak daerah   
- Retribusi daerah   
- Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan   
- Lain – lain pendapatan asli daerah   
Dana Peimbangan   
- Bagi hasil pajak / bukan pajak   
- Dana Alokasi Umum (DAU)   

- Dana Alokasi Khusus (DAK)   
Lain –lain pendapatan daerah yang sah   
- Hibah   
- Dana darurat   
- Bagi hasil pajak & bantuan keuangan dari propinsi   
- Dana penyesuaian otonomi khusus   
- Bantuan keuangan dari propinsi atau pemda 
lainnya   

Sesi II : Struktur dan Potensi Pendapatan Daerah
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TREN PENDAPATAN DAERAH 5
TAHUN TERAKHIR

PENGANTAR

Pendapatan daerah dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 didefinisikan sebagai seluruh penerimaan kas
daerah dalam periode waktu tertentu yang menjadi hak daerah. Dari sisi mekanisme pemerintahan,
pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui menambah kekayaan bersih pada
periode tahun yang bersangkutan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan mulai
dari tingkat pusat seperti UU, PP, Peraturan Menteri sampai dengan peraturan di tingkat daerah
seperti Perda, Pergub, Perbup, dan peraturan lainnya.

Permasalahan yang cukup penting dalam pengumpulan pendapatan daerah adalah proses
pengumpulan yang tertutup dan kesalahan dalam pengelolaan. Tidak banyak daerah yang mampu
mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata
dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Oleh sebab itu sering muncul pertanyaan-
pertanyaan berikut: “Mengapa pertumbuhan kelompok Pendapatan Asli Daerah tidak mampu
mengimbangi laju pertumbuhan kelompok pendapatan daerah dari Dana Perimbangan dan Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah?”, “Mengapa otonomi daerah justru membuat ketergantungan
keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi?”, “Mengapa, dalam setiap
perencanaan, proyeksi pendapatan cenderung lebih kecil dari potensi yang sebenarnya?”

Pengetahuan tentang tren pendapatan daerah akan membantu peserta dalam memahami potensi
dan kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Hal ini akan berguna untuk mendesain ulang
rencana yang berdampak pada perbaikan sistem maupun perilaku aparatur dalam maksimalisasi
pendapatan daerah.

Pokok bahasan ini akan memberikan gambaran kepada peserta tentang pertumbuhan nominal
pendapatan daerah setiap tahun, kecenderungan masing-masing jenis pendapatan daerah selama 5
(lima) tahun, kontribusi masing-masing jenis pendapatan kepada total pendapatan daerah dan derajat
desentralisasi fiskal daerah. Dari proses ini akan mengembangkan pemahaman peserta mengenai
seberapa besar potensi dan kinerja berbagai kelompok dan jenis pendapatan daerah.

TUJUAN

1. Peserta mengetahui kecenderungan (kenaikan atau penurunan) pendapatan daerah
berdasarkan kelompok dan jenisnya selama 5 tahun terakhir.

2. Peserta dapat menghitung pertumbuhan nominal setiap tahun masing-masing kelompok dan
jenis pendapatan daerah.

Sesi III : Tren Pendapatan Daerah 5 Tahun Terakhir
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3. Peserta dapat mengetahui kontribusi masing-masing kelompok dan jenis pendapatan daerah
setiap tahunnya.

4. Peserta mampu mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 5 tahun terakhir.
5. Peserta dapat mengetahui Derajat Kemandirian Keuangan Daerah dan kinerja SKPD

pengumpul pendapatan.

POKOK BAHASAN
1. Tren pendapatan daerah 5 tahun terakhir.
2. Pertumbuhan nominal pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir.
3. Besaran nominal kelompok dan jenis pendapatan setiap tahun.
4. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 5 tahun.
5. Implikasi tren pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dan  kinerja Pemerintah

daerah dalam pengumpulan pendapatan.

ALOKASI WAKTU
Pada sesi ini alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 90 menit.

METODE PEMBELAJARAN
1. Diskusi kelompok.
2. Presentasi (diskusi kelas).

ALAT BANTU BELAJAR
1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN
1. BB 3 : “Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Kadirejo (Hasil Analisis)”.
2. LK 3 – A : Ringkasan Pendapatan Daerah (Kelompok Pendapatan).
3. LK 3 – B : Ringkasan Pendapatan Daerah (Kelompok dan Jenis).

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (Waktu: 5 Menit)
Fasilitator menjelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta waktu yang dibutuhkan,
kemudian minta peserta untuk mempersiapkan komputer/laptop masing-masing. Peserta
dibagi menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan tidak lebih dari 5 orang.

2. Diskusi kelompok (Waktu: 40 menit )
Setelah peserta terbagi menjadi kelompok, fasilitator memulai diskusi kelompok dengan alur
sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil entri data pada LK 3 – A (Ringkasan pendapatan daerah/kelompok

pendapatan), minta setiap kelompok untuk melengkapi tabel persentase:
a. Menghitung persentase pertumbuhan nominal pendapatan daerah setiap tahun

(dengan rumus seperti yang tertera dalam LK 3 – A).
b. Menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal setiap tahun (dengan rumus seperti yang

tertera dalam LK 3 – A).
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2. Berdasarkan hasil entri data pada LK 3 – B (Ringkasan pendapatan daerah/kelompok dan
jenis), Setiap  kelompok diminta untuk melengkapi tabel persentase:
a. Menghitung persentase kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah terhadap total pendapatan daerah.
b. Menghitung persentase kontribusi setiap jenis pendapatan terhadap masing-masing

kelompoknya.
3. Berdasarkan hitungan persentase tersebut, peserta diminta untuk membuat grafik:

a. Trend nominal pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (Diagram Batang).
b. Trend pertumbuhan nominal pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (Diagram

Garis).
c. Trend nominal PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

selama 5 tahun terakhir (Diagram Batang).
d. Trend nominal kontribusi PAD selama 5 tahun terakhir (Diagram Garis).
e. Trend nominal kontribusi Dana Perimbangan selama 5 tahun terakhir (Diagram Garis).
f. Trend nominal kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir

(Diagram Garis).
g. Trend Derajat Desentralisasi fiskal (Diagram Garis).
h. Jika waktunya cukup peserta dapat diminta untuk membuat grafik trend berbagai jenis

pendapatan daerah baik PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah (Data dari LK 3 – B).

3. Diskusi Kelas (Waktu: 40 menit)
Fasilitator menayangkan salah satu hasil kerja kelompok  dalam LCD Proyektor kemudian
mengajak peserta untuk membaca dan memaknai berbagai grafik tersebut dan
menghubungkannya dengan kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan
daerah selama 5 tahun terakhir serta kemandirian keuangan daerah sesuai dengan semangat
otonomi daerah. Kemudian peserta mencatat semua poin-poin penting dari hasil diskusi
kelas.

4. Penutup (Waktu: 5 Menit)
Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas
yang mengacu pada substansi Bahan Bacaan.

Sesi III : Tren Pendapatan Daerah 5 Tahun Terakhir
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BB 3

Trend pendapatan daerah Kabupaten Kadirejo*

(2005 – 2008)

Kabupaten “Kadirejo” adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan kapasitas fiskal  sedang (pendapatan
daerahnya tahun 2008 diatas 800 M dan dibawah 1 T), pendapatan daerahnya sebagian besar bersumber
dari Dana Perimbangan (rata–rata setiap tahunnya 84% dari total pendapatan). Namun jika dibandingkan
dengan daerah lain di Jawa Timur kontribusi PAD-nya terhadap total pendapatan daerah termasuk rendah
(rata-rata hanya antara  6% - 7%). Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan dalam pembiayaan
pembangunan daerah, diperlukan arah dan kebijakan pendapatan daerah yang lebih kreatif, transparan dan
akuntable agar  potensi sebenarnya pendapatan daerah dapat dioptimalkan, tanpa mendistorsi ekonomi dan
tidak menambah beban kepada masyarakat,

Hal tersebut didasarkan pada kondisi kinerja pendapatan daerah selama 4 tahun terakhir seperti yang
ditunjukan dalam tabel dan grafik berikut ini:

RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KADIREJO 2006- 2008

2006 2007 2008 
U R A I A N % 

Realisasi 
% 

Realisasi 
% 

Realisasi 
% 

PENDAPATAN DAERAH  735.578.294.854.28 38,3% 822.097.383.312.36 11,8% 867.643.754.599.13 5,5% 

Pendapatan Asli Daerah 6.7% 53.470.810.803.55 7,3% 57.046.594.939.36 6,9% 57.578.887.992.13 6,6% 

Pajak Daerah 39 3% 15 789 203 817 00 29,5% 16 869 299 569 76 29,6% 18 442 762 832 00 32,0% 

Retribusi Daerah 52 0% 29 007 149 463 45 54,2% 29 191 177 599 34 51,2% 27 044 137 857 55 47,0% 

Hsl Perusda & P kekada  3 6% 1 733 896 084 70 3,2% 1 680 989 142 02 2,9% 2 595 675 739 97 4,5% 

Lain-lain PAD Yg Sah 5 0% 6 940 561 438 40 13,0% 9 305 128 628 24 16,3% 9 496 311 562 61 16,5% 

Dana Perimbangan 80.3% 637.468.724.263.73 86,7% 700.049.696.404.00 85,2% 754.475.953.015.00 87,0% 

Bagi Hasil Pajak 7 5% 42 354 724 263 73 6,6% 54 187 696 404 00 7,7% 62 396 664 015 00 8,3% 

Dana Alokasi Umum 89 1% 583 284 000 000 00 91,5% 635 830 000 000 00 90,8% 682 047 289 000 00 90,4% 

Dana Alokasi Khusus 3 3% 11 830 000 000 00 1,9% 10 032 000 000 00 1,4% 10 032 000 000 00 1,3% 

Bagi Hasl bukan pajak         

Lain-2 Pendapatan Yg Sah 12.9% 44.638.759.787.00 6,1% 65.001.091.969.00 7,9% 55.588.913.592.00 6,4% 

Hibah      6 848 222 600 00   

Bagi Hsl Pajak 59 3% 39 158 521 577 00 87,7% 38 805 359 865 00 59,7% 39 741 694 943 00 71,5% 

Pendapatan Lain-lain 0 0% 5 480 238 210 00 12,3% 6 195 732 104 00 9,5% 8 998 996 049 00 16,2% 

Dana penyesuaian 40 7%  0,0% 20 000 000 000 00 30,8%  0,0% 

        

Kemandirian keuda 7.2%  7,8%  7,5%  7,1% 

Derajat Desentralisasi fiscal 6.7%  7,3%  6,9%  6,6% 

Kemampuan PAD dlm 
Belanja Daerah 7 7%  8,1%  7 8%  6,6% 

 

* Data merupakan data riil suatu daerah, tapi nama kabupaten/kota disamarkan dengan nama Kadirejo.

Dari tabel diatas nampak bahwa tren nominal pendapatan daerah memang naik selama tiga tahun terakhir
( 2006 – 2008 ) akan tetapi tingkat pertumbuhan nominalnya terus menurun, seperti yang ditunjukan dalam
2 grafik berikut ini:
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− Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2006 cukup tinggi sebesar 38,3% kemudian
turun pada tahun 2007 tumbuh sebesar 11,8% dan pada tahun 2008 turun drastis pertumbuhan
pendapatan daerah hanya sebesar 5,5%.

- Dari data APBD Realisasi tahun 2006 – 2008,  (seperti dalam tabel diatas) menunjukan bahwa
Kemampuan keuangan daerah kecenderungannya juga terus menurun selama tiga tahun terakhir,
hal ini ditunjukan melalui dua indikator Derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan
daerah (lihat grafik dibawah ini)
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• Derajat Desentralisasi Fiskal sangat rendah (dibawah 10%) dan setelah tahun 2006 trennya terus
menurun, sedangkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah setelah tahun 2006 juga menunjukan
kecenderungan (trend) yang terus menurun, hal ini berarti bahwa ketergantungan pemerintah
Kabupaten Kadirejo kepada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah semakin

         emandirian keuangan daerah
         n 2004 – 2009 belum terlihat

       anja daerah selama 3 tahun
           eningkatan pendapatan dari

        butuhan) daerah.

 
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 2005 - 2008
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Uraian 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

Pendapatan Asli Daerah                 

- Pajak daerah                 

- Retribusi daerah                 

- Hasil pengelolaan Kekada yang dipisahkan                 

- Lain-lain PAD yang sah                 

Dana Peimbangan                 

- Bagi hasil pajak / bukan pajak                 

- Dana Alokasi Umum (DAU)                 

- Dana Alokasi Khusus (DAK)                 

Lain–lain Pendapatan yang sah                 

- Hibah                 

- Dana Darurat                 

- Bagi Hasil Pajak & Bkn. Pajak                 

- Dana Penyesuaian OTSUS                 

- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya                 

TOTAL PENDAPATAN DAERAH                 
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PENDAPATAN ASLI  DAERAH
(JENIS, OBYEK  DAN BEBANNYA
KEPADA MASYARAKAT)

PENGANTAR

Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber
dari Pendapatan Asli Daerah adalah: Pajak Daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pungutan yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat adalah pajak
dan retribusi daerah, baik perorangan maupun badan dan lembaga. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan diperoleh pemerintah daerah antara lain melalui hasil laba BUMD, jasa
giro, deposito, laba atas Penyertaan Modal dan lain-lain, sedangkan  Lain-lain PAD yang Sah
bersumber dari Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak  dan  Bantuan Keuangan dari Propinsi.

Dibanding sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya, pajak dan retribusi daerah paling sering
mendapat perhatian banyak kalangan. Hal ini dikarenakan kedua sumber Pendapatan Asli Daerah
ini menjadi sumber pendapatan terbesar yang bebannya langsung  kepada masyarakat.

Di era otonomi daerah, tidak jarang pemerintah daerah dalam memenuhi sumber dana bagi
pembangunan di daerahnya menempuh cara-cara instan dalam upaya peningkatan PAD. Misalnya
melalui kebijakan menaikan tarif  pajak maupun retribusi daerah yang cenderung membebani
masyarakat secara langsung. Untuk itu penting mencermati berbagai jenis dan obyek PAD untuk
terwujudnya kebijakan pendapatan daerah yang adil dan sehat.

Pokok bahasan sesi ini akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi berbagai jenis dan obyek
PAD dan kontribusinya kepada pendapatan daerah serta kecenderungannya selama 5 (lima) tahun
terakhir. Demikan juga, peserta pelatihan diajak untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang
terbebani atas berbagai pungutan pendapatan daerah dan mengukur dampak pungutan   terhadap
kelompok tersebut.

TUJUAN

1. Peserta mengetahui berbagai jenis dan  obyek Pendapatan Asli Daerah di daerahnya.
2. Peserta mengetahui kontribusi berbagai jenis dan obyek Pendapatan Asli Daerah terhadap

total pendapatan daerah.
3. Peserta dapat menghitung tren kontribusi berbagai jenis dan obyek Pendapatan Asli Daerah

selama 5 tahun terakhir.
4. Peserta dapat mengetahui kelompok/golongan masyarakat mana (berpenghasilan: tinggi,

menengah atau bawah) yang menjadi subyek (pembayar) berbagai jenis dan obyek
Pendapatan Asli Daerah.

Sesi IV : Pendapatan Asli Daerah
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POKOK BAHASAN

1. Jenis dan obyek Pendapatan Asli Daerah.
2. Kontribusi berbagai jenis dan obyek Pendapatan Asli Daerah.
3. Tren berbagai jenis dan obyek Pendapatan Asli Daerah 5 tahun terakhir.
4. Beban Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu pada sesi ini adalah 120 menit.

METODE PEMBELAJARAN

1. Diskusi Kelompok.
2. Presentasi (Diskusi Kelas).

ALAT BANTU PEMBELAJARAN

1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. LCD proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. BB 4 : Jenis dan obyek PAD daerah Kabupaten  MARGONDA (hasil analisis)
2. LK 4 – A : Pajak Daerah.
3. LK 4 – B : Retribusi Daerah.
4. LK 4 – C : Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
5. LK 4 – D : Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PROSES PEMBELAJARAN
1. Pembukaan (Waktu: 5 Menit)

1. Jelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta waktu yang dibutuhkan, minta peserta
untuk mempersiapkan komputer/laptop masing-masing.

2. Bagilah peserta menjadi 4 kelompok (Kelompok 1: Pajak daerah, Kelompok 2: Retribusi
daerah, Kelompok 3:  Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
dan kelompok 4: Lain-lain PAD yang Sah).

3. Tayangkan secara sekilas dalam LCD proyektor LK 4 – A, LK 4 – B, LK 4 – C dan LK 4 –
D tentang jenis dan obyek Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005
dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, jika perlu beri penjelasan singkat
tentang pengertian dan sumber pendapatan tersebut berdasarkan jenis dan obyeknya.

2. Diskusi kelompok  (Waktu : 45 menit )
a. Berdasarkan hasil entry data pada LK 4 – A: Pajak daerah, berilah tugas kepada  kelompok

1 (Pajak daerah)  untuk:
1. Menghitung persentase pertumbuhan nominal pajak daerah setiap tahun.
2. Menghitung persentase kontribusi  berbagai obyek pajak daerah setiap tahun.

Sesi IV : Pendapatan Asli Daerah
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3. Membuat grafik tren nominal total pajak daerah selama 5 (lima) tahun (diagram batang).
4. Membuat grafik pertumbuhan nominal pajak daerah selama 5 (lima) tahun (diagram

garis).
5. Membuat grafik tren kontribusi obyek pajak daerah yang terdiri dari Pajak PJU, Hotel,

Restoran, Reklame, hiburan, galian C, sarang burung, parkir dll (diagram garis).
6. Membuat kesimpulan berdasarkan:

a) Obyek pajak apa saja yang menjadi sumber pendapatan pajak daerah?
b) Obyek pajak apa saja yang kontribusinya kepada total pendapatan pajak daerah

paling tinggi jumlahnya? Berapa persen kontribusinya rata–rata setiap tahun? Mana
kelompok masyarakat yang memberikan kontribusi terbesar sebagai pembayarnya?
Apakah berpenghasilan atas, menengah, atau bawah?

c) Apa saja obyek pajak daerah yang potensial tetapi belum digali secara maksimal?
d) Bagaimana kontribusi pajak daerah yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame,

hiburan, tambang galian C dan lain-lain? Berapa persen kontribusinya terhadap pajak
daerah? Kelompok/golongan masyarakat mana sebagai pembayarnya?

e) Bagaimana hasil atau dampak dari program-program dan kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak daerah selama 5 (lima) tahun terakhir?

f) Apa obyek pajak daerah yang potensi kebocorannya tinggi? Apa penyebabnya?
g) Buatlah kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan diatas sebagai bahan presentasi

kelompok.
b. Berdasarkan hasil entri data pada LK 4 – B: Retribusi daerah, berilah tugas kepada

kelompok 2 (Retribusi Daerah)  untuk:
1. Menghitung persentase pertumbuhan total retribusi daerah setiap tahun.
2. Menghitung persentase kontribusi  berbagai obyek retribusi daerah setiap tahun.
3. Membuat grafik trend nominal total retribusi daerah selama 5 (lima) tahun (diagram

batang).
4. Membuat grafik pertumbuhan nominal retribusi daerah selama 5 (lima) tahun (diagram

garis).
5. Membuat grafik trend kontribusi 5 obyek retribusi daerah yang terbesar (diagram garis).
6. Menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

a) Apa saja obyek retribusi  yang menjadi sumber pendapatan  retribusi daerah?
b) Apa saja obyek retribusi daerah yang kontribusinya paling besar jumlahnya (pilih 5

obyek yang terbesar secara berurutan)? Masing-masing berapa persen kontribusinya
dari total retribusi daerah? Siapa pembayarnya (kelompok masyarakat berpenghasilan
tinggi, sedang, atau rendah)?

c) Apa saja obyek retribusi yang merupakan kewajiban pemerintah (pelayanan yang
wajib diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara)?

d) Bagaimana tren obyek retribusi dari pelayanan kesehatan 5 (lima) tahun terakhir,
naik atau turun? Jika trennya naik apakah disertai dengan upaya-upaya perlindungan
bagi orang miskin (jika ya apa bentuk programnya?) dan atau peningkatan kualitas
pelayanan dan transparansi, akuntabilitas pelayanan kesehatan di RSUD dan
Puskesmas? Jika kecenderungannya turun apakah yang menjadi penyebabnya?

e) Bagaimana trend obyek retribusi dari pasar, terminal, cetak KTP, akta kelahiran 5
(lima) tahun terakhir naik atau turun? Jika kecenderungannya naik apakah disertai
dengan upaya-upaya perlindungan bagi orang miskin (apa bentuk programnya?)
dan atau peningkatan kualitas pelayanan dan  transparansi, akuntabilitas pelayanan?
Jika kecenderungannya turun apakah yang menjadi penyebabnya?
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f) Bagaimana tren retribusi parkir tepi jalan umum dalam 5 tahun terakhir? Apakah
obyek retribusi ini sudah digali dengan optimal sehingga perolehannya maksimal?

g) Apa obyek retribusi  daerah yang potensi kebocorannya tinggi? Apa penyebabnya?
h) Bagaimana tren retribusi pemakaian kekayaan daerah? bagaimana sistem

pengelolaannya selama ini?
i) Buatlah kesimpulan dari berbagai pertanyaan diatas sebagai bahan presentasi

kelompok.
c. Berdasarkan hasil entri data pada LK 4 – C: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, berilah tugas kepada kelompok 3 (Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan)  untuk:
1. Menghitung persentase pertumbuhan total pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan setiap tahun.
2. Menghitung persentase kontribusi berbagai obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setiap tahun.
3. Membuat grafik tren total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama

5 (lima) tahun (diagram batang).
4. Membuat grafik tren kontribusi obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan  (diagram garis).
5. Menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

a) Apa saja obyek  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang menjadi
sumber pendapatannya?

b) Bagaimana tren pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan selama 5 tahun terakhir (naik, turun atau stagnan)? Apa yang menjadi
penyebabnya?

c) Apa saja obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang
kontribusinya kepada total pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan  paling tinggi jumlahnya? Berapa persen kontribusinya?

d) Apa obyek pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
yang tren kenaikanya cukup signifikan?

e) Bagaimana tren nominal pendapatan dari Hasil Laba Perusahaan Daerah? Apa
maknanya?

d. Berdasarkan hasil entri data pada LK 4 – D: Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah, berilah tugas kepada kelompok 4 (Lain-lain PAD yang Sah) untuk:
1. Menghitung persentase pertumbuhan total pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah,

setiap tahun.
2. Menghitung persentase kontribusi berbagai obyek Lain-lain PAD yang Sah setiap tahun.
3. Membuat grafik tren total Lain-lain PAD yang Sah selama 5 (lima) tahun (diagram

batang).
4. Membuat grafik tren kontribusi obyek Lain-lain PAD yang Sah selama 5 (lima) tahun

(diagram garis).
5. Menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

a) Apa saja obyek yang menjadi sumber pendapatan Lain-lain PAD yang Sah?
b) Bagaimana tren pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah selama 5 tahun terakhir

(naik,  turun atau stagnan)? Apa yang menjadi penyebabnya?
c) Apa saja obyek hasil Lain-lain PAD yang Sah yang  memiliki kontribusi paling tinggi

kepada total pendapatan Lain-lain PAD yang Sah? Berapa persen kontribusinya?
d) Apakah jasa giro dan bunga deposito menjadi sumber utama jenis pendapatan ini?

Apa maknanya?
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3. Diskusi Kelas (Waktu: 60 Menit)

Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
1. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk klarifikasi jika ada hal-hal yang kurang

jelas.
2. Arahkan diskusi kelas untuk mempertajam analisis hasil diskusi kelompok.
3. Catat semua poin-poin penting hasil diskusi kelas.

4. Penutup
Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas dan
sampaikan substansi BB 4 tentang Jenis dan obyek PAD daerah Kabupaten  Margonda (hasil
analisis).
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BB 4

JENIS DAN OBYEK PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MARGONDA*

Kabupaten Margonda adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk lebih kurang
sebesar 1,3 juta, 10 tahun yang lalu memproklamasikan sebagai daerah potensial jasa dan pariwisata, letak
geografisnya yang memang mendukung untuk pengembangan pariwisata, dekat kota propinsi dengan
topografi yang bergunung-gunung. Akan tetapi sampai tahun 2009 ini jasa dan pariwisata belum mampu
menyumbangkan manfaatnya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara nyata. Hal ini terlihat
setidaknya dari data perolehan Pajak dan retribusi daerah selama 3 tahun terakhir seperti dalam diskripsi
berikut ini:

OBYEK PAJAK DAERAH KABUPATEN MARGONDA 2005 - 2007

  URAIAN 
PENDAPATAN 

2005 % 2006 % 2007 % 

Pajak Daerah 12.836.894.000 28,4% 14.239.481.700 10,9% 15.658.010.046 10,0% 

PPJU 11.277.029.000 87,8% 12.404.731.900 87,1% 13.645.205.090 87,1% 

Pajak Hotel 787.314.000 6,1% 925.327.000 6,5% 1.068.752.676 6,8% 

Pajak Reklame 364.978.000 2,8% 419.724.000 2,9% 400.000.000 2,6% 

Pajak Restoran/RM 264.510.000 2,1% 320.838.000 2,3% 352.921.800 2,3% 
Pajak Pengusahaan. 
Galian Gol C 76.172.000 0,6% 91.936.800 0,6% 101.130.480 0,6% 

Pajak Hiburan 66.891.000 0,5% 76.924.000 0,5% 90.000.000 0,6% 

Pajak Parkir -  -  -  
 

Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah kabupaten Margonda, rata rata setiap
tahun kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah sebesar 25%, setiap tahun secara nominal terus
mengalami kenaikan akan tetapi tingkat pertumbuhan nominalnya terus menurun, pada tahun 2005 sebesar
Rp. 12.836.894.000 dengan tingkat pertumbuhan nominal 28,4% dan pada tahun 2006 sebasar Rp.
14.239.481.700 dengan tingkat pertumbuhan nominal 10,9% sedangkan pada tahun 2007 perolehan pajak
daerah sebesar Rp. 15.658.010.046 dengan tingkat pertumbuhan nominal 10%, seperti yang ditunjukkan
oleh grafik berikut ini:

* Data merupakan data riil suatu daerah, tapi nama kabupaten/kota disamarkan dengan nama Margonda.
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Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa sumber utama pajak daerah diperoleh dari obyek Pajak Penerangan
Jalan Umum (PPJU), selama 3 tahun terakhir kontribusi setiap tahunnya rata-rata 87% lebih, sedangkan
obyek pajak yang lain seperti pajak reklame, restoran, galian C, hiburan dan parkir belum digali secara
optimal. Hal ini terlihat dari kecilnya kontribusi berbagai obyek pajak tersebut kepada pendapatan pajak
daerah (setiap tahunnya dibawah 3%), sedangkan pajak hotel kontribusinya cukup lumayan  rata-rata diatas
6% dengan persentase yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dari data di PLN, sebagian besar pembayar Pajak PJU adalah masyarakat Kabupaten Margonda yang
berkategori konsumen listrik rumah tangga bukan industri, sehingga bebannya berpengaruh kepada
pendapatan rumah tangga masyarakat. Pendapatan PPJU ini juga berpotensi semu karena dipergunakan
kembali untuk membayar rekening listrik lampu Jalan Umum kepada PLN yang rata-rata setiap tahun hanya
tersisa sekitar 200 juta saja.
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Retribusi daerah selama tiga tahun terakhir (2005 – 2007) menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah
kabupaten Margonda. Setiap tahun kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 60%, secara nominal setiap
tahun terus mengalami kenaikan dengan tingkat pertumbuhan nominal yang menurun. Tabel diatas
menunjukkan bahwa pada tahun 2005 perolehan retribusi daerah sebesar Rp. 29.620.121.204,- dengan

OBYEK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MARGONDA 2005-2007

URAIAN PENDAPATAN 2005 % 2006 % 2007 % 

RETRIBUSI DAERAH 29.620.121.204 28,8% 36.719.975.602 24,0% 40.618.336.500 10,6% 

Retribusi Pelayanan Kesehatan  22.428.010.594 75,7% 29.036.266.492 79,1% 31.118.362.585 76,6% 

Retribusi Pelayanan Pasar 2.122.130.000 7,2% 2.427.003.000 6,6% 3.091.561.915 7,6% 

Retribusi Pengg. Biaya Cetak KTP & 
KK 737.500.000 2,5% 860.600.000 2,3% 2.000.500.000 4,9% 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 480.000.000 1,6% 600.000.000 1,6% 697.000.000 1,7% 

Retribusi Jasa Us Tempat Rekreasi 
& OR 425.000.000 1,4% 550.000.000 1,5% 609.033.000 1,5% 

Retribusi Jasa Pemakaian kekada 488.402.610 1,6% 525.106.610 1,4% 65.582.700 0,2% 
Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor 350.125.000 1,2% 390.000.000 1,1% 429.000.000 1,1% 

Retribusi Pemberian hak atas tanah 125.000.000 0,4% 325.000.000 0,9% 350.000.000 0,9% 

Retribusi Izin Tebang dan Angkut 
kayu Rakyat 175.000.000 0,6% 303.948.000 0,8% 384.198.000 0,9% 

Retribusi Jasa Usaha Terminal 271.656.000 0,9% 292.128.000 0,8% 321.340.800 0,8% 

Retribusi Izin Ganguan 197.000.000 0,4% 223.195.200 0,9% 252.514.720 0,9% 

Retribusi  Parkir di Tepi Jalan Umum 190.000.000 0,6% 195.000.000 0,5% 214.500.000 0,5% 

Retribusi Penggantian Akte CAPIL 737.500.000 2,5% 147.790.000 0,4% 38.210.000 0,1% 

Retribusi Jasa Usaha Grosir & 
Pertokoan 133.100.000 0,4% 140.000.000 0,4% 150.000.000 0,4% 

Retribusi Pelayanan Persampahan 100.000.000 0,3% 121.500.000 0,3% 133.650.000 0,3% 

 
URAIAN PENDAPATAN 2005 % 2006 % 2007 % 

Retribusi Jasa Us Penjualan Prod. 
Usda 167.500.000 0,6% 113.500.000 0,3% 150.000.000 0,4% 

Retribusi Jasa Us Rumah Potong 
Hewan 89.500.000 0,3% 89.500.000 0,2% 120.000.000 0,3% 

Retribusi Jasa Kontruksi 50.000.000 0,2% 50.000.000 0,1% 55.000.000 0,1% 
Retribusi Izin Usaha Angkutan dan 
Peneng 72.274.000 0,2% 44.720.000 0,1% 45.000.000 0,1% 

Retribusi Jasa Us Tempat Khusus 
Parkir 40.169.000 0,1% 42.000.000 0,1% 46 200 000 0,1% 

Retribusi Penerbitan Srt Izin Us 
Perdgng 25.000.000 0,1% 30.787.500 0,1% 47.842.500 0,1% 

Retribusi Izin Usaha Angkutan 
Barang - 0,0%  0,0% 28.050.000 0,1% 
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tingkat pertumbuhan nominal 28,8% tahun 2006 sebesar Rp. 36.719.975.602,- dengan tingkat pertumbuhan
nominal 24% sedangkan pada tahun 2007 perolehannya sebesar Rp. 40.618.336.550,- dengan tingkat
pertumbuhan nominal 10,6%, seperti yang ditunjukan oleh grafik berikut ini:
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Grafik diatas menunjukkan bahwa sumber utama retribusi daerah berasal dari retribusi pelayanan kesehatan
dengan kontribusi rata-rata setiap tahun antara 75% - 80%. Dominannya perolehan retribusi daerah yang
bersumber dari pelayanan kesehatan menunjukan bahwa ketergantungan PAD Kabupaten Margonda dari
sektor kesehatan sangat tinggi. Padahal obyek retribusi ini berpotensi semu karena pendapatan tersebut
habis dipergunakan kembali untuk operasional RSU dan Puskesmas.

Peningkatan PAD dari obyek retribusi pelayanan kesehatan belum disertai dengan program-program
peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat miskin. Hal demikian akan berakibat
pada kecenderungan kebijakan eksploitasi pada orang yang sakit dan berobat ke Rumah Sakit/Puskesmas.
Kebijakan tersebut akan bertentangan dengan fungsi negara yang mempunyai kewajiban sebagai penyedia
pelayanan publik dasar masyarakat (kesehatan). Retribusi yang subyeknya masyarakat menengah keatas
belum digali dengan optimal seperti retribusi parkir tepi jalan umum. Sebagai kota jasa dan pariwisata
dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa seharusnya pemerintah daerah dapat mengelola retribusi parkir lebih
baik dan akuntabel sehingga mampu menyumbang PAD secara signifikan. Sebagai perbandingan, Kabupaten
Sukamakmur dengan potensi yang dibawah Margonda dapat meraup retribusi parkir tepi jalan umum sebesar
Rp. 3,7 M pada tahun 2007 sedangkan Kabupaten Margonda pada tahun yang sama hanya mendapatkan
Rp. 214,5 Juta.

Sesi IV : Pendapatan Asli Daerah



37

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

L
K

 4
 –

 B
R

et
ri

bu
si

 D
ae

ra
h

Uraian 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Retribusi Daerah                 
- Retribusi pelayanan kesehatan                 
- Retribusi pasar                  
- Retribusi pasar grosir/pertokoan                 
- Retribusi cetak KTP & Capil                 
- Retribusi dinas PU, Perhubungan, Kebersihan                 
- Dinas peternakan & perikanan                 
- Retribusi tempat rekreasi & OR                 
- Retribusi ijin kepariwisataan                 
- Retribusi usagha terminal                 
- Retribusi dinas pertanian                 
- Retribusi ijin gangguan                 
- Retribusi kekayaan daerah                 
- Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air                 
- Retribusi dinas perindustrian                 
- Retribusi parker tepi jalan                 
- Retribusi tempat khusus parker                 
- Retribusi pelayanan persampahan                 
- Retribusi pengaturan perubahan pemanfaatan lahan                 

- Retribusi penggunaan jasa ijin konstruksi                 
- Retribusi penggantian biaya dokumen pengadaan                  
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PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
(KELAYAKAN DAN IMPLIKASI
KEBIJAKAN, EKONOMI DAN
SOSIAL)

PENGANTAR

Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan asumsi–asumsi
dasar baik makro maupun mikro (lokal). Asumsi tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi misalnya
tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan  kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di
daerah. Sekaligus dalam asumsi dipertimbangkan prospek ekonomi pada tahun yang akan datang.
Asumsi–asumsi dasar tersebut diperlukan untuk memproyeksikan besaran berbagai jenis dan obyek
pendapatan daerah pada tahun yang akan datang.

Masalahnya adalah tidak banyak daerah (propinsi, kabupaten dan kota) yang mampu memprediksi
dengan tepat asumsi-asumsi makro dan mikro tersebut serta tidak tajam dalam mengidentifikasi
masalah-masalah mendasar dan aktual dalam masyarakat. Akibatnya berbagai rumusan asumsi
tersebut tidak dapat diukur implikasinya terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan daerah
pada tahun yang akan datang. Sehingga sering muncul pertanyaan: Mengapa pendapatan tidak
mencapai target yang telah ditentukan? Mengapa politik markdown selalu dipakai dalam memproyeksi
pendapatan daerah? Mengapa dalam memproyeksi pendapatan selalu digunakan metode incremental?
Mengapa intensifikasi dan ekstensifikasi hanya untuk menaikan tarif  bukan menekan kebocoran?
Siapa atau pihak mana saja yang melakukan pemungutan serta bagaimana caranya?

Menghitung proyeksi dengan tepat memang bukan pekerjaan yang mudah. Akan tetapi dengan
mengidentifikasi indikator-indikator ekonomi dan sosial dari sumber data yang akurat dan tidak
manipulatif, ketaatan pada azas normatif  serta penetapan kebijakan yang konsisten akan membantu
memproyeksikan  pendapatan yang akurat.

Pada sesi ini peserta diajak untuk mengetahui proyeksi pendapatan daerah pada tahun yang dianalisa
dan mengukurnya dari sisi konsistensi terhadap kebijakan yang ada. Baik kebijakan dari pemerintah
pusat maupun daerah sendiri serta mengukur kelayakan proyeksinya dari sisi ekonomi dan sosial.

TUJUAN

1. Peserta mengetahui proyeksi pendapatan daerah pada tahun berjalan atau tahun yang akan
dianalisis.

2. Peserta dapat mengukur konsistensi antara kebijakan dengan proyeksi pendapatan daerah.
3. Peserta dapat mengukur kelayakan dan implikasi proyeksi pendapatan daerah secara ekonomi.
4. Peserta dapat mengukur kelayakan dan implikasi proyeksi pendapatan daerah secara sosial.
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POKOK BAHASAN

1. Proyeksi pendapatan daerah tahun berjalan atau tahun yang akan dianalisis.
2. Konsistensi antara kebijakan pembangunan/anggaran dan proyeksi pendapatan daerah.
3. Kelayakan dan implikasi proyeksi pendapatan daerah secara ekonomi.
4. Kelayakan dan implikasi proyeksi pendapatan daerah secara sosial.

ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu: 120 menit

METODE PEMBELAJARAN

1. Diskusi kelompok.
2. Presentasi (diskusi kelas).

ALAT BANTU PEMBELAJARAN

1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. BB 5 : “Arah Kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Taruma Negara
(hasil analisis KUA – PPAS 2009)”.

2. LK 5 – A : Ringkasan Pendapatan daerah tahun berjalan atau tahun yang dianalsisis.
3. LK 5 – B : Ringkasan pendapatan daerah 5 (lima) tahun terakhir.

PERSIAPAN

1. Fasilitator:
• Foto Copy LK 5 – A sejumlah peserta.
• Fasilitator menyiapkan bahan untuk entri data yang berupa softcopy.
• Periksa seluruh peserta apakah sudah mengentri data pada form LK 5 – A dan LK 5 – B.

2. Peserta:
• Entri data pada LK 5 – A dan LK 5 – B.
• Masing masing peserta menyiapkan data daerahnya (Dokumen APBD, KUA-PPAS tahun

yang dianalisa).

PROSES PEMBELAJARAN

1.   Pembukaan (Waktu: 10 menit)
a. Jelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta waktu yang dibutuhkan, minta peserta

untuk mempersiapkan komputer/laptop masing-masing.
b. Bagi peserta menjadi 3 kelompok (Kelompok Kebijakan, Kelompok Ekonomi dan

Kelompok Sosial).
c. Tayangkan proyeksi pendapatan daerah tahun berjalan atau tahun yang akan dianalisa dalam

LCD proyektor.
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2. Diskusi Kelompok (Waktu: 60 menit)
Tugas kelompok 1 (kebijakan): Berdasarkan hasil entri data pada LK 5 – A dan LK 5 – B
tentang Ringkasan Pendapatan Daerah, tugaskan kepada kelompok kebijakan untuk mengukur
konsistensi antara kebijakan dalam KUA – PPAS dengan proyeksi setiap jenis pendapatan daerah
dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:
1. Periksalah dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) - PPAS tahun APBD yang akan

dianalisis:
a) Apa masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengumpulan pendapatan daerah?
b) Apa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk peningkatan pendapatan daerah?
c) Jika ada program intensifikasi dan ekstensifikasi, apa saja jenis dan obyek pendapatan

daerah yang diprogramkan untuk itu?
2. Apakah proyeksi setiap jenis pendapatan daerah meningkat atau menurun dibandingkan

dengan realisasi/pertanggungjawaban pendapatan daerah pada APBD tahun sebelumnya?
Berapa persen kenaikan atau penurunannya?
a) Apakah kenaikan atau penurunan jenis pendapatan tersebut konsisten dengan arah dan

kebijakan pendapatan daerah dalam dokumen KUA dan PPAS?
b) Apakah proyeksi pendapatan daerah tahun tersebut konsisten dengan Permendagri

tentang pedoman penyusunan APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh Mendagri? Jika
tidak, apa penyebabnya?

c) Simpulkan jawaban berbagai pertanyaan diatas dalam Flip Chart sebagai bahan untuk
dipresentasikan dalam diskusi kelas.

Tugas kelompok 2 (ekonomi): Berdasarkan hasil entri data pada LK 5 – A dan LK 5 – B
tentang Ringkasan Pendapatan Daerah, tugaskan kepada kelompok ekonomi untuk
mengukur kelayakan secara ekonomi  proyeksi setiap jenis pendapatan daerah dengan
menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:
1. Periksalah dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) - PPAS tahun APBD yang

akan dianalisis:
a) Berapa perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah? Apakah angkanya lebih tringgi

atau lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun lalu dan pertumbuhan
nasional?

b) Berapa perkiraan PDRB perkapita harga konstan? Apakah angkanya sama, lebih
tinggi atau lebih rendah dari tahun lalu?

c) Berapa perkiraan laju inflasi? apakah angkanya lebih tinggi atau lebih rendah dari
angka perkiraan inflasi nasional?

d) Bagaimana prospek investasi daerah?
e) Bagaimana proyeksi pengangguran dan kemiskinan daerah?
f) Apakah implikasi a,b,c dan d di atas konsisten terhadap proyeksi pendapatan daerah?

2. Apakah proyeksi setiap jenis pendapatan daerah naik atau turun dibandingkan dengan
Realisasi/pertanggungjawaban Pendapatan daerah pada APBD tahun sebelumnya?
Berapa persen kenaikan atau penurunannya?

3. Simpulkan jawaban berbagai pertanyaan diatas dalam flip chart sebagai bahan untuk
dipresentasikan dalam diskusi kelas.

Tugas kelompok 3 (sosial): Berdasarkan hasil entri data pada LK 5 – A dan LK 5 – B
tentang Ringkasan Pendapatan Daerah, tugaskan kepada kelompok sosial untuk mengukur
beban masyarakat terhadap  proyeksi setiap jenis pendapatan daerah dengan menjawab
beberapa pertanyaan berikut ini:
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1. Apakah proyeksi setiap jenis pendapatan daerah naik atau turun dibandingkan dengan
Pendapatan daerah pada APBD tahun sebelumnya? Berapa persen kenaikan atau
penurunannya?

2. Jenis dan obyek pendapatan daerah apa saja yang naik dan yang turun? Berapa persen
kenaikan atau penurunannya?

3. Kelompok masyarakat mana (berpenghasilan tinggi, menengah atau  rendah) yang paling
banyak terbebani oleh proyeksi kenaikan jenis dan obyek pendapatan daerah tersebut?

4. Jika proyeksinya turun, kelompok masyarakat mana (berpenghasilan tinggi, menengah
atau  rendah) yang paling banyak diuntungkan oleh proyeksi penurunan jenis dan obyek
pendapatan daerah tersebut?

Ajaklah peserta untuk membaca dan mengidentifikasi berbagai jenis pendapatan di daerahnya
pada tahun terakhir berdasarkan hasil entri data peserta. Dengan pertanyaan kunci:
1. Berapa total pendapatan daerah? Bersumber dari kelompok dan jenis pendapatan apa saja? dan

masing-masing berapa besaran nominalnya?
2. Identifikasi pada masing-masing kelompok pendapatan, jenis pendapatan apa saja yang kontribusinya

paling besar?

Ajak mereka untuk mengidentifikasi berbagai masalah-masalah yang muncul dalam
perencanaan dan pengumpulan  pendapatan daerah (seperti mark down, korupsi pedapatan dll).
Sampaikan kesimpulan-kesimpulan penting sesi ini.

3. Diskusi kelas (Waktu: 45 Menit)
1. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
2. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk klarifikasi jika ada hal-hal yang kurang

jelas.
3. Arahkan diskusi kelas untuk mempertajam analisis hasil diskusi kelompok.
4. Catat semua poin  penting hasil diskusi kelas.

4. Penutup (Waktu: 5 menit)
Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas dan
sampaikan substansi BB 5: “Arah, Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Taruma
Negara tahun 2009”.
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BB 5

ARAH, KEBIJAKAN DAN  PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TARUMA NEGARA* TAHUN  2009

(Hasil Analisis KUA – PPAS 2009)

A.  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 2009

KUA – PPAS merupakan dokumen yang memuat kebijakan pembangunan dan keuangan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode satu  tahun mendatang. Kebijakan tersebut berisi tiga aspek penting
yaitu : kebijakan  pendapatan daerah  (revenue policy), kebijakan  pembelanjaan keuangan daerah (Expenditure
policy) dan kebijakan pembiayaan daerah. Ketiga aspek tersebut mempunyai nilai yang sangat penting
karena masing-masing aspek harus dapat bersinergi. Idealnya expenditure policy merupakan kebijakan
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu mampu
berdampak pada meningkatkan penerimaan daerah, sedangkan revenue policy seharusnya dapat mendukung
berbagai kebijakan belanja daerah akan tetapi peningkatannya tidak menambah beban kepada masyarakat
miskin. Rumusan arah dan kebijakan pembangunan dan keuangan tersebut secara rinci terdapat dalam
dokumen KUA - PPAS yang setiap tahunnya disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemerintah Daerah kabupaten Taruma Negara pada akhir bulan Juli 2008 ini telah menyerahkan dokumen
KUA – PPAS tahun 2009 kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disepakati bersama. Dokumen
secara lengkap memuat arah dan kebijakan baik pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2009 yang
akan datang. Arah dan Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2009, demikian disebutkan
dalam dokumen KUA PPAS tersebut, diarahkan untuk peningkatan pendapatan daerah sebesar 30%
dari target tahun 2008 melalui strategi penggalian Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi
dengan penuh kehati-hatian dan optimalisasi Dana Perimbangan hingga lebih proporsional serta menggali
potensi lain yang sah termasuk kemitraan.

Upaya-upaya untuk  mencapai target kenaikan 30% tersebut melalui :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan penuh kehati-hatian

karena sumber pajak dan retribusi daerah berhubungan langsung dengan perekonomian dan tingkat
kesejahteraan masyarakat.

2. Optimalisasi dana perimbangan baik DAU, DAK maupun bagi hasil pajak dan non pajak agar lebih
proporsional sesuai dengan kondisi obyektif  Kabupaten Taruma Negara.

3. Mendorong perkembangan usaha BUMD dan usaha lainnya sehingga memperoleh laba/deviden
yang lebih optimal.

4. Melakukan upaya-upaya yang syah lainnya baik penggalian potensi maupun hibah dari pihak ketiga.
Rumusan arah dan kebijakan pendapatan daerah dan upaya upaya memenuhi target tersebut masih
sangat umum sehingga belum dapat dinilai apakah telah atau belum sesuai dengan amanat Permendagri
No. 32 Tahun 2008, tentang pedoman penyusunan APBD 2009. Idealnya kebijakan pendapatan daerah
(revenue policy) dirancang untuk dapat mendukung berbagai kebijakan belanja daerah dalam menjawab
masalah dan tantangan pembangunan, akan tetapi peningkatannya tidak menambah beban kepada
masyarakat miskin.

* Data merupakan data riil suatu daerah, tapi nama kabupaten/kota disamarkan dengan nama Taruma Negara.
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RINGKASAN PENDAPATAN 2008 - 2009 KABUPATEN TARUMA NEGARA

Pendapatan daerah kabupaten Taruma Negara pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp. 1.531.674.000.000,-
mengalami kenaikan sebesar Rp. 262.183.395.500,- dibanding proyeksi APBD tahun 2008 (Rp.
1.269.490.604.500,-). Kenaikan ini diharapkan berasal dari komponen pendapatan daerah;
Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 12.830.239.544,-
Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp. 240.583.724.186,-
Lain-lain PAD yang Sah menurun sebesar Rp. 8.769.431.770,-
Data diatas memperlihatkan bahwa proyeksi kenaikan tertinggi berasal dari kelompok pendapatan Dana
Perimbangan sebesar Rp. 240.583.724.186,- berikutnya PAD sebesar Rp. 12.830.239.544,- dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 8.769.431.770,-.

RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH 2007 - 2009 KABUPATEN TARUMA NEGARA

JENIS PENDAPATAN 2007  (%) 2009 (% ) SELISIH 

PENDAPATAN DAERAH 1.166.221.586.894  1.531.674.000.000  365.452.413.106 

PAD 84.353.897.087 7,2% 98.449.980.044 6,4% 14.096.082.956 

Pajak Daerah 26 393 015 873 31,3% 30 721 155 267 31,2% 4 328 139 394 
Retribusi Daerah 36 285 420 549 43,0% 19 786 735 768 20,1% (16 498 684 781) 
Peng  Kekada yg dipisah 4 416 693 972 5,2% 4 159 886 467 4,2% (256 807 505) 
Lain-lain PAD yang sah 17 258 766 693 20,5% 43 782 202 542 44,5% 26 523 435 848 
DANA PERIMBANGAN 1.013.846.568.083 86,9% 1.365.933.742.186 89,2% 352.087.174.103 
Dana bagi hasil pajk/ bukan 
pajak 62 966 589 671 6,2% 78 148 301 716 5,7% 15 181 712 045 
Bagi hasil bukan pajak 1 774 978 412    (1 774 978 412) 
Dana Alokasi Umum 880 921 000 000 0,2% 1 184 598 924 048 86,7% 303 677 924 048 
Dana Alokasi Khusus 68 184 000 000 86,9% 103 186 516 422 7,6% 35 002 516 422 
LAIN-LAIN 
PENDAPATAN DA YG 
SAH 68.021.121.724 5,8% 67.290.277.770 4,4% (730.843.954) 

Hibah 284 342 390 0,4%   (284 342 390) 
Dana Darurat 991 232 591 1,5%   (991 232 591) 
Bagi hasil pajak dr Propinsi 58 436 000 143 85,9% 67 290 277 770 100,0% 8 854 277 627 
Dana Penyesuaian dan 
Otonomi khusus 8 279 546 600 12,2%   (8 279 546 600) 
Bantuan Keuangan dari Prop  30 000 000 0,04%   (30 000 000) 
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Dari tabel tersebut di atas patut diduga proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2009 dibandingkan dengan
2008 kenaikannya menggunakan metode incremental, metode penghitungan seperti ini kurang dapat
diandalkan keakuratannya karena hanya mengalami kenaikan sekian persen dari tahun yang lalu tanpa asumsi
yang mendasarinya dan perhitungan yang cermat berdasarkan potensi yang ada.

A. Perbandingan Proyeksi Pendapatan 2009 dan realisasi pendapatan 2007

Pendapatan Asli Daerah:

Jika mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2009,
bahwa dalam merencanakan target PAD supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu,
potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan
daerah, oleh karena itu data tentang realisasi APBD tahun 2007 seharusnya menjadi dasar penyusunan
proyeksi pendapatan daerah tahun 2009.

Jika dibandingkan dengan Realisasi APBD 2007 proyeksi kenaikan Pendapatan Asli daerah Kabupaten
Taruma Negara tahun 2009 naik sebesar Rp. 14.096.082.956,-.
Kenaikan tersebut bersumber dari:

• Pajak daerah diproyeksi mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.328.139.394,-.
• Retribusi daerah diproyeksi turun sebesar Rp. 16.498.684.781,- (Karena RSU sudah menjadi BLUD?)
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksi turun  sebesar Rp. 256.807.505,.
• Lain-lain PAD yang Sah diproyeksi naik sebesar Rp. 26.523.435.848,-

Dengan demikian kenaikan proyeksi Pendapatan Asli Daerah lebih banyak diperkirakan dari naiknya
perolehan pajak daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (perbandingan tahun 2007 – 2009) dan dari semua
kelompok dan komponen pendapatan daerah (perbandingan tahun 2008 – 2009), oleh karena itu
diperlukan penjelasan yang rinci tentang:

1. Asumsi-asumsi dasar apa (yang bersifat lokal) yang dipergunakan untuk   memperkirakan kenaikan
proyeksi pajak daerah, Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut?

2. Upaya-upaya strategis apa yang akan dilakukan Pemda Taruma Negara pada tahun 2009 untuk
intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah meliputi  pajak, retribusi, Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga target
kenaikan tersebut dapat tercapai? (Intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa disertai dengan upaya-
upaya untuk menekan kebocoran merupakan kebijakan sepihak dan tidak adil).

3. Perolehan jenis pajak, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah apa saja yang diperkirakan akan
mengalami kenaikan? Apa asumsi dasarnya?

4. Mengapa Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksi turun
jika dibandingkan pada realisasi tahun 2007? Apa asumsi dasarnya? Padahal tahun 2009 diprogramkan
upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah (poin 3 diatas) adalah mendorong
perkembangan usaha BUMD dan usaha lainnya sehingga memperoleh laba/deviden yang optimal.

Penjelasan atas berbagai pertanyaan tersebut diatas diperlukan untuk menilai kewajaran (rasionalitas)
proyeksi, rasionalitas asumsi dan implikasinya, juga untuk menghitung beban tambahan yang ditanggung
oleh masyarakat pada tahun 2009 sebagai akibat dari naiknya proyeksi berbagai komponen pendapatan
daerah tersebut.

Asumsi-asumsi dasar, kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan dilakukan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan seperti yang diuraikan dalam dokumen
Kebijakan umum APBD 2009 pada bab III dan bab IV, hanya memuat asumsi yang bersifat umum dan
tidak secara jelas meyebutkan dasar/asumsi (yang bersifat lokal/Kabupaten Taruma Negara) dan
implikasinya terhadap arah dan kebijakan pendapatan daerah tahun 2009, sehingga tidak dapat diukur
apakah kebijakan proyeksi pendapatan daerah kabupaten Taruma Negara telah sesuai dengan apa yang
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diamanatkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun
2009 pada  pendapatan daerah antara lain menyebutkan:

1) Dalam merencanakan target PAD supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan
asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;

2) Dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan
masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan
pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan
pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan dan kecepatan pelayanan.

3) Dalam menganggarkan rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi
penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka
meningkatkan PAD.

Tentu saja setiap kelompok pendapatan baik naik, turun atau tetap dapat saja dianggap wajar jika ada
dasar dan penjelasan yang rasional. Namun jika tanpa penjelasan sama sekali atau tidak cukup penjelasan,
maka terkesan bahwa kenaikan, penurunan atau tidak berubahnya setiap kelompok pendapatan cenderung
seenaknya saja,  sehingga tidak dapat dilakukan penilaian kewajarannya, Penyimpangan anggaran sering
bukan hanya terjadi pada sisi/kelompok pengeluaran, tetapi juga dari sisi/kelompok pendapatan. Untuk
itulah, maka merupakan suatu keharusan agar arah dan kebijakan  pendapatan daerah tersebut diberi
dasar, penjelasan dan perhintungan implikasi yang semestinya, agar draft Dokumen kebijakan umum
APBD tahun 2009 ini memenuhi azas transparansi dan akuntabilatas anggaran dan layak dibahas oleh
DPRD.
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LK 5 – A
Pajak Daerah

Uraian 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

PAJAK DAERAH                     
- Pajak penerangan jalan                     
- Pajak restoran                     
- Pajak reklame                     
- Pajak pengusahaan bahan 

galian C 
                    

- Pajak hotel                     
- Pajak Hiburan                     
- Pajak parker                     
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LK 5 - B

Ringkasan Pendapatan daerah tahun berjalan/tahun yang dianalisis

RINGKASAN  PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN . . . . . . TAHUN . . . .

Uraian Jumlah 
PENDAPATAN DAERAH   
Pendapatan Asli Daerah   
- Pajak daerah    
- Retribusi daerah    
- Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan    
- Lain – lain pendapatan asli daerah    
Dana Peimbangan   
- Bagi hasil pajak / bukan pajak   
- Dana Alokasi Umum (DAU)   
- Dana Alokasi Khusus (DAK)   
Lain –lain pendapatan daerah yang sah   
- Hibah   
- Dana darurat   
- Bagi hasil pajak & bantuan keuangan dari propinsi   
- Dana penyesuaian otonomi khusus   
- Bantuan keuangan dai propinsi atau pemda lainnya   
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LK 5 – C

RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN. . . . 2005 - 2009

Uraian 2005 
Real 

% 2006 
Real 

% 2007 
Real 

% 2008 % 2009 % 

Pendapatan Asli Daerah                     
- Pajak daerah                     
- Retribusi daerah                     
- Hasil Pengelolaan Kekada yang Dipisahkan                     
- Lain – lain PAD yg Sah                     
Dana Perimbangan                     
- Bagi hasil pajak / bukan pajak                     
- Dana Alokasi Umum (DAU)                     
- Dana Alokasi Khusus (DAK)                     
Lain –lain PAD yang Sah                     
- Hibah                     
- Dana darurat                     
- Bagi hasil pajak & bkn pjk                     
- Dana penyesuaian otsus                     
- Bantuan keuangan dr propinsi atau pemda 
lainnya 
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STRUKTUR BELANJA DAERAH

PENGANTAR
Struktur belanja daerah merupakan bentuk pengelompokan komponen-komponen belanja daerah
dalam dokumen APBD agar mudah untuk dibaca dan dianalisis. Berdasarkan PP No. 58 Tahun
2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelompokan belanja pemerintah daerah
diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Klasifikasi
belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. Klasifikasi
belanja berdasarkan fungsi terdiri dari klasifikasi urusan pemerintahan dan klasifikasi berdasarkan
fungsi pengelolaan keuangan negara, sedangkan klasifikasi menurut program dan kegiatan disesuaikan
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jika klasifikasi tersebut
diadministrasikan dalam dokumen maka disebut dengan struktur belanja daerah.

Sesi ini akan membahas struktur belanja daerah yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan
perubahannya Permendagri No. 59 Tahun 2007. Jika dibandingkan dengan format lama (PP No.
105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29  Tahun 2002), format baru berdasarkan PP No. 58
Tahun 2005 lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis. Hal ini dikarenakan kelompok belanja
berdasarkan aturan lama terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Pada format baru tersebut
berubah  menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Perubahan format tersebut akan memudahkan kita dalam membaca dan menganalisis berdasarkan
manfaat dan dampak anggaran, misalnya, kita dapat mengidentifikasi penerima alokasi anggaran
(aparatur atau masyarakat). Karena belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan. Mengenal dan memahami dengan baik terhadap struktur belanja daerah  akan
membantu kita dalam melakukan analisis belanja yang lebih mendalam.

TUJUAN
1. Peserta mengenal format dan  struktur belanja daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005

dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya (Permendagri  59 Tahun 2007).
2. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai kelompok dan jenis belanja daerah.
3. Peserta mengetahui besaran belanja daerah berdasarkan proyeksi dalam dokumen APBD

tahun terakhir.
4. Peserta dapat mengenali masalah-masalah umum dalam belanja daerah.

Sesi VI : Struktur Belanja Daerah
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POKOK BAHASAN
1. Format dan struktur belanja daerah.
2. Kelompok dan jenis  belanja daerah.
3. Belanja daerah berdasarkan proyeksi APBD tahun terakhir.
4. Masalah-masalah dalam belanja daerah.

ALOKASI WAKTU
Alokasi waktu pada sesi ini adalah 45 menit

METODE PEMBELAJARAM
1. Ceramah.
2. Curah pendapat.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN
1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Witeboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. LPF 6 – A : Format dan Struktur Belanja Daerah (berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Permendagri No. 59
Tahun 2007).

2. LPF 6 – B : Struktur belanja daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya.
3. LK 6 : Ringkasan belanja daerah tahun terakhir.

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (Waktu: 5 Menit)
1. Uraikan secara singkat topik dan tujuan sesi ini, minta peserta untuk mempersiapkan

komputer/laptop masing-masing.
2. Berikan penjelasan singkat tentang pengertian belanja daerah berdasarkan PP No. 58

Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya yaitu
Permendagri No. 59 Tahun 2007, sekedar untuk review kepada peserta.

2. Format dan Struktur Belanja daerah (Waktu: 5 Menit)
Tayangkan LPF 6 – A tentang format dan struktur anggaran daerah pada LCD Proyektor.
Beri penjelasan singkat tentang pengertiannya.

3. Struktur Belanja daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya (Waktu: 5 menit)
Tayangkan LPF 6 – B tentang struktur anggaran daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya
pada LCD Proyektor dan beri penjelasan singkat tentang pengertiannya.

4. Belanja daerah berdasarkan proyeksi APBD tahun terakhir (Waktu: 10 Menit)
Tayangkan LK 6 tentang Ringkasan belanja daerah asal peserta tahun terakhir dalam LCD
Proyektor. Ajaklah peserta pelatihan untuk membaca bersama-sama, mulai dari total belanja
(nilai nominalnya), defisit atau surplus,  kemudian jumlah belanja berdasarkan kelompok dan
jenisnya (belanja tidak langsung dan jumlah belanja langsung beserta jenisnya masing-

Sesi VI : Struktur Belanja Daerah
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masing). Selanjutnya ajak peserta untuk mengidentifikasi komposisi belanja berurutan dari
yang paling besar berturut-turut sampai yang paling kecil nominalnya.

5. Masalah-masalah dalam belanja daerah (Waktu: 15 menit)
Ajaklah peserta untuk diskusi kelas tentang berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam
pembelanjaan daerah. Pandulah proses diskusi dengan beberapa pertanyaan kunci sebagai
berikut:
1. Apa saja masalah yang sering terjadi dalam pembelanjaan daerah.
2. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut?
3. Apakah komposisi belanja daerah cukup baik?
4. Komposisi belanja seperti apa yang menurut anda dianggap baik? Jelaskan.
Catat pokok-pokok penting hasil diskusi kedalam flip chart.

6. Penutup (Waktu: 5 menit)
Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas
dan berikan ulasan singkat tentang manfaat memahami struktur belanja daerah.

Sesi VI : Struktur Belanja Daerah
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LPF 6 - A
Format dan Struktur Belanja Daerah

LPF 6 - B
Struktur Belanja Daerah

(Kelompok dan Jenis)

Sesi VI : Struktur Belanja Daerah
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LK 6

RINGKASAN  BELANJA DAERAH  KABUPATEN/KOTA. . . . . . . . . . .

URAIAN JUMLAH 

BELANJA DAERAH   

BELANJA TIDAK LANGSUNG   

Belanja pegawai   
Belanja Bunga   
Belanja Subsidi   
Belanja Hibah   
Belanja bantuan Sosial   
Belanja Bagi hasil kepada Propinsi / Kabupaten/ Kota / Desa   

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/desa 
  

Belanja Tidak terduga   
BELANJA LANGSUNG   

Belanja pegawai   
Belanja Barang dan Jasa   
Belanja Modal    
    
SURPLUS / DEFISIT   
 

Sesi VI : Struktur Belanja Daerah
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TREN BELANJA DAERAH
5 TAHUN

PENGANTAR
Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang
menjadi kewajiban atau beban pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya.
Dalam PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, belanja
daerah dirinci lebih jauh terkait apa saja yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Hal ini kemudian
dikenal sebagai struktur dan pengelompokkan belanja daerah.

Belanja daerah sesungguhnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat namun
kenyataan menunjukan keadaan sebaliknya, dari berbagai analisis dokumen APBD di banyak daerah,
berbagai persoalan mendasar masih sering ditemukan misalnya:

• Alokasi belanja untuk penyelenggaraan rutinitas pemerintahan (gaji dan tunjangan pegawai,
honorarium dan upah serta belanja barang dan jasa) lebih besar daripada alokasi untuk
penyelenggraan program dan kegiatan yang bermanfaat langsung kepada publik.

• Terjadinya ketidakkonsistensian antara arah kebijakan pembangunan dengan kebijakan alokasi
anggaran.

• Adanya “Mis-alokasi” dan distribusi anggaran yang seringkali tercermin dari tidak diikutinya
prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran.

Pola alokasi belanja dapat diketahui melalui analisis kecenderungan umum belanja daerah.
Berdasarkan struktur dan pengelompokkan, kita dapat melakukan penelusuran untuk mengetahui
kecenderungan atau tren alokasi belanja daerah pemerintah dalam periode tertentu (misalnya 5
tahun).

Pada sesi ini peserta diajak untuk mengasah ketrampilan dalam membaca dan memaknai tren belanja
daerah, pertumbuhan nominal dan mengetahui  sebaran atau distribusi anggaran.

TUJUAN

1. Peserta mengetahui kecenderungan alokasi anggaran (berdasarkan kelompok dan jenisnya)
selama 5 tahun terakhir.

2. Peserta dapat menghitung pertumbuhan nominal (masing-masing kelompok dan jenis belanja
daerah) setiap tahun

3. Peserta dapat mengetahui sebaran anggaran (persentase masing-masing kelompok dan jenis
belanja daerah) setiap tahunnya.

Sesi VII : Tren Belanja Daerah 5 Tahun
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POKOK BAHASAN

1. Tren (kecenderungan) belanja daerah 5 (lima) tahun
2. Pertumbuhan nominal belanja daerah selama 5 tahun terakhir.
3. Sebaran belanja daerah.

ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu: 120 menit

METODE PEMBELAJARAN

1. Diskusi kelompok.
2. Presentasi (diskusi kelas).

ALAT BANTU BELAJAR

1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Witeboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. BB 7 : “Arah dan kebijakan Belanja daerah Kabupaten Kadirejo Tahun 2009 (Hasil
Analisis Makro)”.

2. LK 7 – A : Ringkasan Belanja Daerah TA 2005 - 2009 .
3. LK 7 – B : Sebaran belanja daerah TA 2005 – 2009.

PROSES PEMBELAJARAN
1. Pembukaan (Waktu: 5 Menit)

1. Jelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta waktu yang dibutuhkan, minta peserta
untuk mempersiapkan komputer/laptop masing-masing.

2. Bagi peserta menjadi 3 kelompok.

2. Diskusi Kelompok (Waktu: 45 Menit )

Tugas kelompok 1: Berdasarkan hasil entri data pada LK 7 – A: Ringkasan belanja daerah
TA 2005 - 2009, kelompok 1 (satu) diminta untuk membuat grafik (diagram batang):
1. Tren nominal belanja daerah selama 5 (lima) tahun.
2. Tren nominal belanja tidak langsung dan belanja langsung.
3. Tren nominal berbagai jenis belanja, baik jenis belanja tidak langsung maupun jenis

belanja langsung.
Setelah grafik selesai kelompok diminta untuk mendiskusikan dan  menuliskan hasilnya
dalam flip chart berbagai pertanyaan berikut ini:
a. Bagaimana tren nominal total belanja daerah setiap tahunnya naik atau turun? Tahun

berapa yang tren kenaikan atau penurunannya tajam? Apa penyebabnya?
b. Apa kelompok belanja (tidak langsung atau langsung) yang tren kenaikan atau

penurunannya cukup tajam? Apa artinya?

Sesi VII : Tren Belanja Daerah 5 Tahun
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c. Apa jenis belanja yang tren kenaikan atau penurunnya cukup tajam setiap tahunnya?
Apa Jenis belanja yang trennya datar-datar saja? Apa yang menjadi penyebabnya?

d. Apa kesimpulan dari grafik-grafik tren tersebut?

Tugas kelompok 2:  Berdasarkan hasil entry data pada LK 7 – A: Ringkasan belanja
daerah, tugaskan kepada kelompok 2 untuk:
1. Menghitung persentase pertumbuhan nominal belanja daerah beserta kelompok dan

jenisnya setiap tahun.
2. Membuat grafik tren pertumbuhan nominal (diagram garis) tentang:

a) Total Belanja Daerah.

b) Total Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

c) Jenis Belanja Tidak Langsung:

• Belanja Pegawai.

• Belanja Bunga.

• Belanja Subsidi.

• Belanja Hibah.

• Belanja Bantuan Sosial.

• Belanja Bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa.

• Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa.

• Belanja Tidak Terduga.

d) Kelompok Belanja Langsung:

• Belanja Pegawai.
• Belanja Barang dan Jasa.
• Belanja Modal.

Setelah grafik selesai kelompok diminta untuk mendiskusikan dan menuliskan
hasilnya dalam flip chart berbagai pertanyaan kunci berikut ini:
1. Bagaimana pertumbuhan nominal belanja daerah dari tahun ke tahun? tahun

berapa yang pertumbuhannya paling tinggi dan paling rendah?
2. Apa saja kelompok belanja (tidak lagsung dan langsung) yang pertumbuhannya

paling tinggi? Apakah hal tersebut disebabkan karena jenis belanja tertentu yang
kenaikannya tajam? Apa jenis belanja tersebut?

3. Apa kesimpulan dari berbagai grafik tren tersebut?

Tugas kelompok 3: Berdasarkan hasil entry data LK 7 – B: Sebaran Belanja Daerah,
tugaskan kepada kelompok 3 (tiga) untuk:
1. Menghitung persentase setiap kelompok dan jenis belanja daerah terhadap total

belanja daerah.
2. Menghitung persentase berbagai jenis belanja tidak langsung terhadap total belanja

tidak langsung dan persentase berbagai jenis belanja langsung terhadap total belanja
langsung.

3. Membuat grafik komposisi persentase belanja langsung dan tidak langsung selama 5
tahun.

Sesi VII : Tren Belanja Daerah 5 Tahun
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Setelah grafik selesai kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan kunci
dan menuliskan hasilnya dalam flip chart. Beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:
• Bagaimana tren komposisi persentase antara belanja tidak langsung dan belanja

langsung? Apa maknanya?
• Apakah tren persentase belanja tidak langsung terus naik setiap tahun? Apa yang

menjadi penyebab kenaikannya?
• Apakah tren persentase belanja langsung terus naik setiap tahun atau turun? Apa

yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunannya? Apa maknanya?
• Menurut anda (sesuai kebutuhan daerah) dari total belanja daerah anda pembagian

yang ideal berapa persen untuk belanja tidak langsung dan berapa persen untuk
belanja langsung?

• Bagaimana tren persentase belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung ?
Apa implikasinya?

• Bagaimana tren persentase belanja hibah dan bantuan sosial pada kelompok belanja
tidak langsung? Apa implikasinya?

• Bagaimana tren persentase belanja bagi hasil dan bantuan keuangan pada pemerintah
desa pada kelompok belanja tidak langsung? Apa implikasinya?

• Bagaimana tren persentase belanja pegawai pada kelompok belanja langsung? Apa
implikasinya?

• Bagaimana tren persentase belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung?
Apa implikasinya?

• Bagaimana tren persentase belanja modal pada kelompok belanja langsung? Apa
implikasinya?

3. Presentasi Kelompok (Waktu: 30 menit)
a) Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
b) Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk klarifikasi jika ada hal-hal yang kurang

jelas.
c) Arahkan diskusi kelas untuk mempertajam analisis hasil diskusi kelompok.
d) Catat semua poin-poin penting hasil diskusi kelas .

4. Penutup (Waktu: 10 menit)
Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas
yang mengacu pada substansi BB 7: Arah dan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten
Kadirejo Tahun 2009 (Hasil Analisis Makro).

Sesi VII : Tren Belanja Daerah 5 Tahun
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BB 7

Arah dan Kebijakan Belanja Daerah
Kabupaten Kadirejo* tahun 2009

(hasil analisis makro)

Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2009 mengamanatkan,
bahwa arah dan kebijakan belanja daerah tahun 2009 harus disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD
TA 2009 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui belanja langsung (progran dan kegiatan) dari
pada belanja tidak langsung, hal ini berarti bahwa arah dan kebijakan belanja daerah sebagian besar harus
dipergunakan untuk program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Rumusan arah dan kebijakan belanja daerah yang terdapat dalam dokumen KUA-PPAS 2009 Kabupaten
Kadirejo telah cukup memadai sesuai amanat Permendagri tersebut, rumusan arah dan kebijakan tersebut
adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik dasar (pendidikan dan kesehatan) melalui strategi
Peningkatan belanja lagsung sebesar 25% dari tahun 2008.

2. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung
menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatkan proporsi Belanja Modal yang dapat memberi dampak besar dalam meningkatkan ekonomi
dan pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penyusunan standar analisa belanja dan
standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat.

5. Meningkatkan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan
penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penyusunan Sistem Akuntansi yang
sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Lima poin arah dan kebijakan belanja daerah tahun 2009 tersebut tentu menjadi pedoman penyusunan
APBD 2009, sayangnya setelah dilakukan analisis dokumen kebijakan, alokasi anggarannya sulit diukur
tingkat kecukupannya oleh karena program dan kegiatan (bertujuan pada pencapaian lima hal diatas) yang
dialokasikan dalam dokumen APBD sulit dilacak, minim alokasi serta tidak fokus.

Berikut ini disampaikan analisis makro proyeksi belanja daerah tahun 2009 dari dokumen APBD 2009.
Proyeksi belanja daerah kabupaten Kadirejo tahun 2009 sebesar Rp. 1.008.722.882.263,- selama 5 tahun
terakhir (tahun 2005 – 2009) secara nominal terus naik dengan tingkat pertumbuhan nominal cenderung
turun seperti yang ditunjukan oleh tabel dan grafik berikut ini:

* Data merupakan data riil suatu daerah, tapi nama kabupaten/kota disamarkan dengan nama Kadirejo.
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Dari 2 grafik tersebut diatas nampak bahwa tren kenaikan nominal belanja daerah tidak diimbangi dengan
pertumbuhan belanja riil (pertumbuhan nominal belanja riil dari tahun ke tahun cenderung turun), sehingga
SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) setiap akhir tahun pertanggungjawaban APBD semakin besar
seperti yang ditunjukan oleh grafik berikut.
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SILPA yang semakin besar setiap tahunnya adalah salah satu indikator dari rendahnya kinerja aparatur
daerah, disamping juga berarti potensi dana nganggur setiap tahunnya semakin besar, dari grafik diatas
nampak bahwa SILPA tahun 2004 besarnya Rp. 19,4 M, tahun 2005 Rp. 48,6 M, tahun 2006 Rp. 120,6 M
dan tahun 2007 sebesar Rp. 201,7 M.

Perbandingan belanja daerah Kabupaten Kadirejo antar tahun

RINGKASAN BELANJA DAERAH 2005 – 2006

2005 2006 
U R A I A N 

Realisasi 
% 

Realisasi 
% 

BELANJA DAERAH 464.790 373 654 27,0% 661 106 996 808 42,2% 
BLJ TIDAK LANGSUNG 333.880.408.049 71,8% 391.447.508.260 59,2% 
Belanja Pegawai 285.304.037.519 85,5% 332.207.214.087 84,9% 
Belanja Bunga     
Belanja Subsidi     
Belanja Hibah     
Belanja Bantuan Sosial     
Belanja Bagi Hasil     
Belanja Bantuan Keuangan 43 790 882 630 13,1% 51 342 553 573 13,1% 
Belanja tidak terduga 4 785 487 900 1,4% 7 897 740 600 2,0% 
BELANJA LANGSUNG 130 909 965 605 28,2% 269 659 488 548 40,8% 
Belanja pegawai 10 598 976 590 8,1% 14 337 762 653 5,3% 
Belanja Barang dan Jasa 66 492 427 396 50,8% 92 097 054 155 34,2% 
Belanja Modal 53 818 561 619 41,1% 163 224 671 740 60,5% 
JUMLAH BELANJA 464.790.373.654  661.106.996.808  

 

RINGKASAN BELANJA DAERAH 2007 – 2009

U R A I A N 2007 % 2008 % 2009 % 
BELANJA DAERAH 736.386.931.604 11,4% 996.684.801.688 35,3% 1.008.722.882.263  1,2% 
TIDAK LANGSUNG 474.301.975.758 64,4% 533.013.775.376 53,5% 660.732.720.226 65,5% 

Belanja Pegawai 418.270.361.687 88,2% 456.626.339.437 85,7% 581.045.284.287 87,9% 
Belanja Bunga 546.352.394 0,1% 1.480.850.000 0,3% 1.480.850.000 0,2% 
Belanja Subsidi -  -  -  
Belanja Hibah 7.091.865.400 1,5% 15.242.000.000 2,9% 15.242.000.000 2,3% 
Belanja Bantuan Sosial 13.880.874.699 2,9% 10.949.414.000 2,1% 21.217.914.000 3,2% 
Belanja Bagi Hasil - 0,0% 4.595.430.900 0,9% 4.595.430.900 0,7% 
Belanja Bantuan Keuangan 30.972.333.078 6,5% 36.119.741.039 6,8% 29.151.241.039 4,4% 
Belanja tidak terduga 3.540.188.500 0,7% 8.000.000.000 1,5% 8.000.000.000 1,2% 
        
BLJ. LANGSUNG 257.862.661.283 35,0% 463.671.026.311 46,5% 347.990.162.036 34,5% 

Belanja pegawai - 0,0% 44.726.561.451 9,6%  0,0% 
Belanja Brg dan Jasa 84.370.553.013 32,7% 100.999.909.753 21,8%  0,0% 
Belanja Modal 173.492.108.270 67,3% 317.944.555.106 68,6%  0,0% 
TRANSFER 4.222.294.563  -  -  
Bagi Hash Pajak 1.578.920.381      
Bagi Hasil Retribusi 2643374181      
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Proporsi Belanja Daerah

Proporsi belanja tidak langsung dan langsung Kabupaten Kadirejo dari tahun 2005 – 2009 jika diambil rata-
rata adalah 65% - 35%, artinya belanja tidak langsung proporsi persentasenya 65% sedangkan belanja langsung
35% dari total belanja daerah, proporsi demikian belum dapat menjamin percepatan pemenuhan infrastruktur
dasar Kabupaten Kadirejo oleh karena alokasi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung.

Proporsi alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung di tahun APBD 2008  tampaknya cukup baik
dibanding alokasi 2005,  2006, 2007 dan Rencana 2009, struktur belanja dengan proporsi belanja tidak
langsung 53,5% dan belanja langsung 46,5% dari total belanja, tentu akan lebih cepat menjawab kebutuhan
masyarakat Kabupaten Kadirejo seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memperluas akses
pendidikan dan kesehatan bagi orang miskin dan peningkatan infrastruktur dasar publik seperti (jalan-jalan
desa, antar desa, antar kecamatan) yang dapat membuka lebih luas isolasi dan disparitas antar wilayah serta
penguatan ekonomi rakyat.

Namun proporsi persentase antara belanja tidak langsung dan langsung yang mendekati 50% - 50% tidak
banyak berarti jika alokasi struktur  belanja langsungnya lebih banyak dipergunakan untuk belanja pegawai/
honor/ upah dan atau barang dan jasa dibanding belanja modal (seperti terlihat pada proporsi alokasi
belanja langsung Kabupaten Kadirejo pada realisasi 2005 alokasi belanja pegawai 8,1%, belanja barang dan
jasa 50,8% dan belanja modal 41,1%).

Berdasarkan pengalaman dari daerah yang infrastruktur dasar publiknya belum tersedia cukup (belum selesai),
struktur belanja yang lebih dapat menjamin cepat tercapainya kebutuhan daerah tersebut jika proporsi
alokasi belanja langsung tidak kurang dari atau mendekati  50% dari total belanja daerah, dengan struktur
alokasi belanja langsung:

1. Belanja pegawai/honor dan upah tidak lebih dari 10% dari total belanja langsung.
2. Belanja Barang dan jasa tidak lebih dari 30% dari total belanja langsung.
3. Belanja modal tidak kurang dari 60% dari total belanja langsung.

Untuk komponen belanja tidak langsung kenaikan terbanyak terjadi tahun 2009 dibandingkan dengan tahun
2008. Komponen tersebut dipergunakan untuk tambahan belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar
Rp.124.418.944.850,00. Untuk menghindari sisa belanja gaji yang besar seperti tahun-tahun yang lalu (realisasi
gaji tahun 2005  sisa lebihnya Rp. 22,2 M, realisasi gaji tahun 2006 sisa lebihnya sebesar Rp. 36,3 M sedangkan
realisasi APBD 2007 untuk gaji, tunjangan dan honorarium upah sisa Rp. 42,9 M) maka diperlukan
perhitungan yang tepat dan cermat berapa kebutuhan belanja gaji yang sebenarnya sampai dengan akhir
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tahun 2008. Sehingga proyeksi 2009 dapat diprediksi mendekati tepat dan akurat, oleh karena itu data
realisasi APBD semester 1 sangat penting untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan. Perencanaan gaji
yang tepat dan akurat dengan sisa realisasi  yang rasional (maksimal sisa lebih 2% dari proyeksi/target Gaji
dan tunjangan di APBD) akan membantu kabupaten Kadirejo dalam memaksimalkan kapasitas fiskalnya
untuk mengatasi masalah-masalah peningkatan pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan) dan
penyediaan infrastuktur dasar daerah (jalan, jembatan, irigasi dll). Sebaiknya perencanaan anggaran yang
tidak akurat akan memicu dana publik yang tidak termanfaatkan.
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LK 7 – A
RINGKASAN BELANJA DAERAH TA. 2005 – 2009

KABUPATEN/KOTA . . . . . . . .

Uraian 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG                     

Belanja Pegawai                     

Belanja Bunga                     

Belanja Subsidi                     

Belanja Hibah                     

Belanja Bantuan Sosial                     
Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota/Desa                     

Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Prop/Kab./Kota/Desa 

                    

Belanja tidak terduga                     

BELANJA LANGSUNG                     

Belanja Pegawai                     

Belanja Barang dan Jasa                     

Belanja Modal                     

TOTAL BELANJA DAERAH                     

 

 Rumus Pertumbuhan Belanja Nominal tahun n = 
(Nominal Tahun ke- n) – (Nominal Tahun ke (n – 1)) 
-------------------------------------------------------- x 100% 
Nominal tahun ke (n – 1) 
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Uraian 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

BELANJA TIDAK LANGSUNG                  
Belanja Pegawai                  
Belanja Bunga                  
Belanja Subsidi                  
Belanja Hibah                  
Belanja bantuan social                  
Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kab/Kota/Desa                  

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota/Desa                  

Belanja tidak terduga                  
BELANJA LANGSUNG                  

Belanja pegawai                  
Belanja Barang dan jasa                  
Belanja Modal                  

TOTAL BELANJA DAERAH                  

 Rumus sebaran belanja daerah = 
1. Belanja Tidak langsung : 
Nominal belanja tidak langsung tahun n 
------------------------------------------------------  x 100% 
Nominal Total belanja tahun n 
 
2. Belanja langsung : 
Nominal belanja  langsung tahun n 
----------------------------------------------------  x 100% 
Nominal Total belanja tahun n 

Rumus sebaran jenis Belanja = 
1. Belanja tidak langsung  : 
Nominal jenis belanja tidak langsung tahun n 
---------------------------------------------------------x 100% 
Nominal Total belanja tidak langsung tahun n 
 
2. Belanja langsung  : 
Nominal jenis belanja langsung tahun n 
---------------------------------------------------------x 100% 
Nominal Total belanja langsung tahun n 

Sesi       
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PERTUMBUHAN BELANJA DAN
BELANJA PERKAPITA

PENGANTAR

Belanja daerah biasanya disampaikan dalam angka nominal, tanpa memperhitungkan inflasi yang
setiap tahunnya berlaku. Akibatnya sering kita temukan, walaupun setiap tahun belanja secara nominal
naik terus, akan tetapi dalam kenyataannya tidak dapat menambah kuantitas dan kualitas program/
kegiatan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan antara lain karena perhitungan belanja tidak
menyertakan tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya.

Jika suatu belanja mengalami kenaikan secara nominal tanpa memperhitungkan inflasi, maka
sebenarnya itu bukanlah kenaikan dalam arti nilai riil. Oleh karena itu untuk membandingkan alokasi
tiap tahun secara akurat maka hitungan nominal harus diubah kedalam hitungan nilai riil. Perhitungan
kenaikan secara riil, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertumbuhan belanja nominal,
kemudian membagi hitungan pertumbuhan nominal tersebut dengan angka deflator.

Pokok bahasan pada sesi ini akan memberikan pengetahuan dasar kepada peserta untuk menghitung
nilai riil dan pertumbuhan riil sebuah alokasi belanja dengan terlebih dahulu menghitung deflatornya.
Pada bagian akhir sesi juga disertakan bagaimana melakukan perhitungan belanja perkapita.

TUJUAN

1. Peserta dapat menghitung nilai deflator tahun tertentu.
2. Peserta dapat menghitung nilai riil alokasi anggaran.
3. Peserta dapat menghitung pertumbuhan riil alokasi belanja.
4. Peserta dapat menghitungan belanja  perkapita.

POKOK BAHASAN
1. Nilai deflator.
2. Nilai riil alokasi belanja
3. Pertumbuhan riil alokasi belanja
4. Belanja Perkapita.

ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu: 60 menit
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METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah.
2. Curah pendapat.

ALAT BANTU BELAJAR

1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Witeboard
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. LPF 8 – A : Slide “Pengertian Nilai Riil Anggaran, Pertumbuhan Riil Anggaran, Inflasi, Deflator
dan Anggaran Belanja Perkapita”.

2. LPF 8 – B : Slide “Tujuan Mengitung Nilai Riil Anggaran, Pertumbuhan Riil Anggaran, Inflasi,
Deflator dan Anggaran Belanja Perkapita”.

3. LPF 8 – C : Cara Menghitung Nilai Riil Belanja.
4. LPF 8 – D : Cara Menghitung Tingkat Pertumbuhan Riil.
5. LPF 8 – E : Cara Menghitung Belanja Perkapita.
6. LK 8 : Simulasi Kelompok.

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (Waktu: 10 Menit)
a. Uraikan secara singkat topik dan tujuan sesi ini dan berikan pengantar seperlunya tentang

pengertian inflasi dan nilai uang, kemudian minta peserta untuk mempersiapkan komputer/
laptop masing-masing.

b. Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 8 – A: Pengertian Nilai Riil Anggaran, Pertumbuhan
Riil Anggaran, Inflasi, Deflator dan Anggaran Belanja Perkapita. Berikan penjelasan dan
contoh penghitungan di flipchart/whiteboard.

c. Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 8 – B: Tujuan Menghitung Nilai Riil, Tingkat
Pertumbuhan Riil dan Belanja Perkapita. Berikan penjelasan dan contoh penghitungan di
flipchart/whiteboard.

2. Menghitung nilai riil suatu anggaran (Waktu: 15 Menit)
a. Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 8 – C  tentang cara mengitung nilai riil suatu anggaran

belanja.
b. Ajak peserta untuk melakukan simulasi penghitungan nilai riil anggaran belanja dengan

menggunakan rumus seperti dalam LPF 8 – C. Ambil contoh salah satu data APBD
kabupaten/kota dari daerah peserta. Berikan LK 8 sebagai lembar isian simulasi kelompok
tentang penghitungan nilai riil.

3. Menghitung Tingkat Pertumbuhan Riil (Waktu: 15 menit)
a. Teknik ini memberi kesempatan kepada peserta pelatihan untuk menghitung apakah ada

kenaikan atau penurunan tingkat pertumbuhan belanja dari satu tahun fiskal ke tahun fiskal
yang berikutnya.

b. Ajak peserta pelatihan untuk simulasi menghitung tingkat pertumbuhan riil dengan
menggunakan rumus seperti dalam LPF 8 – D dan mengambil contoh data APBD

Sesi VIII : Pertumbuhan Belanja dan Belanja Perkapita
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Kabupaten/kota dari daerah salah satu peserta. Berikan LK 8 sebagai lembar isian simulasi
kelompok tentang tingkat pertumbuhan riil.

4. Menghitung belanja perkapita (Waktu: 15 menit)
Ajak peserta pelatihan untuk simulasi menghitung belanja perkapita setiap tahunnya dengan
menggunakan tabel seperti dalam LPF B – E dan  mengambil contoh salah satu data APBD
Kabupaten/kota dari daerah peserta. Berikan LK 8 sebagai lembar isian simulasi kelompok
tentang perhitungan belanja perkapita.

5. Penutup (Waktu: 5 menit )
Simpulkan pokok bahasan ini dengan menekankan pentingnya memperhitungkan nilai riil suatu
belanja agar kualitas dan kuantitas program dan kegiatan sesuai harapan.
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LPF 8 - A
Pengertian Nilai Riil Anggaran, Pertumbuhan Riil Anggaran, Inflasi, Deflator,

 Anggaran Belanja Perkapita

LPF 8 - B
Tujuan Menghitung Nilai Riil Anggaran, Pertumbuhan Riil Anggaran, Anggaran

Belanja Perkapita
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LPF 8 - C
Cara Menghitung Nilai Riil Belanja

Sesi VIII : Pertumbuhan Belanja dan Belanja Perkapita
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LPF 8 - D
Cara Menghitung Tingkat Pertumbuhan Riil

Sesi VIII : Pertumbuhan Belanja dan Belanja Perkapita
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LPF 8 - E
Cara Menghitung Anggaran Belanja Perkapita
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LK 8

Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten . . . . . . 
  

2004 2005 2006 2007 2008 
Nilai Riil           
            

Tingkat pertumbuhan riil 
          

  
Menghitung Anggaran Belanja Perkapita 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Total Belanja daerah           

Jumlah penduduk           

Belanja perkapita           
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BELANJA ANTAR URUSAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN

PENGANTAR

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan propinsi atau Kabupaten/kota. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk
melaksanakan urusan pemerintahan yang diklasifikasikan berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan
dan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sedangkan urusan pilihan diprioritaskan
untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Di samping klasifikasi berdasarkan urusan, belanja daerah juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi.
Klasifikasi ini dipergunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara
yang terdiri dari 9 fungsi meliputi; pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan
dan fasilitas umum, pariwisata dan budaya, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman serta
pelayanan umum.

Dari data rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan organisasi program dan kegiatan dalam
dokumen APBD, membantu kita untuk mengukur seberapa besar komitmen dan ranah keberpihakan
daerah dalam pengelolaan APBD. Sering pula dijumpai bahwa pelaksanaan urusan wajib maupun
pilihan tidak mencerminkan visi dan misi pembangunan daerah, namun sekedar mengikuti pola
kebijakan pemerintah pusat. Disinilah salah satu permasalahan otonomi daerah. Kewenangan yang
diberikan Pemerintah tidak dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan warga daerah.

Pokok bahasan ini akan mengajak peserta untuk dapat memahami alokasi belanja berdasarkan
kelompok urusan, organisasi, program dan kegiatan. Dengan memahami struktur alokasi berdasar
keempat klasifikasi belanja tersebut, peserta akan mampu mengungkapkan kecenderungan kebijakan
selama lima tahun. Tentunya, kecenderungan kebijakan fiskal daerah ini juga direfleksikan dengan
garis besar kebijakan yang dicanangkan dalam RPJMD dan dokumen kebijakan daerah turunannya.

TUJUAN

1. Peserta dapat mengetahui alokasi belanja berdasarkan kelompok urusan, organisasi, program
dan kegiatan.

2. Peserta dapat mengetahui trend belanja berdasarkan kelompok urusan, organisasi, program
dan kegiatan selama 5 tahun.

3. Peserta dapat menghitung sebaran belanja program dan kegiatan berdasarkan kelompok
urusan dan  organisasi dan trendnya selama 5 tahun.

 

Sesi IX : Belanja Antar Urusan, Program dan Kegiatan
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POKOK BAHASAN

1. Belanja berdasarkan kelompok urusan, organisasi, program dan kegiatan.
2. Trend belanja nominal berdasarkan kelompok urusan, organisasi, program dan kegiatan.
3. Sebaran belanja program dan kegiatan berdasarkan kelompok urusan dan  organisasi.

ALOKASI WAKTU

Waktu yang dibutuhkan pada sesi ini adalah 90 menit.

METODE PEMBELAJARAN
1. Diskusi kelompok.
2. Presentasi (diskusi kelas)

ALAT BANTU PEMBELAJARAN
1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN
1. BB 9 : “Analisis Konsistensi Kebijakan Alokasi Belanja Berdasar Urusan Pemerintah Daerah

Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah” (Studi Kasus Pada RAPBD Kabupaten
Senjaka Tahun 2009).

2. LPF 9 : Belanja berdasarkan kelompok urusan, organisasi, program dan kegiatan.
3. LK 9 : Trend belanja berdasarkan kelompok urusan, organisasi, program dan kegiatan (5

tahun).

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (Waktu: 10 Menit)

1. Jelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta waktu yang dibutuhkan, minta peserta
untuk mempersiapkan komputer/laptop masing-masing

2. Tayangkan dalam LCD proyektor LPF 9: Belanja Berdasarkan Kelompok Urusan,
Organisasi, Program dan Kegiatan. Berikan penjelasan singkat tentang berbagai urusan
pemerintahan, organisasi pemerintah daerah serta program dan kegiatan.

3. Bagi peserta menjadi 4 kelompok.

2. Diskusi kelompok (Waktu: 45 menit)

Tugas kelompok 1 dan 2: Berdasarkan hasil entri data pada LK 9: Belanja Daerah
Berdasarkan Kelompok Urusan, Organisasi, Program dan Pegiatan (5 tahun). Tugaskan
kepada kelompok 1  dan kelompok 2  untuk:
1. Membuat grafik diagram batang, tren  jumlah alokasi setiap kelompok urusan, selama 5

tahun
2. Setelah grafik selesai masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa

pertanyaan berikut ini (hasilnya ditulis di flip chart):

Sesi IX : Belanja Antar Urusan, Program dan Kegiatan
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a) Bagaimana trend masing-masing kelompok urusan setiap tahun, naik atau turun? Tahun
berapa terjadi kenaikan atau penurunannya tajam? Apa yang menjadi penyebabnya?

b) Apa kelompok urusan yang alokasinya naik setiap tahun?
c) Apakah kenaikan atau penurunan salah satu kelompok urusan tersebut konsisten dengan

rencana capaian program prioritas daerah dalam dokumen RPJMD maupun RKPD?
d) Buatlah diskripsi dari berbagai pertanyaan di atas.

Tugas kelompok 3 dan 4: Berdasarkan hasil entri data pada LK 9 Belanja Daerah
Berdasarkan Kelompok Urusan, Urganisasi, Program dan Kegiatan (5 tahun). Tugaskan
kepada kelompok 3 dan kelompok 4  untuk:
1. Menghitung persentase jumlah alokasi setiap kelompok urusan terhadap total belanja daerah.
2. Menghitung persentase alokasi setiap unit organisasi terhadap total belanja langsung daerah.
3. Membuat grafik tren persentase setiap kelompok urusan selama 5 tahun.
4. Membuat grafik tren persentase unit organisasi yang dipilih (misalnya Dinas Pendidikan,

Kesehatan, Sekda dll) selama 5 tahun.
5. Setelah grafik selesai masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa

pertanyaan berikut (dan  menuliskan hasilnya dalam flip chart):
a) Apa kelompok urusan yang persentase (proporsi) anggaranya naik, turun atau konstan

setiap tahunnya?
b) Apa unit organisasi yang tren persentasenya belanjanya paling besar? Apa maknanya?
c) Bagaimana tren persentase belanja organisasi yang dipilih, apakah konsisten dengan

rencana capaian program prioritas dalam dokumen RPJMD atau RKPD?
d) Buatlah diskripsi dari berbagai pertanyaan diatas

3. Diskusi Kelas (Waktu: 30 menit)
1. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
2. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk klarifikasi jika ada hal-hal yang kurang

jelas.
3. Arahkan diskusi kelas untuk mempertajam analisis hasil diskusi kelompok.
4. Catat semua poin-poin penting hasil diskusi kelas.

4. Penutup (Waktu: 5 menit)

Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas dan
sampaikan substansi BB 9: Analisis Konsistensi Kebijakan Alokasi Belanja Berdasar
Urusan Pemerintah Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada
RAPBD Kabupaten Senjaka Tahun 2009).

Sesi IX : Belanja Antar Urusan, Program dan Kegiatan
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BB 9

Analisis Konsistensi Kebijakan
Alokasi Belanja Berdasar Urusan Pemerintah Daerah

Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
(Studi Kasus Pada RAPBD Kabupaten Senjaka Tahun 2009)*

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten/Kota maupun DPRD hampir selalu menghadapi permasalahan
keterbatasan sumberdaya anggaran dalam perencanaan kebijakan alokasi anggaran. Pada satu sisi sumberdaya
anggaran dirasakan terbatas, di lain pihak kebutuhan atau masalah yang harus ditangani hampir semakin tak
terbatas. Oleh karena, itu diperlukan strategi prioritas belanja (konsentrasi anggaran) pada program tertentu
dalam jangka waktu tertentu pula. Strategi konsentrasi anggaran tersebut diperlukan agar sumberdaya
anggaran yang sangat terbatas itu dapat dimanfatkan dengan maksimal untuk menyelesaikan masalah-masalah
strategis daerah.

Prioritas belanja daerah idealnya harus berdasarkan pada program dan prioritas pembangunan yang tertuang
dalam RPJMD. Acuan dasar atas RPJMD diperlukan agar perjalanan pembangunan setiap tahunnya dapat
diukur kemajuan atau keberhasilannya, maupun rentang kendali permasalahannya. RPJMD juga menjadi
referensi yang memadai untuk mengukur tingkat konsitensi kebijakan pembangunan suatu daerah.

Dari sisi konsitensi antara struktur alokasi belanja APBD dengan program prioritas yang telah ditetapkan
dalam RPJMD, RKPD dan KU APBD, bisa dilakukan dengan mencermati struktur pengelompokan belanja.
Misalnya, dengan mengetahui besaran dan trend alokasi belanja pada bidang urusan pemerintah daerah
tertentu akan dapat diidentifikasi derajat konsistensi kebijakan pembangunan. Akan lebih akurat pula bila
konsistensi juga diukur dengan membandingkan struktur alokasi belanja dengan besar alokasi anggaran
pada kelompok belanja berdasarkan berdasarkan organisasi, program dan kegiatan.

Berikut ini disajikan analisis konsistensi alokasi belanja APBD dengan ancangan prioritas pembangunan
Kabupaten “Senjaka”. Kabupaten ini adalah salah satu kabupaten di Papua, jumlah penduduk sekitar 66
ribu jiwa yang hidup menyebar pada wilayah seluas seperempat pulau Jawa. Pada tahun 2006 – 2011,
sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Sanjaka, telah ditetapkan 6 prioritas pembangunan daerah:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

2. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan ketahanan pangan.
5. Peningkatan kuantitas dan profesionalitas birokrasi daerah.
6. Peningkatan kualitas keagamaan dan keamanan pada masyarakat.

Pada Desember 2008, DPRD Kabupaten Senjaka sedang membahas RAPBD Tahun Anggaran 2009. Di
dalam rancangan yang telah diajukan pihak eksekutif, total belanja daerah untuk tahun 2009 diproyeksikan
sebesar Rp. 546.830.117.735,- turun sebesar Rp.  96.685.315.129,- jika dibandingkan dengan belanja daerah
pada tahun 2008.

Untuk mempermudah kita memahami problematika penganggaran daerah di Kabupaten Senjaka, berikut
ini disampaikan data berupa tabel dan grafik tentang belanja berdasarkan kelompok urusan, organisasi,
program dan kegiatan Kabupaten Senjaka Tahun 2007  sampai Tahun 2009. Dari Tabel berikut, akan nampak
struktur alokasi belanja berdasarkan kelompok urusan pemerintah daerahnya. Selain itu, akan lebih jelas
kita ketahui struktur belanja berdasarkan organisasi pemerintahan daerah dimana   alokasi belanja setiap
organisasi diperoleh dari  total belanja program/kegiatan  (belanja langsung).

* Data merupakan data riil suatu daerah, tapi nama kabupaten/kota disamarkan dengan nama Senjaka.
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Belanja Berdasarkan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
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• Dari tabel dan grafik di atas nampak bahwa pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan alokasi tahun
2008. urusan yang menjadi prioritas daerah kecuali pelayanan umum seperti pendidikan. kesehatan.
ekonomi. fasilitas umum dan perumahan alokasinya turun. Sementara itu. urusan yang tidak menjadi
prioritas daerah seperti lingkungan hidup. pariwisata dan budaya, perlindungan sosial dan trantip, trend
nominal alokasinya naik. Kebijakan alokasi belanja tersebut tentu akan menghambat pencapaian target
pada program yang menjadi prioritas daerah. Seharusnya jika total belanja daerah diperkirakan turun
nominalnya, urusan yang menjadi prioritas daerah seperti pendidikan. kesehatan ekonomi dan fasilitas
umum tetap memperoleh alokasi yang lebih dibandingkan dengan urusan yang tidak menjadi prioritas
daerah.  Jika tidak, maka berat rasanya bagi Kabupaten Senjaka untuk dapat segera mewujudkan cita-
cita daerah seperti yang tergambar dalam RPJMD 2006 – 2011. Utamanya pada prioritas pembangunan
ke 1, 2, 3 dan 4 yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pelayanan
publik dan ketahanan pangan. Oleh karena itu patut dipertanyakan, apa yang menjadi dasar kebijakan
alokasi belanja seperti tersebut diatas.

• Pengelolaan belanja daerah yang baik sesungguhnya dapat memainkan peranan yang penting dalam
pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan masayarakat di daerah. Sayangnya kebijakan
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alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan terutama dalam dokumen
RAPBD 2009 Kabupaten Senjaka Papua masih sulit untuk diukur tingkat kecukupannya. Untuk itu, ke
depan agar Kabupaten Senjaka Papua terhindar dari problem gagalnya pengelolaan keuangan daerah
sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan, maka hendaknya
dilaksanakan beberapa langkah peningkatan kinerja anggaran, seperti berikut ini;

1. Kebijakan keuangan daerah disusun berdasarkan 6 agenda besar sesuai prioritas pembangunan
daerah dalam RPJMD 2006 – 2011. Hal ini penting dilakukan agar tingkat konsentrasi dan konsistensi,
maupun capaian kebijakan anggaran setiap tahun dapat diukur hasilnya. Kebijakan program
pembangunan dan kebijakan anggarannya yang memiliki derajat konsistensi yang tinggi akan
mencerminkan konsentrasi alokasi sumberdaya terhadap permasalahan strategis dalam pembangunan
daerah.

2. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam hal  pengelolaan keuangan daerah yang
tidak sekedar peningkatan kapasitas secara teknis administratif  saja akan tetapi juga melalui
pengintegrasian prespektif  pro – poor, pro-kampung, pro-kesetaraan gender, transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas dalam kurikulum skema peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

• Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Senjaka Papua termasuk besar jika dibandingkan dengan jumlah
penduduknya. Sumber utama (98,7%) berasal dari dana perimbangan dan dan Otsus, sedangkan porsi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil (hanya 1,3%  dari total pendapatan daerah). Hal ini
harus dimaknai, bahwa penggunaan APBD benar-benar ekstra hati-hati dalam rangka meningkatkan
kemampuan daerah dan masyarakat untuk lebih sejahtera dan mandiri. Misalnya dipergunakan untuk
penyediaan/perbaikan infrasturktur dasar publik (pendidikan dan  kesehatan) sekaligus peningkatan
pendapatan masyarakat.

Besarnya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan dana Otsus ini bila tidak digunakan
sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan mengkhawatirkan. Jika nantinya
porsi alokasi dana perimbangan mengalami penurunan, baik akibat  kebijakan desentralisasi fiskal
Pemerintah maupun fluktuasi ekonomi nasional maupun dunia, kapasitas fiskal daerah Senjaka akan
jauh lebih sulit untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan. Untuk itu, kebijakan alokasi anggaran
Kabupaten Senjaka sesegera mungkin harus ditujukan pada program-program yang berdampak pada
penyediaan/perbaikan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar publik. Di samping itu, Kabupaten Senjaka
juga  hendaknya memiliki langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah,
terutama meningkatkan PAD tanpa menambah  beban masyarakat miskin.

• Pemerintah Kabupaten Senjaka seharusnya juga mulai melakukan efisiensi pada alokasi belanja untuk
administrasi umum dan pemerintahan yang dipergunakan  melaksanakan tugas rutin birokrasi. Akibat
ada kecenderungan beban belanja untuk administrasi umum dan pemerintahan yang begitu besar,
dikhawatirkan semakin memperberat kapasitas APBD untuk membiayai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang lain secara memadai. Momentum bagi adanya penerimaan yang besar dari dana
perimbangan dan dana Otsus jangan sampai mendorong alokasi APBD Kabupaten Senjaka pada
penggunaan belanja administrasi umum dan pemerintahan yang semakin meningkat setiap tahun.
Hendaknya pula dilakukan suatu langkah bertahap bagi adanya peningkatan alokasi belanja  yang di
masa yang akan datang berdampak pada semakin kuatnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Salah
satunya adalah dengan memperbesar insentif  fiskal bagi dunia usaha, terutama pada sektor informal
dan UMKM yang berpotensi besar menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan warga. Tanpa
langkah-langkah yang konsisten terhadap RPJMD dan upaya konsentrasi anggaran yang sistematis dan
terencana. Kebijakan alokasi anggaran Kabupaten Senjaka hanya akan berujung pada ketergantungan
fiskal yang semakin akut pada Pemerintah Pusat.
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LPF 9
Belanja Berdasarkan Kelompok Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan
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LK 9

Trend Belanja Berdasarkan Kelompok Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan (5 Tahun)

Jumlah Alokasi Belanja Langsung 
No. KELOMPOK URUSAN UNIT ORGANISASI 2007 % 2008 % 2009 % 

Pendidikan             Pendidikan 
Pemuda & Olah raga             

1 
  

Jumlah               

Kesehatan             Kesehatan 
Keluarga Berencana             

2 
  

Jumlah               

Perhubungan             

Tenaga Kerja             

Koperasi dan UKM             

Penanaman Modal             

Pertanian             

Kehutanan             

Energi dan Sumber daya Mineral             

Kelautan dan Perikanan             

Perdagangan             

Perindustrian             

Ekonomi 

Transmigrasi             

3 
  

Jumlah               

Penataan Ruang             

Lingkungan Hidup             Lingkungan Hidup 

Pertanahan             

4 
  

Jumlah               
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Lanjutan

Pekerjaan Umum             Perumahan dan fasilitas Umum 
Perumahan Rakyat             

5 
  

Jumlah               

Kebudayaan             Pariwisata & Budaya 
Pariwisata             

6 
  

Jumlah               

Kependudukan & Catatan SIpil             

Pemberdayaan Perempuan             

Keluarga Sejahtera             
Perlindungan Sosial 

Sosial             

7 
  

Jumlah               
Ketertiban & Ketentraman Kesatuan Bangsa & Politik Dlm Negeri             8 

  Jumlah               

Perencanaan Pembangunan             

Pemerintahan Umum             

Kepegawaian             

Statistik             

Kearsipan             

Pelayanan Umum 

Komunikasi & Informasi             

9 
  

Jumlah               
  TOTAL BELANJA LANGSUNG               
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IDENTIFIKASI POTENSI
PEMBOROSAN
ANGGARAN BELANJA

PENGANTAR

Salah satu masalah yang cukup mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pemborosan
anggaran. Kebijakan desentralisasi fiskal yang menuntut dilaksanakannya prinsip anggaran kinerja
dalam APBD masih sering dalam tataran formalitas. Dampak langsung dari kondisi ini tentunya
banyak pengelolaan belanja yang dijalankan secara tidak efisien, tidak efektif  dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut pada akhirnya jelas akan menurunkan kemampuan dan
efektivitas keuangan pemerintah daerah di dalam mendorong percepatan proses peningkatan taraf
hidup masyarakatnya.

Oleh karena itu, salah satu aspek analisis yang dipandang penting adalah bagaimana melakukan
identifikasi potensi pemborosan, tindakan pemborosan dan dampak pemborosan. Kerangka kerja
identifikasi terhadap pemborosan menyebar mulai dari tahapan penyusunan, pembahasan,
pelaksanaan, sampai tahap evaluasi anggaran. Luasnya cakupan kerja ini, selain membutuhkan aktivitas
yang sistematis dan pemahaman prinsip-prinsip anggaran kinerja, juga membutuhkan dokumen
kebijakan APBD yang memadai. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam eliminasi pemborosan
anggaran adalah masih banyak pemerintah daerah khususnya di tingkat SKPD yang belum mampu
merumuskan program maupun kegiatan dalam prinsip anggaran kinerja.

Untuk itu, di awal sesi ini peserta diajak untuk memahami pengertian anggaran kinerja dan potensi
pemborosan anggaran. Selanjutnya menemukenali jenis-jenis belanja yang potensial boros, sekaligus
melakukan penghitungan sederhana terhadap besaran dan dampak pemborosan anggaran.

Pembahasan dalam sesi ini hanya bersifat umum untuk identifikasi awal gejala pemborosan anggaran.
Hasil dari identifikasi awal ini biasanya sudah bisa dimanfaatkan untuk melakukan advokasi re-
alokasi anggaran pada tahap perencanaan/pembahasan. Sedangkan untuk mengetahui jumlah
pemborosan yang sebenarnya, diperlukan metode budget tracking dengan dukungan dokumen yang
lebih lengkap dan penelitian/pemeriksaan lapangan yang mendalam.

TUJUAN

1. Peserta memahami pengertian pemborosan anggaran.
2. Peserta dapat mengetahui berbagai jenis belanja yang potensial boros.
3. Peserta dapat mengidentifikasi gejala awal potensi pemborosan anggaran pada belanja tidak

langsung.
4. Peserta dapat mengidentifikasi gejala awal potensi pemborosan anggaran pada belanja

langsung.
5. Peserta dapat mengidentifikasi gejala awal jumlah  potensi pemborosan anggaran pada salah

satu SKPD.

Sesi X : Identifikasi Potensi Pemborosan Anggaran Belanja
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POKOK BAHASAN
1. Pengertian pemborosan anggaran.
2. Jenis belanja potensial boros.
3. Potensi pemborosan pada ringkasan belanja tidak langsung dalam dokumen APBD.
4. Potensi pemborosan pada ringkasan belanja tidak langsung dalam dokumen APBD.
5. Potensi pemborosan anggaran belanja pada salah satu SKPD yang dipilih.

ALOKASI WAKTU
Alokasi Waktu: 120 menit

METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah.
2. Diskusi kelompok.
3. Presentasi (diskusi kelas).

ALAT BANTU PEMBELAJARAN
1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN
1. BB 10 : Masalah Pemborosan dalam Reformasi Keuangan Daerah.
2. LPF 10 – A : Pengertian pemborosan anggaran.
3. LPF 10 – B : Jenis belanja daerah yang potensial boros dan tehnik identifikasinya.
4. LPF 10 – C : Perbandingan belanja daerah beberapa daerah yang sebanding.
5. LPF 10 – D : Perbandingan belanja DPRD dan sekretariat DPRD beberapa daerah.
6. LK 10 – A : Persentase jenis belanja tidak langsung dengan total belanja.
7. LK 10 – B : Persentase jenis belanja langsung dengan total belanja langsung.

PERSIAPAN
1. Fasilitator:

• Fasilitator menyiapkan bahan untuk entri data yang berupa softcopy.
• Periksa seluruh peserta apakah sudah mengentri data pada LK masing masing.

2. Peserta:
• Masing-masing peserta menyiapkan data daerahnya.
• Entri data pada LK masing masing.

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (Waktu: 5 Menit)
1. Jelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta waktu yang dibutuhkan, minta peserta

untuk mempersiapkan komputer dan laptop masing-masing.
2. Bagi peserta menjadi 3 kelompok.

2. Pemborosan Anggaran dan Identifikasi Jenis Belanja Potensial Boros (Waktu: 15 Menit)
1. Ajukan pertanyaan kepada peserta: apa yang disebut dengan pemborosan anggaran? Apa

motivasinya? Bagaimana dampaknya? Tulis substansi jawaban peserta dalam flip chart.

Sesi X : Identifikasi Potensi Pemborosan Anggaran Belanja
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2. Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 10 – A: Pengertian Pemborosan Anggaran dan
beri penjelasan.

3. Gali pengalaman dan pemahaman peserta dengan mengajukan pertanyaan berikut: Adakah
peserta yang sudah pernah melakukan identifikasi jenis belanja yang potensial boros?
Bagaimana tekniknya? dan Apa saja jenis belanja yang potensial boros? Catat kembali semua
jawaban peserta dalam flip chart.

4. Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 10 – B: Jenis-Jenis Belanja Daerah yang Potensial
Boros dan Teknik Identifikasinya.

5. Simpulkan sesi diskusi kelas ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelas.

3. Diskusi Kelompok (Waktu: 45 menit)

Tugas kelompok 1: Berdasarkan hasil entri data pada LK 10 – A: Persentase Jenis Belanja
Tidak Langsung dengan Total Belanja, berikan tugas pada kelompok 1 untuk:
1. Menghitung persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah.
2. Menghitung persentase setiap jenis belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah.
3. Membuat grafik tren nominal dan persentase setiap jenis belanjanya.
4. Setelah perhitungan persentase selesai kelompok diminta untuk mendiskusikan dan

menuliskan hasilnya dalam kertas plano berbagai pertanyaan berikut ini:
a) Berapa persentase kelompok belanja tidak langsung pada APBD tahun terakhir terhadap

total belanja daerah? Jika dibandingkan dengan persentase kelompok belanja yang sama
pada APBD perhitungan (pertanggungjawaban) 2 tahun sebelumnya, apakah terjadi
kenaikan atau penurunan tren persentasenya?

b) Berapa persentase belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung? Dibandingkan
dengan 2 tahun sebelumnya naik atau turun? Jika kenaikannya tinggi apa asumsi dasarnya?
Apa implikasinya jika perencanaan gaji tidak akurat?

c) Apakah ada indikasi kuat perencanaan gaji tahun terakhir di mark-up? Berapa jumlahnya?
• (Coba periksa perhitungan APBD 2 tahun sebelumnya, lihat berapa sisa lebih belanja pegawai.

Jika setiap tahun sisanya lebih dari 2% dari perencanaan maka itu merupakan indikasi kuat
adanya mark up perencanaan gaji)

d) Apakah terdapat kenaikan yang cukup besar pada belanja bunga di tahun 2009? Jika ya,
dipergunakan untuk membayar bunga pinjaman apa dan kepada siapa?

e) Apakah terdapat kenaikan yang cukup besar pada belanja subsidi, hibah dan bantuan
sosial di tahun 2009 dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya? Jika ya, apakah
penggunaannya sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh PP No. 58 Tahun 2005
dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dan permendagri yang
mengatur pedoman umum penyusunan APBD setiap tahunnya bahwa “pengalokasian
bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD
berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat » , bagaimana realisasi jenis belanja ini pada tahun-tahun yang lalu? Apakah
ada indikasi kuat jenis belanja ini untuk membangun basis kekuasaan pimpinan daerah?
Apakah ketiga jenis belanja ini sudah diatur dalam Perda?

f) Apakah belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan PP
No. 72 Tahun 2005 tentang desa, terutama pasal 68 tentang pendapatan desa?

g) Berapa persen jumlah belanja tidak terduga dari total belanja tidak langsung? Bagaimana
trendnya? Apakah cukup memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana setiap tahun?
Bagaimana realisasinya pada tahun-tahun yang lalu?

h) Berapa jumlah indikasi  awal potensi pemborosannya?

Sesi X : Identifikasi Potensi Pemborosan Anggaran Belanja
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Tugas kelompok 2: Berdasarkan hasil entri data pada LK 10 - B: Persentase Jenis Belanja
Langsung dengan Total Belanja Langsung, berikan tugas pada kelompok 2 untuk:

1. Menghitung persentase belanja langsung terhadap total belanja daerah.
2. Menghitung persentase setiap jenis belanja langsung terhadap total belanja langsung.
3. Membuat grafik trend belanja langsung dan tren persentase setiap jenis belanja langsung.
4. Setelah perhitungan persentase dan grafik selesai kelompok diminta untuk mendiskusikan

beberapa pertanyaan berikut, dan menuliskan hasilnya dalam kertas plano:
a. Berapa persentase kelompok belanja langsung pada tahun terakhir terhadap total belanja

daerah? Jika dibandingkan dengan persentase kelompok belanja yang sama pada APBD
perhitungan (pertanggungjawaban) dua tahun sebelumnya bagaimana trend
persentasenya –naik atau turun?

b. Berapa persentase belanja pegawai pada kelompok belanja langsung terhadap total belanja
langsung? Jika dibandingkan dengan persentase kelompok belanja yang sama pada APBD
perhitungan (pertanggungjawaban) dua tahun sebelumnya bagaimana trend
persentasenya –naik atau turun? (catatan: dianggap wajar jika persentasenya 5 – 10%).

c. Berapa persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja langsung? Jika
dibandingkan dengan persentase kelompok belanja yang sama pada APBD  perhitungan
(pertanggungjawaban) dua tahun sebelumnya bagaimana tren persentasenya –naik atau
turun? (Catatan: dianggap wajar jika persentasenya 20 – 30%).

d. Berapa persentase belanja modal terhadap total belanja langsung? Jika dibandingkan
dengan persentase kelompok belanja yang sama pada APBD  perhitungan
(pertanggungjawaban) dua tahun sebelumnya bagaimana tren persentasenya –naik atau
turun?

e. Berapa jumlah indikasi awal  potensi pemborosannya?

Tugas kelompok 3: Memeriksa dokumen Ringkasan dan Penjabaran APBD beserta dokumen
pendukungnya RKA/DPA SKPD tahun yang akan dianalisa. Periksalah Anggaran SKPD yang
Anda pilih untuk dianalisis, berikan tugas pada kelompok 3 untuk:
1. Memeriksa item program dan kegiatan untuk melihat apakah ada tugas rutin yang

diproyekkan.
2. Memeriksa alokasi setiap item kegiatan untuk mengidentifikasi apakah ada kejanggalan dalam

alokasi belanjanya.
3. Apakah dalam setiap program dibentuk banyak kepanitiaan? Berapa total belanja untuk

honorariun/upah kepanitiaan program?
4. Dalam pembelian barang atau jasa apakah mencantumkan spesifikasi? Apakah terdapat

perbedaan harga yang yang mencolok dengan harga pasar?
5. Apakah ada indikasi “mark-up” volume dan harga belanja perjalanan dinas, makan minum,

ATK, barang modal/peralatan dll?
6. Jika ada indikasi potensi pemborosan, berapa jumlah indikasi potensi pemborosannya?

4. Diskusi Kelas  (Waktu: 60 menit)

Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
1. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk klarifikasi jika ada hal-hal yang kurang

jelas.
2. Arahkan diskusi kelas untuk mempertajam analisis hasil diskusi kelompok.
3. Catat semua poin-poin penting hasil diskusi kelas.
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4. Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 10 – D: Perbandingan Belanja Beberapa Daerah.
Ajukan pertanyaan kepada peserta “Pada daerah yang dianalisis, apa belanja yang potensial
boros jika dibandingkan dengan jenis belanja daerah yang sama dari daerah lain?”

5. Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 10 – E: Perbandingan Belanja DPRD dan
Sekretariat DPRD Beberapa Daerah. Ajukan pertanyaan kepada peserta: “Apakah belanja
DPRD dan sekretariat DPRD daerah yang dianalsisis termasuk boros jika debandingkan
dengan daerah lain?”

5. Penutup (Waktu: 5 Menit)

Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi kelompok dan
kelas.

Sesi X : Identifikasi Potensi Pemborosan Anggaran Belanja
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BB 10

Masalah Pemborosan

dalam Reformasi Keuangan Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EPPD), salah satu indikator utama evaluasi kinerja pelaksana kebijakan daerah adalah baik buruknya
pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, proses penganggaran daerah, bukanlah sekedar aktifitas teknis
untuk menghitung penerimaan dana, proses pengelolaan, maupun pembelanjaan anggaran. Lebih dari itu,
kebijakan anggaran harus melibatkan aktivitas pencapaian efektivitas maupun efisiensi anggaran.

Efisiensi dalam perspektif  umum anggaran daerah dimaknai sebagai upaya  untuk menelaah tingkat
kemampuan anggaran untuk menyediakan sumberdaya bagi pelayanan publik, pembangunan pendidikan
dan kesehatan, sekaligus memperkokoh infrastruktur ekonomi kerakyatan.

Di sini semakin urgen bagi suatu upaya sistematis reformasi keuangan daerah. Tujuan reformasi pengelolaan
keuangan tersebut antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-
sumber keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dan partisipasi
masyarakat secara aktif.

Namun reformasi keuangan daerah sejauh ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Bahkan, APBD belum
dapat dikelola secara efektif  dan efisien, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik dasar. Beberapa
masalah utama yang menyebabkan hal tersebut adalah:

1. Rendahnya tingkat partisipasi publik
Di satu sisi, Pemerintah Daerah belum menemukan suatu metode yang dapat menjaring partisipasi
publik secara efektif. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa APBD adalah
persoalan elit yang tidak perlu diketahui masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, prinsip transparansi
dalam pengelolaan APBD menjadi sebuah agenda yang harus terus dikembangkan guna membuka
akses seluas-luasnya bagi masyarakat.

2. Kurang berorientasi pada tujuan jangka panjang

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan rangsangan (stimulus) dalam
perekonomian apabila kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan. Hal ini dapat dilakukan apabila
APBD dikelola secara benar. Akan tetapi, Pemerintah Daerah tampaknya kurang memahami hal tersebut.
Terdapat banyak kasus dimana kebijakan Pemerintah Daerah tidak mempunyai tujuan menggerakkan
perekonomian daerah. Misalnya dalam menentukan anggaran pembangunan, banyak proyek Pemerintah
Daerah yang tidak memiliki dampak berantai (multiplier effect) bagi perekonomian. Di daerah miskin,
pembangunan (fisik dan non-fisik) tidak berjalan dengan baik karena APBD defisit sehingga hanya
cukup untuk membiayai anggaran rutin. Sebaliknya, di daerah kaya yang memiliki APBD surplus, juga
menghadapi kesulitan menentukan prioritas pembangunan.

Pengelolaan APBD yang tidak efisien dapat dilihat dari dua sisi. Defisit APBD berdampak negatif  bagi
perekonomian daerah karena Pemerintah Daerah tidak mampu memberikan stimulus bagi perekonomian.
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Di sisi lain, daerah yang mempunyai APBD surplus ternyata juga tidak mampu memberikan stimulus
bagi perekonomian dengan APBD karena anggaran pembangunan tidak dikelola dengan efisien.

3. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan, 40-60 persen APBD terserap aksi
korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan birokrat, legislatif, dan aparat keamanan. Bahkan, daerah
pengelolaan APBD lebih rawan akibat makin renggangnya pengawasan dari pusat maupun dari masyarakat.
Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2005, terdapat
44 daerah dimana terdapat pendapatan, bagi hasil, dan dana bantuan pusat yang dikelola pemimpin daerah
atau instansi di luar sistem APBD. Jumlahnya cukup besar, Rp. 3.03 triliun (Jawa Pos, 30 November 2006).
Temuan lainnya, terdapat pengendapan dana daerah senilai Rp. 214.75 miliar pada 60 Pemerintah Daerah.
Pada 77 Pemerintah Daerah juga terjadi pemborosan keuangan daerah Rp. 170.68 miliar. Pemborosan
disebabkan belanja daerah yang digunakan untuk instansi vertikal, bantuan, honor, dan tunjangan kepada
pimpinan dan anggota DPRD, pejabat negara, dan pejabat daerah. BPK juga menemukan 23 Pemerintah
Daerah yang memiliki saham dan penyertaan modal pada bank dan perusahaan daerah senilai Rp. 1.17
triliun yang belum jelas status hukumnya serta tidak sesuai dengan perda. Penguasaan aset daerah dan
penyertaan modal pemerintah desa pada 23 Pemerintah Daerah senilai Rp. 2.83 triliun juga dinyatakan tidak
dapat ditelusuri.
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LPF 10 - A
Pengertian Pemborosan Anggaran

LPF 10 - B
Jenis Anggaran yang Potensial Boros

LPF 10 - C
Perbandingan Belanja Daerah.

LPF 10 - D
Perbandingan Belanja DPRD

Sesi X : Identifikasi Potensi Pemborosan Anggaran Belanja
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LK 10 – A
Persentase Jenis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Uraian 2007 % 2008 % 2009 % 

TOTAL BELANJA DAERAH             

BELANJA TIDAK LANGSUNG       

Belanja Pegawai             
Belanja Bunga             
Belanja Subsidi             
Belanja Hibah       
Belanja bantuan social       
Belanja bagi hasil kpd 
prop/kab/kota/desa 

      

Belanja Bantuan keuangan kpd 
prop/kob/kota/desa 

      

Belanja tidak terduga       
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LK 10 – B

Jenis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung

Uraian 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

BELANJA LANGSUNG                     

Belanja pegawai                     
Belanja Barang dan jasa                     
Belanja Modal                     
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ANALISIS PEMBIAYAAN
DAERAH

PENGANTAR

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali,  baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adanya pembiayaan sebagai salah satu komponen
APBD dimaksudkan untuk menutup defisit, atau sebaliknya memanfaatkan surplus anggaran. Untuk
pertama kali, ketentuan adanya komponen pembiayaan dalam APBD diatur dalam Kepmendagri
29 Tahun 2002. Sebelum Kepmen ini diberlakukan, struktur APBD hanya terdiri dari komponen
pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Namun karena dalam praktek sering terjadi
penyimpangan, maka struktur APBD diubah menjadi komponen pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Meski telah tujuh tahun ketentuan adanya komponen pembiayaan dalam APBD diberlakukan, namun
komponen ini seringkali luput dari perhatian masyarakat. Padahal potensi kebocoran atau
penyalahgunaannya juga sangat mungkin terjadi. Misalnya pemanfaatan surplus anggaran yang tidak
terawasi, pinjaman yang tidak terencana dan tidak terkendali, dan penyalahgunaan Silpa untuk
kepentingan bisnis atau politik pribadi atau kelompok tertentu.

Sesi ini melalui keseluruhan pokok bahasan, peserta diharapkan dapat memahami format dan struktur
pembiayaan daerah  sebagaimana aturan yang berlaku. Selanjutnya, peserta didorong untuk
memahami bagaimana performa pembiayaan daerah dikaitkan dengan performa APBD yang surplus,
defisit, ataupun berimbang. Kegiatan sesi ini juga dilengkapi aktifitas diskusi kelompok, dimana
peserta diharapkan mampu melakukan analisis struktur pembiayaan APBD daerahnya. Praktek
analisis ini dipandang efektif  untuk memunculkan suatu kerangka rekomendasi berupa solusi-solusi
kreatif  terkait optimalisasi yang dapat dilakukan pemerintahan daerah berkenaan dengan sumber-
sumber pembiayaan.

TUJUAN
1. Peserta memahami pengertian pembiayaan daerah.
2. Peserta dapat memahami format, struktur dan komponen pembiayaan daerah.
3. Peserta mampu menganalisis implikasi masalah-masalah pembiayaan daerah terkait skema APBD

defisit, surplus, maupun berimbang.

POKOK BAHASAN
1. Pengertian pembiayaan daerah
2. Format, struktur dan komponen pembiayaan daerah

Sesi XI : Analisis Pembiayaan Daerah
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3. Teknik membaca dokumen pembiayaan daerah
4. Masalah-masalah dalam pembiayaan daerah

ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu yang dibutuhkan pada sesi ini adalah 60 menit.

METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah.
2. Diskusi Kelompok.
3. Pleno.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN

1. Laptop.
2. Flip Chart.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. LCD Proyektor.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. LPF 11 – A : Pengertian pembiayaan daerah, menurut PP No. 58 Tahun 2005 dan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Permendagri No. 59
Tahun 2007.

2. LPF 11 – B : Format dan Struktur pembiayaan daerah, menurut PP No. 58 Tahun 2005
dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Permendagri No.
59 Tahun 2007.

3. LK 11 – A : Ringkasan pembiayaan daerah  tahun terakhir.
4. LK 11 – B : Ringkasan pembiayaan daerah  3 tahun terakhir.

PERSIAPAN

1. Fasilitator:
• Foto copy LPF 11 – A  dan LPF 11 – B sejumlah peserta.
• Fasilitator menyiapkan bahan untuk entri data yang berupa soft copy.
• Periksa seluruh peserta apakah sudah mengentri data pada LK 11 – A dan LK 11 – B.

2. Peserta:
• Masing masing peserta menyiapkan data daerahnya.
• Entri data pada LK 11 – A: Ringkasan pembiayaan daerah tahun terakhir (sumber data

APBD tahun terakhir).
• Entri data pada LK 11 – B: Ringkasan pembiayaan daerah 3 tahun terakhir (sumber data

APBD 3 tahun terakhir).

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (5 Menit)
1. Setelah menyampaikan salam kemudian sampaikan kata pengantar tentang pentingnya

mengenali format, struktur dan komponen pembiayaan daerah sebelum melakukan
analisis pembiayaan lebih mendalam.

2. Jelaskan tujuan pembahasan pada topik ini serta perkiraan waktu yang dibutuhkan, minta
peserta untuk mempersiapkan komputer/laptop masing-masing.

Sesi XI : Analisis Pembiayaan Daerah
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2. Pengertian pembiayaan (5 menit)
Tayangkan dalam LCD Proyektor LPF 11 – A tentang pengertian Pembiayaan Daerah.

3. Format dan Struktur Pembiayaan Daerah (5 Menit)
Tayangkan dalam LCD proyektor atau OHP LPF 11 – B tentang format dan struktur
Pembiayaan daerah, beri penjelasan singkat tentang pengertian dan sumbernya.

4. Analisis Pembiayaan Daerah (40 Menit)
1. Diskusi Kelompok  (25 Menit)

a. Bagilah peserta menjadi 4 kelompok.
b. Berdasarkan hasil entri data pada LK 11 – A dan LK 11 - B, setiap  kelompok

diminta untuk mengidentifikasi:
1. Berapa total penerimaan daerah tahun terakhir?
2. Apa saja jenis penerimaan daerah pada tahun terakhir dan berapa nilai rupiah

setiap jenis penerimaan?
3. Berapa nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA),

Bagaimana tren 3 tahun terakhir? Apa maknanya?
4. Apakah ada kekayaan daerah yang di jual untuk menambah penerimaan daerah?

Kekayaan daerah apa? Bagaimana mekanismenya?
5. Apakah ada penerimaan dari hutang? Jika ada kepada siapa/lembaga mana dan

untuk keperluan apa?
6. Apa saja masalah yang Anda temukan tentang penerimaan daerah selama ini?
7. Berapa total pengeluaran daerah tahun terakhir?
8. Apa saja jenis pengeluaran daerah dan berapa nilai rupiah setiap jenis

penerimaan?
9. Apakah ada pembentukan dana cadangan? Jika ada mulai tahun berapa? Apa

pembentukannya melalui perda?
10. Apakah ada pengeluaran untuk investasi? Jika ya investasi apa, kepada siapa dan

berapa nilainya?
11. Apa saja masalah yang Anda temukan tentang pengeluaran daerah selama ini?
12. Berapa nilai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan (SILPA)? Bagaimana

trend 3 tahun terakhir? Apakah ada kejanggalan?
c. Buatlah diskripsi singkat atas hasil diskusi kelompok dari berbagai jawaban

pertanyaan diatas, dan tuliskan dalam kertas plano.

2. Diskusi Kelas  (15 menit)
a. Setiap kelompok menempelkan flip chart hasil kelompoknya di dinding.
b. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya.
c. Setelah selesai semua presentasi, tanyakan kepada peserta “Pembelajaran Apa Yang

Anda Peroleh Dari Tugas Kelompok ?”
d. Catat poin-poin penting hasil diskusi kelas untuk kemudian dibahas bersama.

5. Penutup
1. Simpulkan pokok bahasan ini dengan mengacu pada poin-poin penting hasil diskusi

kelas.
2. Ciptakan transisi ke sesi berikutnya.
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LPF 11 - A
Pengertian Pembiayaan Daerah

LPF 11 - B
Format dan Struktur Pembiayaan Daerah
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LK 11 - A
Ringkasan Pembiayaan Daerah tahun . . . . . (terakhir)

URAIAN 2009 

Pembiayaan Daerah   

Penerimaan pembiayaan   

SILPA Tahun sebelumnya   

Pencairan dana cadangan   

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan   

Penerimaan pinjaman daerah   

Penerimaan kembali pemberian pinjaman   

Penerimaan piutang daerah   

Jumlah penerimaan pembiayaan   

    

Pengeluaran Pembiayaan   

Pembentukan dana cadangan   

Penyertaan modal (investasi) daerah   

Pembayaran pokok utang   

Pemberian pinjaman daerah   

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan   

    

Pembiayaan Netto   

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)   

 

Sesi XI : Analisis Pembiayaan Daerah



99

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

LK 11 – B
Ringkasan Pembiayaan Daerah tahun . . . . .

URAIAN 2007 2008 2009 

Pembiayaan Daerah       

Penerimaan pembiayaan       

SILPA Tahun sebelumnya       

Pencairan dana cadangan       

Hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan 

      

Penerimaan pinjaman daerah       

Penerimaan kembali pemberian pinjaman       

Penerimaan piutang daerah       

Jumlah penerimaan pembiayaan       

        

Pengeluaran Pembiayaan       

Pembentukan dana cadangan       

Penyertaan modal (investasi) daerah       

Pembayaran pokok utang       

Pemberian pinjaman daerah       

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan       

        

Pembiayaan Netto       

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Berkenaan (SILPA) 
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ANALISIS ANGGARAN
KESEHATAN DAERAH

PENGANTAR

Sejauh mana dan seberapa besar komitmen pemerintah daerah untuk memajukan derajat kesehatan
warganya, bisa dilihat dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk kesehatan yang disediakan dalam
APBD. Adakah komitmen Gubernur/Bupati/Walikota yang didukung DPRD masing-masing, yang
telah memberikan anggaran pada sektor kesehatan minimal sebesar 15% dari APBD? Kenyataan
seiring berjalannya desentralisasi anggaran publik adalah ditempatkannya anggaran kesehatan dalam
skala prioritas anggaran daerah yang tidak signifikan, dan sering tidak memadai. Kecenderungan
umum kepemimpinan kepala daerah adalah mengutamakan proyek-proyek mercusuar, dalam bentuk
pembangunan gedung dan monumen yang tidak berdampak pada kesejahteraan warga daerahnya.

Bank Dunia melaporkan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia berjumlah sekitar 2,5% dari
GDP atau 18 US$ per orang per tahun. Biaya tersebut sebagian besar (70%) berasal dari  swasta dan
hanya sekitar (30%) yang berasal dari pemerintah melalui APBN maupun APBD. Biaya yang berasal
dari swasta tersebut sebagian besar dikeluarkan langsung dari saku masyarakat (direct payment out of
pocket) pada waktu mereka jatuh sakit, hanya sedikit (6%-19%) yang dikeluarkan melalui mekanisme
asuransi atau perusahaan.

Hal ini senada dengan hasil penelitian Seknas FITRA di 17 Kabupaten/Kota. Terungkap bahwa
alokasi anggaran bidang kesehatan masih berkisar 3 sampai 7% dari total APBD (lebih rendah dari
APBN), bahkan di beberapa daerah masih berada di bawah 3%. Persentase akan semakin kecil bila
dilakukan perhitungan anggaran kesehatan yang murni bersumber dari komitmen Pemerintah daerah.
Karena hampir semua daerah mengandalkan begitu saja kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pemerintah Pusat untuk memperbesar anggaran kesehatan di daerah.

Hal ini sedikit menggambarkan masih lemahnya komitmen aktor politik daerah untuk
memprioritaskan pembangunan kesehatan. Padahal investasi dalam pembangunan kesehatan, akan
berdampak pada tingkat produktivitas seluruh warga. Karena jika warga daerah sehat maka tentu
akan dicapai produktivitas kerja yang tinggi, dan tentu akan mampu mendukung berbagai program
pembangunan sesuai dengan kompetensi masing-masing warga daerah. Komitmen daerah dalam
pembangunan kesehatan setidaknya bisa diwujudkan dalam 3 matra program dasar kesehatan:

1. Perlindungan atau Jaminan kesehatan.
2. Promosi kesehatan dan Pencegahan penyakit.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup sehat.
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Di dalam sesi ini, melalui analisis anggaran kesehatan ini akan mengungkap tingkat komitmen
pemerintah daerah sekaligus mengidentifikasi problematika pengelolaan anggaran kesehatan daerah.
Meski pada satu sisi masih banyak kalangan memandang pesimis terhadap upaya mewujudkan
minimal 15% APBD untuk sektor kesehatan, namun peningkatan kapasitas fiskal untuk sektor
kesehatan mutlak diperlukan. Apalagi saat ini kemampuan belanja kesehatan masyarakat semakin
terbatas akibat semakin besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

TUJUAN

Setelah sesi ini, peserta diharapkan mampu:
1. Memahami dan menjelaskan alokasi anggaran dan kondisi pelayanan kesehatan di daerah.
2. Memahami dan melakukan analisis anggaran kesehatan di daerah.
3. Memahami dan menjelaskan hasil analisis anggaran kesehatan daerah.
4. Menyusun rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam kebijakan anggaran dan tata laksana

pelayanan kesehatan di daerah.

POKOK BAHASAN

1. Isu dan permasalahan kritis kebijakan anggaran kesehatan daerah.
2. Struktur anggaran program-program kesehatan daerah.
3. Implikasi alokasi anggaran kesehatan pada derajat kesehatan masyarakat.
4. Identifikasi program dan anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin.

ALOKASI WAKTU
Alokasi waktu pada sesi ini adalah 120 menit

METODE PEMBELAJARAN
1. Brainstorming.
2. Tanya Jawab.
3. Diskusi Kelompok.
4. Simulasi Kasus.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN
1. Flip Chart.
2. Metaplan.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. Komputer/Notebook.
6. LCD Projector.

MEDIA PEMBELAJARAN
1. RPJMD, RKPD, Renja SKPD terkait, KUA-PPAS, dan dokumen kebijakan kesehatan (Perda,

SK Bupati) lainnya yang terkait.
2. APBD tahun 2007 sampai tahun terakhir, Urusan wajib Kesehatan di Dinas Kesehatan dari

masing-masing daerah peserta.
3. BB 12 : “Analisis Anggaran Kesehatan Kabupaten Kadirejo 2007 – 2009”.
4. LPF 12 : “Isu dan permasalahan kritis kebijakan kesehatan.”
5. LK 12 – A : Data Dasar Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan Daerah (seyogyanya

telah diisi atau dipersipakn peserta sebelum lokakarya dilaksanakan).
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6. LK 12 – B : Struktur Dan Tren Belanja Dinas Kesehatan/RSUD 2007-2009 (entry data
juga kalau bisa telah dilaksanakan sebelum lokakarya dilaksanakan, sehingga
peserta tinggal menjawab pertanyaan analitis pada LK 12 – B ini).

7. LK 12 – C : Analisis struktur belanja program belanja langsung dinas Kesehatan/RSUD
2007 – 2009.

PROSES PEMBELAJARAN
1. Pembukaan

Fasilitator menyampaikan agenda sesi, tujuan dan hasil yang akan dicapai  dari sesi ini.
Ingatkan kepada peserta bahwa setelah mereka memahami analisis anggaran pendidikan.
maka pada sesi ini berkenaan dengan isu anggaran kesehatan yang juga merupakan isu kritis
tanggung jawab pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Brainstorming. Tema : “Isu dan permasalahan kritis kebijakan kesehatan”
Fasilitator melakukan brainstorming isu dan permasalahan kritis kebijakan kesehatan daerah
dengan dipandu pertanyaan kunci sebagaimana pada LPF 12: Isu dan Permasalahan Kritis
Kebijakan Kesehatan. Beberapa pertanyaan kunci:
• Pelayanan kesehatan apakah yang kita harapkan mampu diwujudkan melalui

desentralisasi?
• Apakah harapan kita terhadap kebijakan anggaran kesehatan daerah?
• Problem apa saja yang ada dalam kebijakan Anggaran Kesehatan Daerah?

Fasilitator diharapkan tidak menayangkan LPF 12 sebelum brainstorming dilakukan.

3. Isu dan permasalahan kritis kebijakan kesehatan
Setelah brainstorming dilakukan, refleksikan pendapat para peserta dengan menayangkan LPF
12. Doronglah peserta untuk lebih berani menanggapi penjelasan LPF 12 dengan
mengungkapkan kasus-kasus lokal di seputar kebijakan anggaran maupun kinerja pelayanan
kesehatan. Inventarisir isu dan masalah-masalah lokal untuk dijadikan pijakan analisis
anggaran pada tahapan selanjutnya (bila perlu minta satu relawan/panitia untuk bisa menjadi
notulen pada tahapan ini).

4. Struktur dan Tren Belanja Dinas Kesehatan/RSUD 2007-2009
Mintalah peserta untuk kembali ke kelompok masing-masing. Bagikan kepada setiap
kelompok (peserta) salinan:

• LK 12 – A : Data Dasar Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan Daerah
(seyogyanya telah diisi atau dipersipakn peserta sebelum lokakarya
dilaksanakan)

• LK 12 – B : Struktur dan Tren Belanja Dinas Kesehatan/RSUD 2007-2009 (entry
data juga kalau bisa telah dilaksanakan sebelum lokakarya dilaksanakan,
sehingga peserta tinggal menjawab pertanyaan analitis pada LK 12 - B
ini).

• LK 12 – C : Analisis struktur belanja program belanja langsung dinas Kesehatan/
RSUD 2007 – 2009.

5. Analisis Kebijakan Anggaran Kesehatan
Mintalah setiap kelompok untuk melakukan analisis kebijakan anggaran kesehatan dengan
mengisi LK 12 – B dan LK 12 – C sekaligus membuat grafik tren kebijakan anggaran tahun
2007 sampai tahun terakhir. Bahan analisis bersumber dari APBD tahun terakhir, khususnya
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alokasi anggaran pada urusan wajib kesehatan di Dinas Kesehatan ataupun RSUD dari
masing-masing daerah peserta.

6. Diskusi Kelas
Setelah semua kelompok menyelesaikan tabel, grafik dan analisis, secara bergiliran mintalah
setiap juru bicara kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Semua kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya, luangkan waktu secukupnya untuk adanya diskusi peserta
terutama dikaitkan dengan temuan-temuan problematika kesehatan di daerah sebagaimana
pada saat brainstorming terdahulu.

7. Penutup
Setelah semua kelompok mengungkapkan hasil analisisnya, tutuplah sesi ini dengan membuat
kesimpulan umum sesuai dengan 6 isu krusial dalam kebijakan anggaran kesehatan (LPF 2)
berkenaan dengan:
1. Besar alokasi dan kecenderungan anggaran kesehatan;
2. Alokasi anggaran kesehatan untuk penduduk miskin;
3. Proporsi anggaran kesehatan dari pusat dan daerah;
4. Anggaran kesehatan untuk program/kegiatan langsung masyarakat;
5. Kecenderungan daerah dalam pembanguan kesehatan ke sektor fisik dan non fisik;
6. Proporsi anggaran kesehatan antar program.
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BB 12

ANALISIS
ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN KESEHATAN
KABUPATEN KADIREJO* TAHUN 2007 - 2009

A. PENGANTAR

Tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah membuat rakyat berotak cerdas, berbadan sehat dan berkantong
tebal. Demikian ungkap seorang pejabat Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Dr. Made
Suwandi, untuk menggambarkan secara sederhana tujuan kesejahteraan rakyat. Desentralisasi kewenangan
yang besar dan transfer anggaran (desentralisasi fiskal) secara seimbang kepada daerah, tentu mengandung
mandat besar yang mengharuskan pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan sumberdaya ekonomi
dan menyediakan pelayanan yang lebih baik demi kesejahteraan rakyat.

Pencapaian kinerja peningkatan kesehatan warga daerah menjadi satu perhatian tersendiri. Hal ini tentu
saja juga terkait dengan rendahnya  peringkatan indikator kinerja pembangunan kesehatan kita dibanding
negara lain. Seperti Rasio Kematian Ibu, Indonesia malah tertinggal dari Vietnam yang baru saja mulai
membangun negaranya setelah didera perang saudara yang begitu lama.

Di Kabupaten “Kadirejo”, sebagaimana diakui ketika RPJMD 2006 - 2010 disusun, permasalahan
pembangunan kesehatan adalah terbatasnya jumlah anggaran untuk kesehatan masyarakat. Pada tahun
2004 dialokasikan sebesar 2% dari belanja pembangunan atau hanya 0,46% dari total APBD tahun 2004,
walaupun jumlahnya terlihat cenderung meningkat.

B. KINERJA ANGGARAN KESEHATAN

Apakah permasalahan anggaran kesehatan pada RPJMD tersebut saat ini sudah terpecahkan? Sepertinya
anggaran kesehatan Kadirejo masih jauh dari memadai. Progress kenaikan belanja langsung Dinas Kesehatan
dibanding total belanja  langsung untuk tahun 2007-2009 semakin menurun, dimana masing-masing
hanya: 0,9%, 0,8% dan 0,7%. Sebagaimana terungkap pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
TREN BELANJA LANGSUNG DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KADIREJO 2007-2009

Sementara bila analisis diarahkan pada struktur anggaran program sebagaimana terinci pada Tabel 2.
maka di antara program pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kadirejo, terdapat beberapa program yang
langsung bersentuhan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti:

1. Program  Upaya kesehatan masyarakat.
2. Program Perbaikan gizi masyarakat, dan
3. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin.

*Data merupakan data riil suatu daerah, tapi nama kabupaten/kota disamarkan dengan nama Kadirejo.
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Untuk ketiga program tersebut, pada (KUA APBD) tahun 2009, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.8
Milyar atau hanya 23.6% dari total Belanja Langsung Dinas Kesehatan. Padahal bila mengacu besarnya
jumlah penduduk Kabupaten Kadirejo dimana pada tahun 2006 saja berjumlah 1.445.695 jiwa, maka
alokasi anggaran tersebut bisa dipastikan tidak akan berdampak banyak pada peningkatan derajat kesehatan
masyarakat di kabupaten Kadirejo.

TABEL 2:
STRUKTUR PROGRAM BELANJA LANGSUNG DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KADIREJO 2007 – 2009

 
 

NO.  
 NAMA PROGRAM  2007 2008 2009 

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran  1 032 516 900 987 752 200 825 275 200 
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur  116 153 500 117 623 000 117 623 000 

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja Keuangan  2 990 000 37 610 000 37 610 000 

4 Obat dan Pebekalan Kesehatan  1 191 975 633 1 585 117 500 1 426 252 500 
5 Upaya Kesehatan Masyarakat  907 315 450 982 880 800 1 508 686 800 
6 Pengawasan Obat dan Makanan  35 022 500 30 000 000 30 000 000 
7 Pengembangan Obat Asli Indonesia  28 276 258 28 880 000 28 880 000 
8 Promosi Kesehatan dan Perbedayaan Masyarakat  65 800 600 48 420 000 48 420 000 
9 Perbaikan Gizi Masyarakat  129 270 000 130 993 300 130 993 300 

10 Pengembangan Lingkungan Sehat  113 340 000 296 050 000 87 050 000 
11 Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular  598 449 900 432 028 900 432 028 900 
12 Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin  188 532 000 60 000 000 167 400 000 

13 Pengadaan  Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskemas/Puskesmas Pembantu  1 085 429 250 2 489 417 350 2 489 417 350 

14 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan  32 420 000 31 675 000 31 675 000 
15 Keluarga Berencana  48 700 000 123 034 000 23 034 000 

     8 980 000 18 062 000 18 062 000 
       15 630 000 15 630 000 
     18 760 000  
       032 747 279  250 000 000 

     6.617.919.270 7.433.934.050 7.668.038.050 

        aran kesehatan di Kabupaten Kadirejo juga
     sehatan dibanding kebutuhan pelayanan.
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Dengan luas wilayah paling luas dan jumlah penduduk paling banyak dibanding 3 daerah yang lain,
anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kadirejo paling kecil. Hal ini terutama berimplikasi pada
permasalahan sebagai berikut:
1. Adanya stagnasi pencapaian IPM Kabupaten Kadirejo dari tahun 2005 sampai 2007. Bila tahun 2005

pada angka 69,54, pada tahun 2007 pada angka 69,93.

Tabel
Perkembangan IPM Kabupaten Kadirejo

IPM 2004 2005 2007 
Rerata Jawa Timur  65,89 74,8 
Kab. Kadirejo 68,46 69,54 69,93 

2. Perkembangan Indeks Harapan Hidup Kadirejo dari tahun 2004 – 2005 manurun, masing-masing
dari 72,17 menjadi 72,15. Sehingga rankingnya merosot dari urutan 18 Jawa timur menjadi rangking
19 pada tahun 2005. Sebagai pembanding pada tahun 2005. Lamongan dan Nganjuk masing-masing
pada ranking 8 dan 15.

C. REKOMENDASI

Mengacu pada kedua masalah mendasar di atas, tentu masih harus diupayakan peningkatan anggaran
Belanja Urusan Wajib Kesehatan, dengan alokasi Belanja Non Aparatur/Pegawai minimal 5% dari Total Belanja
APBD. Peningkatan anggaran urusan wajib Kesehatan terutama untuk meningkatkan pemerataan
infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas. Peningkatan demikian hendaknya seiring
dengan upaya peningkatan efektivitas anggaran, terutama dengan mempertimbangkan adanya kepastian
bahwa pemanfaat  program adalah masyarakat miskin.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa orang miskin di Kabupaten Kadirejo bisa mendapatkan layanan
kesehatan yang memadai (dan tentu berkualitas), maka diperlukan kerangka program progresif  yang
didukung alokasi anggaran progresif  pula. Beberapa program antara lain;
1. Mengurangi belanja kesehatan masyarakat miskin yang dibayarkan langsung (out of  pocket) dengan

pengadaan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesda).
2. Melalui sebuah Peraturan Daerah, menetapkan minimal 25% pendapatan asli daerah dari retribusi

pelayanan kesehatan untuk menambah alokasi dana operasional puskesmas sehingga mampu
menambah cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

3. Pemberian subsidi bagi biaya kelahiran ibu dari keluarga miskin untuk meningkatkan angka kelahiran
hidup  dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

4. Revitalisasi Posyandu, dengan menambah fungsinya menuju pelayanan pendidikan dan  ekonomi,
disamping pelayanan kesehatan terutama ketercukupan pangan/gizi keluarga.
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LPF 12
Isu dan Permasalahan Kritis Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah
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LK 12 – A

DATA DASAR
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN

KABUPATEN:

TAHUN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
2004 2005 2006 2007 2008 

Jumlah RSU            
Jumlah Puskesmas           
Angka Harapan Hidup (AHH)           
% Balita Gizi Buruk           
% Kecamatan Rawan Gizi           
Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup           
% KLB yang tertangani           
% penduduk miskin terjangkau JPKM           
Rasio Dokter Umum dibanding jumlah penduduk           
Rata-rata kelahiran per tahun           
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Pertanyaan Analitis:
1. Bagaimana trend kenaikan atau penurunan pada total akun belanja Dinas Kesehatan dibanding Total akun Belanja APBD selama tahun 2007 – 2009?
2. Bagaimana trend kenaikan atau penurunan pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung dibanding total akun belanja Dinas Kesehatan selama tahun 2007 – 2009?
3. Pada kelompok Belanja Langsung Dinas Kesehatan. jenis belanja apa saja (pegawai, barang/jasa, modal) yang mengalami peningkatan atau penurunan selama tahun 2007-

2009?
4. Adakah jenis belanja (pegawai, barang/jasa, modal) yang dipandang terlalu besar (boros) dibandingkan dengan kebutuhan yang ada?
5. Adakah jenis belanja (pegawai, barang/jasa, modal) yang dipandang terlalu kecil (tidak memadai) dibandingkan dengan kebutuhan yang ada?
6. Adakah implikasi dari kondisi (tren dan besaran alokasi) anggaran Kesehatan demikian dengan problematika umum Kesehatan di daerah sebagaimana hasil survey terdahulu?

LK 12 – B

STRUKTUR DAN TREN BELANJA
DINAS KESEHATAN/RSUD 2007-2009

KABUPATEN:

TAHUN 
TOTAL 

BELANJA 
APBD 

TOTAL BELANJA 
DINAS 

KESEHATAN 
BELANJA TIDAK 

LANGSUNG % BELANJA 
LANGSUNG % BELANJA 

PEGAWAI  % BELANJA 
BARANG/JASA % BELANJA 

MODAL %

2007 
    

           

  

  

  

  

2008 
    

           

  

  

  

  

2009 
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LK 12 – C

ANALISIS STRUKTUR BELANJA PROGRAM BELANJA LANGSUNG
DINAS KESEHATAN/RSUD 2007 – 2009

 NO.   NAMA PROGRAM  2007 2008
A PROGRAM EX ADMINISTRASI UMUM (APARATUR)     
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran      
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur      
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan      
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur     
B PROGRAM PELAYANAN PUBLIK     
5 Obat dan Pebekalan Kesehatan      
6 Upaya Kesehatan Masyarakat      
7 Pengawasan Obat dan Makanan      
8 Pengembangan Obat Asli Indonesia      
9 Promosi Kesehatan dan Perbedayaan Masyarakat      
10 Perbaikan Gizi Masyarakat      
11 Pengembangan Lingkungan Sehat      
12 Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular      
13 Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin      
14 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskemas/Puskesmas Pembantu      
15 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan      
16 Keluarga Berencana      
17 Kesehatan Reproduksi Remaja      
18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia      
19 Pelayanan Kontrasepsi      
20       

 JUMLAH BELANJA LANGSUNG      
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Catatan untuk peserta:
1. Silahkan menambahkan baris (rows) baru bila diperlukan untuk menambah program yang belum

tercantum di tabel di atas.
2. Adanya pembedaan antara kelompok program ex administrasi umum (aparatur) dan kelompok

program pelayanan publik hanya merupakan cara sederhana mengidentifikasi sasaran program.
Peserta bisa mengembangkan cara lain dalam mengidentifikasi sasaran/orientasi program. Berikut
beberapa panduan pertanyaan untuk mengidentifikasi sasaran atau orientasi program:
1. Bagaimana tren peningkatan/penurunan Belanja Program ex administrasi umum (aparatur)

dibanding dengan total Belanja Langsung Dinas Kesehatan 2007-2009?
2. Bagaimana tren peningkatan/penurunan Belanja Program pelayanan publik dibanding dengan

total Belanja Langsung Dinas Kesehatan 2007-2009?
3. Berapa alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk peningkatan akses masyarakat miskin

pada pelayanan kesehatan?
4. Program-program pelayanan kesehatan apa saja yang khusus diperuntukkan untuk masyarakat

miskin?
5. Apakah terdapat permasalahan (misalnya pemborosan, program) pada program ex administrasi

umum dikaitkan dengan beban kerja pelayanan Dinas Kesehatan (bandingkan jumlah
penduduk, keluarga miskin, puskesmas, posyandu, RSUD, dengan daerah yang lain)?

6. Apakah terdapat permasalahan (potensi pemborosan, kebocoran, ketidaktepatan sasaran,
ketidakmemadaian anggaran) pada program pelayanan publik dikaitkan dengan problematikan
dan kebutuhan Kesehatan di daerah (kaitkan dengan kasus gizi buruk,% kecamatan rawan
gizi,% KLB tertangani, AHH, angka kematian ibu melahirkan, dsb)?

7. Adakah program-program dalam kategori pelayanan publik yang orientasi anggarannya lebih
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan aparatur?

8. Adakah program-program yang dipandang baik, tetapi tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya?
9. Adakah program inovatif  yang perlu mendapatkan peningkatan anggaran?
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ANALISIS ANGGARAN
PENDIDIKAN DAERAH

PENGANTAR

Amandemen UUD 1945 Pasal 31 secara eksplisit telah mengamanatkan penyediaan anggaran
pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Hal yang sama juga ditegaskan dalam UU
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sebagai  fokus anggaran
pemerintah merupakan amanat konstitusi, yang dilatarbelakangi pemikiran bahwa untuk keluar dari
krisis sekaligus untuk pengembangan bangsa dalam jangka panjang harus menekankan pada
peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan dalam konsep human investment harus diyakini sebagai
jembatan emas menuju perbaikan harkat hidup untuk mengejar ketertinggalan dan meraih keunggulan
komparatif  yang kompetitif.

Setiap tahun, melalui Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri, pemerintah hampir tidak pernah melepaskan kebijakan peningkatan akses dan kualitas
pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Lebih jauh, prioritas peningkatan
akses dan kualitas pendidikan daerah ini oleh pemerintah ditekankan untuk memusatkan diri pada
upaya-upaya:

1. Akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan bermutu.
2. Peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik.
3. Peningkatan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas,

dan
4. Peningkatan pendidikan luar sekolah.

Di dalam sesi ini, perkembangan keempat upaya dasar di atas menjadi bahan analisis utama atas
kapasitas anggaran pendidikan daerah. Sesi ini akan mengembangkan satu aspek kritis di dalam
proses anggaran pendidikan, terutama bagaimana memandang anggaran pendidikan bukan saja
dari sisi besarnya alokasi, namun yang lebih penting adalah pihak-pihak mana yang mendapatkan
manfaat, untuk program dan kegiatan apa saja, dan bagaimana implikasi alokasi anggaran pendidikan
yang ada.

TUJUAN

Setelah sesi ini, peserta diharapkan mampu;
1. Memahami dan menjelaskan problematika pembangunan pendidikan di daerah.

Sesi XIII : Analisis Anggaran Pendidikan Daerah



113

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

2. Memahami dan menjelaskan skema alokasi anggaran pendidikan di daerah.
3. Memahami dan menganalisis alokasi anggaran pendidikan daerah.
4. Memahami dan menjelaskan upaya-upaya pengelolaan anggaran pendidikan yang berorientasi

pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin.

POKOK BAHASAN

1. Problematika kebijakan pendidikan daerah.
2. Analisis alokasi dan tren anggaran pendidikan di daerah.
3. Analisis anggaran program pendidikan daerah
4. Analisis Pemanfaatan anggaran pendidikan.

ALOKASI WAKTU

Sesi ini membutuhkan waktu 120 menit

METODE PEMBELAJARAN
1. Ceramah singkat (brainstorming)
2. Tanya Jawab
3. Diskusi Kelompok
4. Simulasi Kasus.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN

1. Flip Chart.
2. Metaplan
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. Komputer/Notebook.
6. LCD Projector.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. RPJMD, RKPD, Renja SKPD terkait, KUA-PPAS, dan dokumen kebijakan pendidikan lain
(PERDA, SK Bupati) yang terkait.

2. APBD tahun 2007 sampai tahun terakhir. Urusan Wajib Pendidikan di Dinas Pendidikan dari
masing-masing daerah peserta.

3. BB 13 : “Analisis Anggaran Pendidikan Kabupaten Suko Makmur 2007 – 2008”
4. LPF 13 : Slide “Problematika Pelayanan Pendidikan di Era Otonomi Daerah”
5. LK 13 – A : Tabel “Kendala Akses Pendidikan Masyarakat”.
6. LK 13 – B : Analisis Struktur Anggaran Pendidikan.
7. LK 13 – C : Analisis Struktur Belanja Program.
8. LK 13 – D : Analisis Pemanfaatan Anggaran Pendidikan.

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pem bukaan (Waktu: 5 menit)
Fasilitator menyampaikan agenda sesi 13, tujuan dan hasil yang akan dicapai  dari sesi ini.
Penting pula ditekankan alokasi waktu dan alur kegiatan yang seyogyanya disepakati para
peserta, dan tidak lupa mengingatkan peserta untuk bersikap aktif  agar tercipta iklim forum
yang partisipatif  dan produktif  selama sesi.
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2. Keterjangkauan Akses Pendidikan bagi Masyarakat (Waktu: 15 menit)
Mulai masuk ke materi  dengan mengadakan survey sederhana problematika akses
masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Survey sederhana ini dilakukan dengan satu
pertanyaan kunci:
“Apa masalah yang paling dikeluhkan masyarakat untuk menjangkau (akses)
pelayanan pendidikan?”

Beri waktu pada peserta untuk mencurahkan pendapat, seiring dengan itu fasilitator
menulis kata kunci setiap jawaban pada flip chart/whiteboard, atau metaplan. Lakukan
kategorisasi pendapat-pendapat yang muncul sebagaimana pada LK 13 – A: Tabel
Kendala Akses Pendidikan Masyarakat.

3. Problematika Pelayanan Pendidikan (Waktu: 30 menit)
Ajaklah peserta merefleksikan jawaban-jawaban mereka tersebut dengan menayangkan LPF
13: Problematika Pelayanan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Selain melakukan
penjelasan berkenaan dengan isi LPF 13, fasilitator juga hendaknya mengembangkan diskusi
antar peserta. Setelah waktu refleksi problematika pendidikan dipandang memadai, mintalah
peserta membentuk kelompok (sesuai dengan daerah asal masing-masing atau region
tertentu).

4. Analisis Struktur Anggaran Pendidikan (Waktu: 15 menit)
Bagikan kepada setiap peserta LK 13 – B: Analisis Struktur Anggaran Pendidikan.
Dengan pertanyaan-pertanyaan analitis yang hendaknya dijawab oleh peserta. Sebagai
berikut:

1. Bagaimana tren kenaikan atau penurunan pada total akun belanja Dinas Pendidikan
dibanding Total akun Belanja APBD selama tahun 2007 – 2009?

2. Bagaimana tren kenaikan atau penurunan pada kelompok belanja tidak langsung maupun
kelompok belanja langsung dibanding total akun belanja Dinas Pendidikan selama tahun
2007 – 2009?

3. Pada kelompok belanja langsung Dinas Pendidikan, jenis belanja apa saja (pegawai,
barang/jasa, modal) yang mengalami peningkatan atau penurunan selama tahun 2007-
2009?

4. Adakah jenis belanja (pegawai, barang/jasa, modal) yang dipandang terlalu besar (boros)
dibandingkan dengan kebutuhan yang ada?

5. Adakah jenis belanja (pegawai, barang/jasa, modal) yang dipandang terlalu kecil (tidak
memadai) dibandingkan dengan kebutuhan yang ada?

6. Adakah implikasi dari kondisi (tren dan besaran alokasi) anggaran pendidikan demikian
dengan problematika umum pendidikan di daerah sebagaimana hasil survey terdahulu?

Mintalah setiap kelompok untuk melakukan analisis struktur alokasi anggaran pendidikan
dengan mengisi LK 13 – B, sekaligus membuat grafik tren kebijakan anggaran tahun 2007
sampai tahun terakhir. Bahan analisis bersumber dari APBD tahun terakhir, khususnya
alokasi anggaran pada urusan wajib Pendidikan di Dinas Pendidikan dari masing-masing
daerah peserta.

5. Diskusi Kelas (Waktu: 30 Menit)
Setelah semua kelompok menyelesaikan tabel, grafik dan analisis, secara mintalah juru bicara
kelompok (terpilih) mempresentasikan hasil kerjanya. Sejumlah kelompok mempresentasikan
hasil kerjanya, luangkan waktu secukupnya untuk adanya diskusi peserta terutama dikaitkan
dengan temuan-temuan problematika pendidikan di daerah sebagaimana   diskusi terdahulu.
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6. Diskusi Kelompok (Waktu: 30 menit)
Bila  semua  presentasi selesai, mintalah peserta untuk tetap pada kelompok semula dan
kembali mencermati dokumen anggaran Dinas Pendidikan pada APBD tahun 2007-2009.
Bagikan LK 13 – C: Analisis Struktur Belanja Program dan LK 13 – D: Analisis Pemanfaatan
Anggaran Pendidikan untuk setiap kelompok.
Berikan instruksi secara jelas, terkait alokasi waktu, alur kerja, dan target kerja khususnya
mengacu pada pertanyaan-pertanyaan analitis yang hendaknya diselesaikan di masing-masing
LK.

Catatan Fasilitator:
Terangkan bahwa pada tahapan ini, diperlukan kejelian peserta di dalam menemukenali
program maupun kegiatan di Dinas Pendidikan. Hal ini terutama untuk menemukan:
1. Kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjawab problematika pendidikan di daerah.
2. Kegiatan-kegiatan yang dari namanya berorientasi pelayanan publik, namun dilihat dari

pemanfataan anggarannya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan aparatur.

Setelah semua kelompok menyelesaikan entry data pada tabel, membuat grafik dan
analisisnya, mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
Berikan waktu secukupnya sehingga presentasi mampu mengungkap banyak aspek analisis.
Apalagi untuk mengukur efisiensi anggaran diperlukan data-data dari daerah lain, terutama
menyangkut indikator Kinerja Dinas pendidikan di masing-masing daerah.

7. Penutup (Waktu: 5 menit)
Setelah semua kelompok mengungkapkan hasil analisisnya, tutuplah sesi ini dengan membuat
kesimpulan umum sesuai pokok bahasan, dan khususnya berkenaan dengan:
1. Problematika kebijakan anggaran pendidikan
2. Program dan kegiatan inovatif  layanan pendidikan.
3. Keberpihakan anggaran pendidikan untuk masyarakat miskin.
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BB 13

ANALISIS
ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN

KABUPATEN SUKO MAKMUR* TAHUN 2007 - 2008

A. PENGANTAR

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan, bahkan peringkat Indonesia untuk
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami penurunan sejak tahun 1995, masih jauh di
bawah Thailand dan Filipina. Untuk membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat
mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah, faktor pendidikan merupakan salah satu indikator
komposit, selain faktor kesehatan dan daya beli masyarakat. Karena itu, pembangunan pendidikan
menjadi isu penting dan berperan strategis bagi kemajuan taraf  kesejahteraan penduduk di daerah.

Ketertinggalan pembangunan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Seiring dengan desentralisasi
kebijakan pendidikan, problematika pembangunan daerah yang paling menonjol di antaranya adalah
masih rendahnya pemerataan pendidikan, rendahnya kualitas, lemahnya manajemen, dan  belum
terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan tenaga
kependidikan.

Di dalam dokumen RPJMD Kabupaten “Suko Makmur” Tahun 2006 – 2010, diungkapkan bahwa
permasalahan dan kendala dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Suko Makmur,
antara lain:

a. Kurangnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan;
b. Mutu pendidikan yang masih rendah;
c. Kualitas dan relevansi pendidikan belum sesuai dengan yang diharapkan;
d. Belum optimalnya manajemen dan kemandirian sekolah,

B. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN 2007 - 2008

Mengacu pada dokumen APBD urusan pendidikan tahun 2007 sampai tahun 2008, dengan menggunakan
analisis trend kebijakan anggaran belanja pendidikan, didapati kecenderungan dua tahun belanja urusan
pendidikan pada Dinas Pendidikan Suko Makmur, sebagai berikut;

Tabel 1
Perkembangan Belanja Dinas Pendidikan 2007-2008 Suko Makmur

Dari Tabel 1 di atas maka bisa diungkapkan bahwa:
• Pada Perubahan APBD 2007, terdapat penambahan proyeksi belanja Dinas Pendidikan lebih dari Rp.

40 milyar atau 15%. Sayangnya, dengan penambahan sebesar itu, tidak mampu didayagunakan secara
maksimal dimana menyebabkan adanya sisa lebih belanja sebesar Rp. 31 Milyar atau dengan tingkat
realisasi 89%.

* Data merupakan data riil suatu daerah, tapi nama kabupaten/kota disamarkan dengan nama Suko Makmur.
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• Permasalahan besarnya sisa lebih ini juga menjadi lebih parah karena rupanya begitu besar bersumber
dari rendahnya realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 24 milyar, tingkat realisasi 72%. Sementara sisa
lebih Belanja Tidak Langsung juga mencapai Rp. 6.6 Milyar, atau capaian realisasi mencapai 96%.

• Dari kedua temuan di atas, terungkap bahwa komitmen penambahan proyeksi belanja Dinas Pendidikan
pada Perubahan APBD 2007 tidak banyak berdampak pada kinerja pelayanan publik pendidikan.
Besarnya sisa lebih belanja langsung juga memperlihatkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan
program/kegiatan pada Dinas Pendidikan dengan implementasinya.

• Hal yang menjadi pertanyaan dasar adalah; Mengapa tingginya pencapaian realisasi belanja tidak langsung
(gaji, tunjangan, tambahan penghasilan) tidak diiringi dengan optimalisasi kinerja belanja langsung
(notabene anggaran program/kegiatan Dinas)?

• Sebagai perbandingan bisa diungkapkan realisasi belanja Dinas Pendidikan dari beberapa daerah lain.

Tabel 2
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA LANGSUNG  2007

DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN 

REALISASI BELANJA 
LANGSUNG 2007 %   REALISASI 

Suko Makmur 65.019.617.052 72,70% 
Boyolali 69.299.647.773  91,47% 
Pacitan  42 119 251 546 89,78% 
Kudus        59.636 217 658 94,98% 
Kota Madiun             19.967.820.767  92,08% 

C. PENINGKATAN BELANJA URUSAN PENDIDIKAN 2008

Pada tahun anggaran 2008, total belanja daerah untuk urusan wajib pendidikan di Dinas Pendidikan
sebesar Rp. 324.830.362.200,- atau 45% dari total belanja APBD 2008. Dinas Pendidikan Kab. Suko
Makmur menjadi SKPD yang paling besar menyerap anggaran daerah. Total anggaran pendidikan terbagi
ke dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 232.118.214.000.- dan Belanja Langsung Rp. 92.712.148.200,-
atau masing-masing sebesar 71% dan 29% dari total belanja Dinas Pendidikan.

Sebagaimana pada Grafik 1 berikut. Belanja Langsung teralokasi ke dalam tiga komponen belanja; Belanja
Pegawai’ Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
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Dibandingkan dengan belanja tahun 2007, terlihat adanya peningkatan terbesar pada belanja pegawai
tahun 2008 mencapai 121%, belanja barang dan jasa sebesar 36% dan Belanja Modal 34%, Sebagaimana
pada Tabel 3 berikut;
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Tabel 3
Peningkatan Belanja Dinas Pendidikan 2008

Di dalam struktur program nampak bahwa pada tahun 2008 terdapat banyak penambahan program.
Sayangnya, meski tidak begitu banyak menyerap anggaran 2008, penambahan program ini banyak yang
lebih berorientasi pada program-program pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 4
PERKEMBANGAN PROGRAM DIKNAS TAHUN 2007-2008

KABUPATEN SUKO MAKMUR

APBD 2007 % APBD 2008 % NO BELANJA DINAS PENDIDIKAN SUKO 
MAKMUR 61.528.374.450  91.341.713.500  

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.153.066.650 29,5% 17.909.417.600 19,6% 
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.686.821.700 14,1% 12.086.978.000 13,2% 
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.616.785.000 2,6% 1.616.715.652 1,8% 

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 604.141.800 1,0% 627.408.950 0,7% 

5 Program peningkatan pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan keuangan  51.500.000 0,1% 51.285.000 0,1% 

6 Program Perencanaan SKPD   27.265.000 0,0% 
7 Program Pendidikan Anak Usia Dini 631.168.000 1,0% 579.434.550 0,6% 

8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun 21.944.271.875 35,7% 28.819.142.270 31,6% 

9 Program Pendidikan Menengah 5.600.000.000 9,1% 10.287.710.700 11,3% 
10 Program Pendidikan Non Formal 1.910.549.725 3,1% 5.825.623.480 6,4% 
11 Program Pendidikan Luar Biasa 165.950.500 0,3% 376.785.400 0,4% 

12 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 153.289.200 0,2% 4.980.215.790 5,5% 

13 Program manajemen pelayanan pendidikan  0,0% 392.084.840 0,4% 

14 Program Pengembangan Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 480.215.000 0,8%   

15 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 25.000.000 0,0% 219.181.250 0,2% 
16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.505.615.000 2,4% 1.521.769.600 1,7% 
17 Program Pendidikan Kesiswaan   655.534.700 0,7% 
18 Program Pendidikan Menengah Pertama   5.203.361.518 5,7% 

19 Program pengembangan Pengelolaan keuangan 
daerah   40.000.000 0,0% 

20 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan   49.078.900 0,1% 
21 Program Pengembangan Informasi dan Media Massa   72.720.300 0,1% 
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Sementara itu, bila dua periode anggaran di atas dianalisis dalam kerangka tiga pilar kebijakan pendidikan
(akses, mutu, tata kelola), didapati sejumlah temuan penting berkenaan dengan upaya Kabupaten ini
memecahkan empat permasalahan pendidikan dalam  RPJMD.
Dalam kerangka kebijakan memperluas akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Suko Makmur pada tahun 2007 sampai 2008 mengalokasikan anggaran pendidikan
sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 5:
Identifikasi Program Pendidikan Terkait Kebijakan Akses Suko Makmur

PROGRAM APBD 2007 % APBD 2008 % 

Program Pendidikan Anak Usia Dini 631.168.000 1,0% 579.434.550 0,6% 
Program Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan Tahun 21.944.271.875 35,7% 28.819.142.270 31,6% 

Program Pendidikan Menengah 5.600.000.000 9,1% 10.287.710.700 11,3% 
Program Pendidikan Non Formal 1.910.549.725 3,1% 5.825.623.480 6,4% 
Program Pendidikan Luar Biasa 165.950.500 0,3% 376.785.400 0,4% 
Total Program Akses 30.251.940.100 49% 45.888.696.400 50% 

Total Belanja Langsung 61.528.374.450  91.341.713.500  
 

Secara makro program, Pemerintah Kabupaten Suko Makmur pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing
telah menganggarkan sebesar Rp. 30.2 Milyar  atau 49% dan Rp. 45.8 Milyar atau 50% dari total belanja
langsung untuk mengatasi permasalahan akses masyarakat atas pendidikan. Dengan data ini setidaknya
bisa diungkapkan:
• Dari persentase anggaran yang diberikan untuk akses pendidikan memang telah cukup memadai,

terutama pada program Pendidikan Dasar 9 tahun. Namun meski terjadi peningkatan anggaran
dari tahun 2007 ke tahun 2008 sampai sebesar 48%, namun peningkatan tersebut harus pula
diwaspadai sekedar sebagai upaya memperbesar sisa lebih belanja (dan akhirnya SILPA) bila tingkat
realisasinya sangat rendah sebagaimana terjadi pada realisasi anggaran 2007.

• Baik pada tahun 2007 maupun 2008, besarnya belanja akses pendidikan masih semu karena beberapa
kecenderungan seperti;
a. Kecilnya belanja kegiatan pengadaan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin.
b. Anggaran untuk peningkatan akses pendidikan sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan

rehabilitasi sekolah sebagai implementasi DAK Pemerintah Pusat. Akibatnya, tanpa didukung
oleh anggaran berbasis komitmen murni pemerintah daerah (non DAK), penuntasan
infrastuktur sekolah rusak sangat sulit tercapai. Sebagaimana pada Tabel 4 di atas;

c. Distribusi anggaran yang masih urban bias, dimana untuk pertimbangan prestise daerah begitu
besar dana untuk pengembangan sekolah unggulan atau SSN maupun Sekolah Bertaraf
Internasional (SBI) di wilayah perkotaan.

D. REKOMENDASI

1. Diperlukan peningkatan pembinaan dan pengendalian dari Kepala Daerah Suko Makmur atas kinerja
Dinas Pendidikan yang cenderung tidak mampu mendayagunakan alokasi anggaran secara optimal
untuk program-program yang telah direncanakan.

2. Pemerintah Kabupaten Suko Makmur hendaknya melakukan rasionalisasi anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung Pendidikan (Belanja Pegawai/Honorarium dan Belanja Barang
dan Jasa) untuk meminimalisir potensi pemborosan dalam struktur belanja langsung dimana sering
menyebabkan kecilnya alokasi anggaran pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur
pendidikan.

3. Diperlukan peningkatan kepatuhan atas prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan dalam
pengalokasian belanja yang begitu besar pada program-program yang berorientasi pemenuhan
kebutuhan aparatur, terutama pada Dinas Pendidikan.
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4. Diperlukan revisi program dan kegiatan yang tidak didukung kejelasan indikator kinerja pelayanan
publik dan/atau cenderung  kegiatan rutin SKPD yang dimasukkan nomenklatur kegiatan.

5. Diperlukan adanya proyeksi penambahan belanja program/kegiatan yang langsung terkait dengan
peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan.

6. Diperlukan komitmen yang lebih besar dari Pemerintah Suko Makmur untuk menambah alokasi
Belanja Pendidikan di luar skema Dana Alokasi Khusus.

Sesi XIII : Analisis Anggaran Pendidikan Daerah
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Tabel 6
PERBANDINGAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN 2007

6 KABUPATEN JAWA TENGAH

 
UKURAN KINERJA BELANJA LANGSUNG DINAS P&K 

DAERAH 
SD Murid 

Kelas 
Rusak 

BELANJA 
LANGSUNG

BELANJA 
PEGAWAI 

% 
BELANJA 

BRG & JASA 
% 

BELANJA 
MODAL 

% 

Boyolali 876 117.958 1.412 65.107.870.200 16.917.206.414 26,0% 20.582.809.214 31,6% 27.676.307.572 42,5%

Jepara 576 122.338 747 48.258.848.000 6.319.731.600 13,1% 6.916.640.900 14,3% 35.022.475.500 72,6%

Semarang 564 67.397 483 56.260.769.131 13.496.856.950 24,0% 7.184.740.729 12,8% 34.832.022.950 61,9%

Klaten 500 71.139 1.046 44.759.717.000 2.449.638.000 5,5% 6.918.223.000 15,5% 35.391.856.000 79,1%

Sukoharjo 569 75.332 764 61.528.374.450 9.544.963.000 15,5% 24.671.944.100 40,1% 27.311.467.350 44,4%
Sukoharjo tahun 2008 91.341.713.500 21.121.811.008 23.1% 33.530.495.042 36,7% 36.689.407.450 40,2% 

Kudus 
607 81.546 234 62.788.046.000 6.515.203.000 10,4% 5.662.572.000 9,0% 50.610.271.000 80,6%
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LPF 13
Problematika Pembangunan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Sesi XIII : Analisis Anggaran Pendidikan Daerah



123

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

Sesi XIII : Analisis Anggaran Pendidikan Daerah



124

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

LK 13 – A
Kendala Akses Pendidikan Masyarakat

Kendala Akses Keterangan # Peserta 
Pengusul Bobot Masalah 

a B c D 
- 
- Biaya 
- 

    

- 
- Buku 
- 

    

- 
- Transportasi 
- 

    

- 
- Infrastruktur 
- 

    

 

Keterangan Pengisian
1. Kendala akses (a) bisa ditambah atau disesuaikan dengan hasil curah pendapat peserta.
2. Kolom keterangan (b) diisi oleh pendapat peserta yang telah disederhanakan secara singkat dan jelas.
3. Kolom peserta pengusul (c) diisi jumlah peserta yang menyetujui bahwa masalah tertentu merupakan

masalah dominan.
4. Kolom bobot masalah (d) diisi persentase (%) peserta  yang mendukung masalah tertentu sebagai

masalah dominan.
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LK 13 – B
STRUKTUR DAN TREN BELANJA

DINAS PENDIDIKAN 2007-2009

TAHUN 
TOTAL 

BELANJA 
APBD 

TOTAL BELANJA 
DINAS 

PENDIDIKAN 

BELANJA 
TIDAK 

LANGSUNG 
% BELANJA 

LANGSUNG % BELANJA 
PEGAWAI  % BELANJA 

BARANG/JASA % BELANJA 
MODAL % 

2007 
    

            

  

  

  

  

2008 
    

            

  

  

  

  

2009 
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LK 13 – C

ANALISIS STRUKTUR BELANJA PROGRAM
BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ————————  2007 – 2009

 
NO  NAMA PROGRAM  2007 % 2008 % 2009 %

A PROGRAM EX ADMINISTRASI UMUM (APARATUR)             
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran             
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             
3 Peningkatan Kapasitas Aparatur             
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan             
5 Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)             
B PROGRAM PELAYANAN PUBLIK             
6 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun             
7 Pendidikan Menengah             
8 Pendidikan Non Formal             
9 Pendidikan Luar Biasa             
10 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan             
11 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan             
12 Manajemen Pelayanan Pendidikan             
13 Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga             

 JUMLAH BELANJA LANGSUNG             
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Catatan untuk peserta:

Silahkan menambahkan baris (rows) baru bila diperlukan untuk menambah program yang belum
tercantum di tabel di atas.
Adanya pembedaan antara kelompok program ex administrasi umum (aparatur) dan
kelompok program pelayanan publik hanya merupakan cara sederhana mengidentifikasi
sasaran program. Peserta bisa mengembangkan cara lain dalam mengidentifikasi sasaran/
orientasi program.

Pertanyaan analitis:
1. Bagaimana tren peningkatan/penurunan Belanja Program ex administrasi umum (aparatur)

dibanding dengan total Belanja Langsung Dinas Pendidikan 2007-2009?
2. Bagaimana tren peningkatan/penurunan Belanja Program pelayanan publik dibanding dengan

total Belanja Langsung Dinas Pendidikan 2007-2009?
3. Berapa alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk peningkatan partisipasi pendidikan siswa

dari keluarga miskin?
4. Apakah terdapat permasalahan (misalnya pemborosan, program) pada program ex administrasi

umum dikaitkan dengan beban kerja pelayanan Dinas Pendidikan (bandingkan jumlah SD/MI,
SLTP,SLTA, jumlah guru, jumlah murid, dsb dengan daerah yang lain)?

5. Apakah terdapat permasalahan (potensi pemborosan, kebocoran, ketidaktepatan sasaran,
ketidakmemadaian anggaran) pada program pelayanan publik dikaitkan dengan problematikan
dan kebutuhan Pendidikan di daerah (kaitkan dengan APM,APK, kebutuhan infrastruktur, angka
putus sekolah, dsb)?

6. Adakah program-program dalam kategori pelayanan publik yang orientasi anggarannya lebih
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan aparatur?

7. Adakah program-program yang dipandang baik, tetapi tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya?
8. Adakah program inovatif  yang perlu mendapatkan peningkatan anggaran?
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LK 13 – D
ANALISIS PEMANFAATAN ANGGARAN PENDIDIKAN

BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN _____________ TAHUN 2007 – 2009

KATEGORI PEMANFAATAN 2007 % 2008 % 2009 %         

AKSES MASYARAKAT  
  

  

  

    

  

INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN 
  

 

  

    

  

KUALITAS PROSES BELAJAR 
MENGAJAR 

  

 

  

    

  

KUALITAS TENAGA 
KEPENDIDIKAN 

  

  

  

    

  

PELAYANAN ADMINISTRASI 
  

 

  

    

  
 

Pertanyaan analitis:
1. Bagaimana perkembangan (tren) alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap     layanan pendidikan?
2. Adakah alokasi anggaran untuk bea siswa bagi siswa keluarga miskin yang bersumber dari APBD?
3. Apakah perkembangan (tren) belanja infrastruktur pendidikan bersumber dari APBD ataukah dari APBN melalui DAK?
4. Apakah perkembangan (tren) belanja infrastruktur pendidikan sudah dipandang memadai bila dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan dan

rehabilitasi gedung sekolah rusak?
5. Apakah terdapat pemanfaatan anggaran yang terlalu besar atau terlalu kecil bila dipandang dari sisi target pembangunan pendidikan pada

RPJMD?
6. Apakah komposisi pemanfaatan Belanja Langsung sudah mencerminkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menjawab problematika

pendidikan di daerah?
7. Menurut saudara, bagaimana prosentase yang ideal dalam struktur pemanfaatan anggaran pendidikan di daerah?
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ANALISIS ANGGARAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI
DAERAH

PENGANTAR

Pada dasarnya APBD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi sumber daya, fungsi distribusi, dan
fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi sumber daya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik
oleh pemerintah. Dalam pengalokasian sumber daya, pemerintah harus memutuskan ukuran relatif
dari penyediaan pelayanan publik agar sumber daya yang tersedia dapat dibagi secara merata ke
semua fungsi, kebijakan, dan program yang ada, Fungsi distribusi pendapatan dan kekayaan memiliki
maksud manfaat dari anggaran dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Pengalokasian
anggaran untuk subsidi kepada masyarakat dan kaum miskin adalah satu contoh fungsi distribusi
anggaran. Fungsi stabilisasi perekonomian berkaitan dengan target tingkat pertumbuhan lapangan
kerja tertentu, stabilisasi harga, dan pertumbuhan ekonomi.

Pada sesi ini, analisis diarahkan pada anggaran pemberdayaan ekonomi lokal dimana diharapkan
agar APBD yang dihasilkan adalah APBD yang memiliki fungsi penguatan perekonomian rakyat.
Artinya, selain mampu memberi stimulan fiskal bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun
yang lebih penting adalah APBD mampu membuka akses rakyat terhadap berbagai peluang wirausaha
dan kekuatan sumberdaya ekonomi daerah.

Berkenaan dengan fungsi-fungsi tersebut, APBD bisa di lihat dari dua aspek, yakni efektivitas dan
efisiensi. Efektivitas artinya sejauh mana pemerintah daerah mampu melahirkan kebijakan anggaran
yang mampu mendukung pencapaian indikator-indikator kemajuan ekonomi daerah. Sementara
efisiensi, adalah bagaimana alokasi dan pengelolaan anggaran senantiasa berpegang pada program-
program prioritas yang berujung pada kuatnya komitmen pemerintah daerah pada usaha kecil
kerakyatan.

TUJUAN

Setelah sesi ini, peserta diharapkan mampu;
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan skema kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal.
2. Memahami dan melakukan analisis kapasitas kebijakan anggaran perekonomian daerah.
3. Memahami dan merumuskan kebijakan anggaran prioritas yang mendukung pengembangan

usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

POKOK BAHASAN

1. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan ekonomi lokal.
2. Analisis kapasitas APBD dalam skema pemberdayaan perekonomian daerah.
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3. Analisis konsistensi kebijakan pemberdayaan perekonomian daerah.
4. Analisis kebijakan anggaran pelaksanaan urusan koperasi/UMKM daerah.

ALOKASI WAKTU

Alokasi waktu: 120 menit

METODE PEMBELAJARAN

1. Brainstorming.
2. Tanya Jawab.
3. Diskusi Kelompok.
4. Simulasi Kasus.

ALAT BANTU PEMBELAJARAN

1. Flip Chart.
2. Metaplan.
3. Whiteboard.
4. Spidol.
5. Komputer/Notebook.
6. LCD Projector.

MEDIA PEMBELAJARAN

1. APBD tahun 2007 sampai tahun terakhir. khususnya anggaran pengembangan ekonomi
daerah di Dinas, Badan, atau Kantor  masing-masing daerah peserta.

2. BB 14 : “Skema Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pemberdayaan UMKM”.
3. LPF 14 : Slide “Insentif  Fiskal Daerah Untuk Pemberdayaan Ekonomi”
4. LK 14 – A : Matriks Konsistensi Kebijakan Anggaran Perekonomian (RPJMD dan KUA

PPAS) dengan Alokasi Anggaran (APBD).
5. LK 14 – B : Struktur Anggaran Disperindagkop.
6. LK 14 – C : Klasifikasi Kebijakan Anggaran Pemberdayaan Koperasi/UMKM

PROSES PEMBELAJARAN

1. Pembukaan (Waktu: 15 menit)
Fasilitator menyampaikan agenda sesi 14, tujuan dan hasil yang akan dicapai  dari Sesi ini.
Penting pula ditekankan alokasi waktu dan alur kegiatan yang seyogyanya disepakati para
peserta, dan tidak lupa mengingatkan peserta untuk bersikap aktif  agar tercipta iklim forum
yang partisipatif  dan produktif   selama  sesi.
Mulai masuk ke materi  dengan mengajak peserta bertukar pendapat tentang “masalah
ekonomi yang paling berat dihadapi masyarakat saat ini”. Arahkan diskusi pada hasil yang
telah dicapai kebijakan otonomi daerah sejak tahun 1999, khususnya dalam bidang ekonomi
warga.

2. Pemberdayaan Ekonomi (Waktu: 45 Menit)
Setelah dirasa cukup adanya tukar pemikiran dan pengalaman, tayangkan LPF 14 – A
“Insentif  Fiskal Daerah untuk Pemberdayaan Ekonomi”. Selain melakukan penjelasan
berkenaan dengan isi LPF 14 – A, fasilitator juga hendaknya mengembangkan diskusi antar-
peserta.

Sesi XIV : Analisis Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Daerah
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Mintalah peserta kembali ke kelompok masing-masing (sesuai dengan daerah asal masing-
masing atau region tertentu). Mintalah kelompok mengerjakan LK 14 – A: Matriks
Konsistensi Kebijakan Anggaran Perekonomian (RPJMD dan KUA-PPAS) dengan APBD.

Catatan: Proses kerja analisis kelompok bisa jauh lebih cepat bila sebelum pelatihan peserta sudah
mentabulasi data sebagaimana pada Lembar Kerja, sehingga tinggal menjawab berbagai pertanyaan pada
Lembar Kerja.

Mintalah mereka mencermati data-data anggaran terkait pemberdayaan ekonomi daerah pada
SKPD Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas ini dipandang
yang paling banyak melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sebaiknya data-data anggaran telah dimasukkan dalam format-format analisis sebelum
pelatihan dimulai, sebagaimana LK 14 – B: Struktur Anggaran SKPD Disperindagkop.

3. Pemberdayaan Koperasi/UMKM (Waktu: 30 menit)
Sebagai tindak lanjut hasil kerja LK 14 – B: Struktur Anggaran SKPD Disperindagkop,
mintalah masing kelompok melakukan analisis arah kebijakan anggaran perekonomian
dengan cara mengisi LK 14 – C: Klasifikasi Kebijakan Anggaran Pemberdayaan Koperasi/
UMKM.

4. Penutup (Waktu: 30 Menit)
Setelah semua Lembar Kerja Analisis diselesaikan masing-masing kelompok, mintalah
jurubicara kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Presentasi
hendaknya berupa simpulan-simpulan utama yang bersumber dari jawaban-jawaban
pertanyaan analitis setiap lembar kerja.
Untuk menutup sesi, doronglah peserta merumuskan hasil analisis secara umum dalam
kerangka skema kebijakan yang pro pemberdayaan usaha kecil.
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*Sebagian besar muatan tulisan ini merujuk pada Rekomendasi Lokakarya Nasional l UMKM di Surabaya yang
difasilitasi oleh Perhimpunan Pengembangan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya.

BB 14

SKEMA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM*

A. Pengantar

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya
penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir
deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi usaha kecil dan
menengah. Bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan. Studi empiris
membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil,
sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1000
orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan.

Dalam konstelasi inilah, perhatian untuk menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, UMKM menyerap banyak tenaga kerja. Kecenderungan
menerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak UMKM juga intensif  dalam menggunakan
sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan UMKM akan
menimbulkan dampak positif  terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan,
pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi lokal.

Dari sisi kebijakan, UMKM jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan
bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya
pengentasan kemiskinan. Di perdesaan, peran penting UMKM memberikan tambahan pendapatan.
Merupakan seedbed bagi pengembangan industri dan sebagai pelengkap produksi pertanian bagi penduduk
miskin. Boleh dikata, ia juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup (survival strategy) di tengah
krisis ekonomi.

B. Permasalahan Dasar

Namun hendaknya dipahami bersama, bahwa pasca desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah) sampai
saat ini, permasalahan UMKM masih banyak terkendala berbagai kebijakan pemerintah diantaranya:
1. Masih kecilnya alokasi dana APBD untuk pemberdayaan dan permodalan UMKM.
2. Pengalokasian APBD belum berpihak UMKM.
3. Sumber-sumber pendanaan dari APBD  hampir tidak signifikan dirasakan oleh kalangan UMKM.
4. Prosedur pengambilan dana dari APBD belum diketahui.
5. Efektifitas pemanfaatan dana APBD untuk umkm masih diragukan.
6. Akses alokasi anggaran pemberdayaan UMKM masih tergantung kedekatan politik daerah.
7. Belum ada alokasi APBD untuk adanya lembaga penjaminan usaha (bank garansi) dari pemerintah

daerah.
8. Belum adanya Peraturan Daerah yang mampu menjadi payung hukum perlindungan terhadap

UMKM di setiap daerah.
9. Banyak Peraturan daerah  yang tidak mendukung pengembangan UMKM malah cenderung

mematikan.
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10. Banyak kendala prosedur persyaratan dalam pengurusan sertifikasi, perijinan usaha UMKM.
11. Tiadanya kepastian hukum dalam prosedur kredit, dan pemanfaatan APBD.
12. Belum adanya ‘pengistimewaan-proteksi” untuk pemberdayaan UMKM.

C. Kebijakan Strategis

Oleh karena itu, kebijakan strategis yang semestinya menjadi bingkai kebijakan pemerintah daerah, antara
lain:
1. Regulasi Anggaran dan Peraturan Daerah terkait UMKM

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan UMKM minimal 5% dari
Total APBD.

b.  Pemerintah daerah hendaknya membuat SOP (standar operasional prosedur) penyaluran
anggaran UMKM yang transparan dan akuntable dan ada partisipasi publik.

c. Pemerintah hendaknya membentuk lembaga penjaminan kredit bagi usaha UMKM
d. Pemerintah Daerah membuat Perda tentang pemberdayaan UMKM dan merevisi Perda-Perda

yang mematikan UMKM.
e. Pemerintah Daerah hendaknya membuat Peraturan Daerah membatasi keberadaan supermarket

dan hypermarket hanya di daerah perkotaan saja.
f. Pemerintah hendaknya mampu menyusun regulasi yang memberi kemudahan perijinan usaha

dan sertifikasi.

2. Jaringan dan Organisasi UMKM
a. Pemerintah hendaknya secara serius selalu memperbaharui data dan melakukan inventarisasi

jumlah dan jenis UMKM.
b. Pemerintah perlu menginventarisasi produk dan peluang-peluang pemasaran.
c. Pemerintah daerah mengkampanyekan UMKM melalui media secara massif.
d. Perlu adanya suatu konsorsium UMKM di tingkat Daerah.
e. Pemerintah daerah perlu sering mengadakan pameran untuk UMKM di Daerah.
f. Intensifikasi pelatihan/ pembinan dan pendampingan.
g. Penguatan Kerjasama antar ormas yang telah memiliki binaan UMKM.

3. Mediasi Perbankan
a. Pemerintah daerah hendaknya melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi Perbankan agar

berpihak kepada usaha UMKM.
b. Pemerintah daerah hendaknya melakukan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan usaha

melalui kerjasama instansi, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi yang didanai pemerintah.
c. Pemerintah hendaknya membentuk lembaga konsultatif  untuk permodalan marketing dan

mediasi permodalan dari perbankan,

Sesi XIV : Analisis Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Daerah



134

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

LPF 14
Insentif  Fiskal Daerah untuk Pemberdayaan Ekonomi
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LK 14 – A
Matrik Konsistensi Kebijakan Bidang Ekonomi

Kabupaten/Kota:
Tahun:
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Petunjuk pengisian untuk Peserta:
1. Di dalam pengisian matrik konsistensi ini, peserta setidaknya telah memiliki dokumen kebijakan anggaran

daerah yang tersebar di: RPJMD, KUA-PPAS, APBD tahun yang bersangkutan.
2. Untuk kolom MISI bisa diisi lebih dari satu, tergantung banyaknya misi pembangunan yang terkait

pembangunan ekonomi daerah.
3. Untuk kolom URUSAN/FUNGSI EKONOMI PEMDA, urusan bisa ditambah/dikurangi tergantung yang

dilaksanakan Pemda setempat. Struktur urusan bisa ditemukan di KUA, PPAS maupun APBD.
4. Untuk ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH dirumuskan bersumber dari dokumen KUA Bab II,

Kerangka Ekonomi Makro Daerah. Pengisian arah kebijakan tidak harus untuk setiap urusan Pemda, namun
bisa secara umum.

5. Pengisian kolom SASARAN PRIORITAS dan PLAFON ANGGARAN bersumber dari PPAS tahun yang
bersangkutan sesuai dengan pelaksanaan urusan/fungsi ekonomi Pemda.

6. Untuk mengisi kolom Alokasi APBD Per Urusan, peserta bisa menemukan di Perda APBD, bagian
lampiran: Rekapitulasi Belanja Daerah Berdasarkan urusan dan fungsi pemerintahan daerah.

Pertanyaan analitis:
1. Cermati uraian Visi dan Misi:

- Apakah Visi telah memiliki kejelasan arah kebijakan pembangunan daerah?
- Apakah Misi telah mampu menterjemahkan muatan visi terutama pada arah pembangunan ekonomi

daerah?
- Apakah Misi pembangunan ekonomi daerah telah dirumuskan sesuai kondisi faktual potensi dan masalah

ekonomi daerah?
2. Cermati uraian Urusan/Fungsi Ekonomi Pemda, apakah:

- Apakah urusan-urusan yang dilaksanakan benar-benar mampu mengakomodasi misi pembangunan
ekonomi daerah?

- Apakah urusan-urusan yang dilaksanakan telah dilengkapi dengan kapasitas kelembagaan SKPD yang
memadai?

- Apakah kapasitas kelembagaan/SKPD pelaksana urusan-urusan telah sesuai dengan kondisi atau
kebutuhan pelayanan publik?

Bisa saja sebuah kota yang tidak memiliki areal pertanian, hutan, maupun budidaya perikanan, memiliki Dinas
Pertanian dan kehutanan. Atau sebaliknya, meskipun banyak tugas pelayanan publik untuk urusan pertanian,
tetapi Pemda tidak menyediakan Dinas Pertanian dalam SOTK Pemda.

3. Cermati ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH;
- Apakah setiap urusan/fungsi ekonomi Pemda telah terwakili dalam rumusan Arah Kebijakan Ekonomi

Daerah KUA?
- Adakah Urusan/fungsi ekonomi yang menjadi titik berat (prioritas) dalam rumusan arah kebijakan

ekonomi daerah
- Apakah arah kebijakan ekonomi daerah tersebut telah konsisten dengan asumsi-asumsi permasalahan/

tantangan ekonomi daerah dalam KUA maupun kondisi faktual?
4. Cermati rumusan SASARAN PRIORITAS:

- Apakah setiap urusan/fungsi ekonomi telah terakomodasi atau diikuti adanya rumusan sasaran prioritas
pembangunan (PPAS)?

- Apakah urusan/fungsi ekonomi yang pada analisis tahap 3 diidentifikasi sebagai urusan prioritas, telah
diikuti oleh adanya rumusan sasaran prioritas? 5.Cermati plafon alokasi anggaran pada kolom PPAS dan
kolom APBD untuk setiap urusan/fungsi ekonomi;

- Apakah semua urusan telah dialokasikan anggaran?
- Apakah terdapat perbedaan besar, antara skema plafon anggaran pada PPAS dengan alokasi pada APBD?
- Urusan/fungsi ekonomi manakah yang paling besar dan paling kecil dialokasikan pada PPAS dan APBD?
- Tentukan peringkat alokasi anggaran menurut urusan/fungsi ekonomi, pada urusan apakah Pemda

mengalokasikan anggaran lebih besar dari urusan/fungsi ekonomi yang lain?
- Apakah struktur anggaran demikian telah konsisten dengan arah kebijakan ekonomi daerah?
- Apakah struktur anggaran demikian telah konsisten dengan rumusan sasaran prioritas?
- Apakah struktur anggaran demikian bisa diyakini mampu memecahkan problem faktual perekonomian

daerah?
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LK 14 – B

ANALISIS STRUKTUR ANGGARAN BELANJA
DISPERIDAGKOP KABUPATEN/KOTA ...................

2007 – 2009

NO.   NAMA PROGRAM  2007 % 2008 % 2009 % 
  TOTAL BELANJA           
I BELANJA TIDAK LANGSUNG           
II BELANJA LANGSUNG           
A Program Ex Administrasi Umum (Aparatur)           

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran            

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur            
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan            

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur           
B Program Pelayanan Publik           

5 Penciptaan Iklim Usaha Kecil/Menengah yang Konsusif           
6 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM           

7 Pengembangan system pendukung UMKM           

8 Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi           

9 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi           

10 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi           
11 Dan lain-lain …………………..           
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Analisis APBD untuk Anggota DPRD

Catatan untuk peserta:
1. Nama-nama program tabel di atas hanya contoh, silahkan disesuaikan sendiri dengan program-

program di kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Silahkan menambahkan baris (rows) baru bila diperlukan untuk menambah program yang belum

tercantum di table di atas.
3. Adanya pembedaan antara kelompok program ex administrasi umum (aparatur) dan

kelompok program pelayanan publik hanya merupakan cara sederhana mengidentifikasi
sasaran program. Peserta bisa mengembangkan cara lain dalam mengidentifikasi sasaran/orientasi
program.

Pertanyaan Analisis:
1. Bagaimana tren peningkatan/penurunan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas selama

tiga tahun terakhir?
2. Bagaimana tren peningkatan/penurunan alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas selama tiga

tahun terakhir?
3. Bagaimana tren anggaran Program ex administrasi umum (aparatur) dibanding dengan total

Belanja Langsung Dinas Disperindagkop selama tiga tahun terakhir?
4. Bagaimana tren peningkatan/penurunan Belanja Program pelayanan publik dibanding dengan

total Belanja Langsung Disperindagkop selama tiga tahun terakhir?
5. Adakah program-program dalam kategori pelayanan publik yang orientasi anggarannya lebih

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan aparatur (tengara duplikasi anggaran)?
6. Adakah program-program yang dipandang baik, tetapi tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya?
7. Adakah program inovatif  yang perlu semestinya perlu mendapatkan peningkatan anggaran?
8. Adakah program inovatif  pro pelaku usaha kecil yang penting diusulkan karena belum pernah

diprogramkan dalam 3 tahun terakhir?
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LK 14 – C
Klasifikasi Kebijakan Anggaran Pemberdayaan Koperasi/UMKM

Kabupaten/Kota:
Tahun:

TOTAL ANGGARAN SKPD Rp. % 

STRUKTUR ANGGARAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA BELANJA MODAL % 

BELANJA TIDAK LANGSUNG         

BELANJA LANGSUNG         

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN % 

    

    

1. Akses Pasar 
Koperasi/UMKM 

    
Rp. 

  

    

    

2. Akses Modal 
Koperasi/UMKM 

    
Rp. 

  

    3. Kualitas Pelaku 
Koperasi/UMKM     

Rp. 
  

    4. Regulasi Daerah pro 
Koperasi/UMKM     Rp. 

  

    

    

5. Administrasi Pelayanan 
SKPD 

    
Rp. 

  

 

Sesi X
IV

 : A
nalisis A

nggaran Pem
berdayaan Ekonom

i D
aerah



141

Analisis APBD untuk Anggota DPRD

Pertanyaan Analisis:

Setelah Tabel diisi secara lengkap. maka analisis bisa dilakukan terutama pada aspek:
1. Cermati bagian Belanja Tidak Langsung, apakah besarnya alokasi gaji dan tunjangan, maupun

tambahan penghasilan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai kuantitas
pegawai di Disperindagkop?

2. Cermati bagian struktur anggaran SKPD, jenis belanja (pegawai, barang/jasa, dan belanja
modal) apa yang paling besar maupun yang paling kecil dialokasikan?

3. Cermati peruntukkan belanja pegawai, barang/jasa, dan belanja modal, pada Belanja
Langsung apakah:
a. Mencerminkan efisiensi?
Misalnya dengan berpegang pada batas maksimal Belanja Pegawai tidak lebih dari 10% dan
Belanja Barang dan jasa tidak lebih 30% dari total Belanja Langsung). Kalau lebih dari batas
prosentase tersebut, maka hendaknya ditelusuri peruntukkannya karena ditengarai terjadi
kecenderungan pemborosan, atau mungkin ada faktor/alasan lain.
b. Mencerminkan efektifitas kinerja SKPD?
Misalnya dengan membandingkan besar belanja pegawai, belanja barang/jasa dan Belanja
Modal (Belanja Langsung) dengan indikator kinerja SKPD (Keluaran, Target, hasil)  yang
tercantum dalam KUA/PPAS tahun yang bersangkutan?

4. Bandingkan jumlah alokasi anggaran dan prosentasenya pada masing-masing komponen arah
kebijakan, lakukan pemeringkatan dari yang paling besar ke yang paling kecil.

5. Apakah pemeringkatan tersebut berkesesuaian dengan peringkat urgensitas permasalahan
Koperasi/UMKM di daerah?
Misalnya: prosentase anggaran paling besar (rangking 1) pada program akses permodalan Koperasi/
UMKM memang sesuai dengan problem yang paling besar dihadapi  daerah dalam pemberdayaan
Koperasi/UMKM sebagaimana terungkap dalam Renja SKPD, RKPD ataupun KUA.

6. Cermati kegiatan-kegiatan pada program yang saudara kategorikan masuk dalam skema
pemberdayaan akses pasar, akses modal dan  kualitas pelaku usaha. Apakah sasaran atau
pemanfaatan program benar-benar akan berdampak bagi pelaku usaha kecil di koperasi/UMKM?

7. Program-program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang saudara tengarai hanya bersifat rutin
tahunan dan tidak berdampak nyata pada pemberdayaan Koperasi/UMKM?

8. Berdasarkan Arah Kebijakan Anggaran Pemberdayaan Koperasi/UMKM di atas, tentukan
arah kebijakan anggaran prioritas untuk pelaksanaan urusan Koperasi/UMKM. Apakah arah
kebijakan anggaran prioritas tersebut konsisten dengan rumusan arah kebijakan prioritas di
dalam KUA dan PPAS tahun terkait?
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Analisis APBD untuk Anggota DPRD

Fungsi penganggaran DPRD sangat strategis dalam mempengaruhi kebijakan
pembangunan di daerah. Dengan fungsi ini DPRD bisa mempengaruhi kebijakan
pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat, kebijakan belanja daerah
untuk meningkatkan pelayanan publik, dan kebijakan pembiayaan daerah yang
produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Modul ini disiapkan untuk program
peningkatan kapasitas anggota DPRD khusus dalam fungsi penganggaran. Peserta
pelatihan atau lokakarya ini adalah para anggota DPRD agar menjadi lebih baik
dalam menjalankan fungsi penganggaran. Modul ini menggunakan pendekatan
“Studi Kasus” dan metode partisipatif agar peserta bisa berpartisipasi secara
penuh dan produktif.

Ada pendekatan praktis dalam analisis anggaran, diantaranya melalui praktek
analisis secara langsung terhadap APBD daerah peserta. Modul ini dilengkapi
Lembar Kerja sebagai media praktek analisis anggaran secara langsung, juga
dilengkapi dengan contoh-contoh good practices maupun bad practices sebagai
bahan pembelajaran.  Modul ini ditulis berdasarkan pengalaman para penyusun
modul selama bekerja bersama DPRD di beberapa daerah.

Modul ini terdiri dari dua bagian: bagian satu dalam bentuk buku dan bagian dua
dalam bentuk compact disk. Bagian satu dimaksudkan sebagai pegangan atau
panduan bagi fasilitator dalam memfasilitasi forum pelatihan atau lokakarya.
Bagian ini terdiri dari pengantar materi, tujuan, pokok bahasan, alokasi waktu,
metode pembelajaran, alat bantu pembelajaran, media pembelajaran, dan proses
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran juga dipaparkan bagaimana cara
menggunakan media-media pembelajaran yang ada di bagian dua. Bagian dua
terdiri dari bahan Lembar Presentasi Fasilitator (LPF), Lembar Kerja (LK), dan
Lembar Bahan Belajar (LBB) yang bisa digunakan secara langsung dalam pelatihan
maupun lokakarya —baik sebagai bahan presentasi fasilitator maupun  dicetak
untuk dibagikan ke peserta.




